
Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD  |  Geopolitik Indo-Pasifik 

Halaman 1 

RUDYCT ACADEMIC SERIES 2026 

GEOPOLITIK 

INDO-PASIFIK 

Kekuatan, Tatanan, Konektivitas, dan Strategi Indonesia 

di Pusat Perubahan Dunia 

Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD 

www.rudyct.com/cv.pdf 

Bogor, Indonesia •  Juli 2026 

 



Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD  |  Geopolitik Indo-Pasifik 

Halaman 2 

 



Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD  |  Geopolitik Indo-Pasifik 

Halaman 3 

 

Abstrak 

Indo-Pasifik telah berkembang dari istilah geografis menjadi konstruksi strategis yang menghubungkan 

Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dalam satu ruang persaingan, kerja sama, dan pembentukan tatanan. 

Artikel ini menjelaskan bagaimana distribusi kekuatan, jalur laut, aliansi, minilateralisme, perdagangan, 

teknologi, energi, iklim, serta politik identitas berinteraksi dalam kawasan tersebut. Rivalitas Amerika 

Serikat–Tiongkok memang menjadi struktur dominan, tetapi bukan satu-satunya penentu. India, Jepang, 

Australia, Republik Korea, ASEAN, negara-negara Kepulauan Pasifik, dan kekuatan Eropa memiliki agensi 

serta kepentingan sendiri. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific menawarkan prinsip keterbukaan, 

inklusivitas, sentralitas ASEAN, penghormatan hukum internasional, dan kerja sama praktis, sedangkan 

Quad, AUKUS, aliansi bilateral, serta Belt and Road Initiative menunjukkan bertumbuhnya arsitektur yang 

berlapis. Bagi Indonesia, posisi silang bukan sekadar keuntungan geografis, melainkan tanggung jawab 

untuk memperkuat ketahanan maritim, produktivitas ekonomi, diplomasi bebas aktif, solidaritas ASEAN, 

dan kemampuan mengubah lokasi menjadi pengaruh. Artikel mengusulkan strategi multidimensional 

yang menggabungkan deterrence yang proporsional, diplomasi, diversifikasi ekonomi, kedaulatan 

teknologi, keamanan manusia, dan kepemimpinan normatif. 

Kata Kunci: Indo-Pasifik; geopolitik; geoeconomics; ASEAN; Indonesia; Amerika Serikat; Tiongkok; Laut 

Cina Selatan; AOIP; Quad; AUKUS; keamanan maritim; hedging; middle power 

Pengantar 

Peta politik dunia tidak pernah netral. Nama yang diberikan kepada suatu kawasan menentukan apa yang 

dianggap penting, siapa yang ditempatkan di pusat, dan ancaman apa yang diprioritaskan. Istilah Asia-

Pasifik pernah menonjolkan pertumbuhan ekonomi Asia Timur dan keterlibatan Amerika Serikat. Istilah 

Indo-Pasifik memperluas pandangan ke Samudra Hindia, menempatkan India lebih jelas, serta 

menghubungkan energi Timur Tengah, jalur laut Asia Tenggara, pusat produksi Asia Timur, dan pasar di 

kedua sisi samudra. 

Namun Indo-Pasifik bukan satu strategi tunggal. Jepang berbicara mengenai kawasan yang bebas dan 

terbuka; Amerika Serikat menekankan tatanan berbasis aturan dan jaringan sekutu; India menjaga 

otonomi strategis; Australia memperdalam deterrence; ASEAN memprioritaskan inklusivitas dan 

sentralitas; sedangkan Tiongkok sering memandang istilah itu dengan kecurigaan karena dianggap dapat 

menjadi wadah pembendungan. Perbedaan definisi tersebut memperlihatkan bahwa geografi selalu 

diolah oleh politik. 
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Tulisan ini menggunakan geopolitik secara luas: bukan determinisme bahwa letak otomatis menentukan 

nasib, melainkan analisis tentang bagaimana ruang, kekuatan, teknologi, ekonomi, institusi, dan gagasan 

saling membentuk. Karena itu, kapal perang dan pangkalan dibahas bersama pelabuhan, kabel bawah 

laut, semikonduktor, pembiayaan infrastruktur, perubahan iklim, serta ketahanan masyarakat. 

Pendekatan demikian penting bagi Indonesia, negara kepulauan yang berada di persilangan dua samudra 

dan tidak dapat memisahkan keamanan dari pembangunan. 

Peta Pembahasan  

• 1. Dari Asia-Pasifik ke Indo-Pasifik 

• 2. Geopolitik Klasik dan Kritik Kontemporer 

• 3. Distribusi Kekuatan dan Dilema Keamanan 

• 4. Rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok 

• 5. Kebangkitan Tiongkok dan Kekuatan Maritim 

• 6. Amerika Serikat, Aliansi, dan Integrated Deterrence 

• 7. Jepang dan Free and Open Indo-Pacific 

• 8. India dan Otonomi Strategis 

• 9. Australia, AUKUS, dan Transformasi Pertahanan 

• 10. Quad dan Minilateralisme 

• 11. ASEAN Outlook dan Sentralitas ASEAN 

• 12. Hedging dan Agensi Asia Tenggara 

• 13. Indonesia sebagai Poros Strategis 

• 14. Laut Cina Selatan dan Tata Kelola Sengketa 

• 15. Taiwan dan Risiko Konflik Sistemik 

• 16. Semenanjung Korea dan Keamanan Nuklir 

• 17. Geoeconomics, Perdagangan, dan Infrastruktur 

• 18. Teknologi Strategis dan Kedaulatan Digital 

• 19. Jalur Laut, Chokepoint, dan Logistik 

• 20. Energi, Mineral Kritis, dan Transisi Hijau 

• 21. Kepulauan Pasifik, Iklim, dan Agensi Negara Kecil 

• 22. Perubahan Iklim sebagai Geopolitik 

• 23. Hukum Laut, Norma, dan Perebutan Legitimasi 

• 24. Keamanan Nontradisional dan Keamanan Manusia 

• 25. Skenario Tatanan Indo-Pasifik 2030–2045 

• 26. Agenda Strategis Indonesia 
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1. Dari  Asia-Pasifik ke Indo-Pasifik 

 Asia-Pasifik ke Indo-Pasifik 

Dari Asia-Pasifik ke Indo-Pasifik harus dibaca melalui genealogi istilah, perluasan imajinasi geografis, dan 

perubahan pusat gravitasi dunia. Geopolitik di sini bukan sekadar persaingan wilayah, tetapi proses 

mengorganisasi ruang dan ketergantungan. Laut menghubungkan produksi, energi, data, manusia, serta 

kekuatan militer; akibatnya, keamanan dan kemakmuran tidak dapat dipisahkan secara sederhana. 

Aktor yang relevan mencakup Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Oseania, pesisir Afrika Timur, dan 

kekuatan ekstra-kawasan. Masing-masing membawa sejarah, kepentingan domestik, kapabilitas, persepsi 

ancaman, dan legitimasi berbeda. Analisis yang hanya memakai ukuran militer akan mengabaikan daya 

tarik ekonomi, norma, teknologi, institusi, serta kemampuan mengubah koalisi dan agenda. 

Mekanisme utamanya ialah bahwa penamaan kawasan mengatur perhatian, sumber daya, koalisi, dan 

pembacaan ancaman. Hubungan tersebut tidak selalu bersifat zero-sum. Negara dapat bersaing pada 

keamanan, bertransaksi dalam perdagangan, dan bekerja sama mengenai iklim atau bencana pada saat 

yang sama. Inilah sebabnya tatanan Indo-Pasifik berbentuk berlapis, tidak rapi, dan sering kontradiktif. 

Dari sudut teori, realisme menjelaskan balancing dan deterrence; liberalisme menyoroti institusi serta 

interdependensi; konstruktivisme menunjukkan bagaimana identitas, norma, dan penamaan kawasan 

membentuk kepentingan. Pendekatan ekonomi-politik menambahkan siapa yang memperoleh manfaat 

dan siapa menanggung biaya dari strategi negara. 

Bahaya analitis utama ialah menganggap istilah sebagai fakta alam dan mengabaikan kepentingan politik 

di balik definisi. Penyederhanaan demikian mudah menghasilkan kebijakan yang tampak tegas tetapi tidak 

sesuai dengan kenyataan. Ia juga dapat menutup agensi negara menengah dan kecil yang menolak 

menjadi objek, membentuk koalisi isu, serta memanfaatkan persaingan untuk memperluas pilihan. 

Respons yang lebih tepat adalah membaca setiap strategi berdasarkan cakupan, tujuan, instrumen, dan 

pihak yang dikecualikan. Strategi harus menetapkan tujuan yang realistis, menghubungkan sarana dengan 

anggaran, membedakan kepentingan vital dari preferensi, dan menilai konsekuensi yang tidak 

dimaksudkan. Instrumen ekonomi, diplomatik, teknologi, hukum, informasi, dan pertahanan perlu 

disusun sebagai portofolio. 

He dan Li (2020) menunjukkan bahwa dinamika Indo-Pasifik perlu dipahami melampaui kompetisi dua 

negara. Literatur tersebut membantu menghindari pandangan bahwa seluruh dinamika kawasan 

ditentukan oleh satu ibu kota. Tatanan regional muncul dari interaksi kekuatan besar, pilihan negara 

kawasan, institusi, perusahaan, masyarakat, serta kejutan yang tidak selalu dapat dikendalikan. 
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Bagi Indonesia, isu dari asia-pasifik ke indo-pasifik harus selalu diuji dengan empat pertanyaan: apakah 

memperkuat kedaulatan; apakah meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan teknologi; apakah 

menjaga ASEAN serta ruang diplomasi; dan apakah risikonya dapat dikelola secara berkelanjutan. 

Keputusan yang hanya menjawab satu dimensi akan menciptakan ketergantungan baru. 

Ukuran keberhasilan bukan banyaknya pertemuan atau pernyataan, tetapi perubahan kemampuan dan 

perilaku: kesiapan maritim, keragaman pasar, kualitas infrastruktur, kepatuhan hukum, kepercayaan 

mitra, keselamatan warga, serta daya tahan terhadap tekanan. Dengan ukuran itu, geopolitik menjadi 

disiplin kebijakan, bukan retorika peta. 

2. Geopolitik Klasik dan Kritik Kontemporer 

Geopolitik Klasik dan Kritik Kontemporer harus dibaca melalui sea power, heartland, rimland, chokepoint, 

deterrence, interdependensi, dan keamanan manusia. Geopolitik di sini bukan sekadar persaingan 

wilayah, tetapi proses mengorganisasi ruang dan ketergantungan. Laut menghubungkan produksi, energi, 

data, manusia, serta kekuatan militer; akibatnya, keamanan dan kemakmuran tidak dapat dipisahkan 

secara sederhana. 

Aktor yang relevan mencakup negara, perusahaan, kota pelabuhan, komunitas pesisir, lembaga regional, 

dan jaringan teknologi. Masing-masing membawa sejarah, kepentingan domestik, kapabilitas, persepsi 

ancaman, dan legitimasi berbeda. Analisis yang hanya memakai ukuran militer akan mengabaikan daya 

tarik ekonomi, norma, teknologi, institusi, serta kemampuan mengubah koalisi dan agenda. 

Mekanisme utamanya ialah bahwa ruang memberi peluang serta kendala, tetapi pilihan politik dan 

kapasitas menentukan hasil. Hubungan tersebut tidak selalu bersifat zero-sum. Negara dapat bersaing 

pada keamanan, bertransaksi dalam perdagangan, dan bekerja sama mengenai iklim atau bencana pada 

saat yang sama. Inilah sebabnya tatanan Indo-Pasifik berbentuk berlapis, tidak rapi, dan sering 

kontradiktif. 

Dari sudut teori, realisme menjelaskan balancing dan deterrence; liberalisme menyoroti institusi serta 

interdependensi; konstruktivisme menunjukkan bagaimana identitas, norma, dan penamaan kawasan 

membentuk kepentingan. Pendekatan ekonomi-politik menambahkan siapa yang memperoleh manfaat 

dan siapa menanggung biaya dari strategi negara. 

Bahaya analitis utama ialah jatuh pada determinisme geografis yang mengubah peta menjadi ramalan. 

Penyederhanaan demikian mudah menghasilkan kebijakan yang tampak tegas tetapi tidak sesuai dengan 

kenyataan. Ia juga dapat menutup agensi negara menengah dan kecil yang menolak menjadi objek, 

membentuk koalisi isu, serta memanfaatkan persaingan untuk memperluas pilihan. 
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Respons yang lebih tepat adalah menggabungkan geografi material dengan institusi, ekonomi-politik, 

ekologi, dan agensi. Strategi harus menetapkan tujuan yang realistis, menghubungkan sarana dengan 

anggaran, membedakan kepentingan vital dari preferensi, dan menilai konsekuensi yang tidak 

dimaksudkan. Instrumen ekonomi, diplomatik, teknologi, hukum, informasi, dan pertahanan perlu 

disusun sebagai portofolio. 

Medcalf menempatkan Indo-Pasifik sebagai ruang maritim historis, bukan ciptaan sesaat. Literatur 

tersebut membantu menghindari pandangan bahwa seluruh dinamika kawasan ditentukan oleh satu ibu 

kota. Tatanan regional muncul dari interaksi kekuatan besar, pilihan negara kawasan, institusi, 

perusahaan, masyarakat, serta kejutan yang tidak selalu dapat dikendalikan. 

Bagi Indonesia, isu geopolitik klasik dan kritik kontemporer harus selalu diuji dengan empat pertanyaan: 

apakah memperkuat kedaulatan; apakah meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan teknologi; 

apakah menjaga ASEAN serta ruang diplomasi; dan apakah risikonya dapat dikelola secara berkelanjutan. 

Keputusan yang hanya menjawab satu dimensi akan menciptakan ketergantungan baru. 

Ukuran keberhasilan bukan banyaknya pertemuan atau pernyataan, tetapi perubahan kemampuan dan 

perilaku: kesiapan maritim, keragaman pasar, kualitas infrastruktur, kepatuhan hukum, kepercayaan 

mitra, keselamatan warga, serta daya tahan terhadap tekanan. Dengan ukuran itu, geopolitik menjadi 

disiplin kebijakan, bukan retorika peta. 

3. Distribusi Kekuatan dan Dilema Keamanan 

Distribusi Kekuatan dan Dilema Keamanan harus dibaca melalui pergeseran kapabilitas, persepsi 

ancaman, perlombaan senjata, signaling, dan assurance. Geopolitik di sini bukan sekadar persaingan 

wilayah, tetapi proses mengorganisasi ruang dan ketergantungan. Laut menghubungkan produksi, energi, 

data, manusia, serta kekuatan militer; akibatnya, keamanan dan kemakmuran tidak dapat dipisahkan 

secara sederhana. 

Aktor yang relevan mencakup Amerika Serikat, Tiongkok, sekutu, mitra, negara menengah, dan negara 

kecil. Masing-masing membawa sejarah, kepentingan domestik, kapabilitas, persepsi ancaman, dan 

legitimasi berbeda. Analisis yang hanya memakai ukuran militer akan mengabaikan daya tarik ekonomi, 

norma, teknologi, institusi, serta kemampuan mengubah koalisi dan agenda. 

Mekanisme utamanya ialah bahwa langkah defensif satu pihak dapat dibaca ofensif oleh pihak lain dan 

menghasilkan spiral. Hubungan tersebut tidak selalu bersifat zero-sum. Negara dapat bersaing pada 

keamanan, bertransaksi dalam perdagangan, dan bekerja sama mengenai iklim atau bencana pada saat 

yang sama. Inilah sebabnya tatanan Indo-Pasifik berbentuk berlapis, tidak rapi, dan sering kontradiktif. 



Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD  |  Geopolitik Indo-Pasifik 

Halaman 8 

Dari sudut teori, realisme menjelaskan balancing dan deterrence; liberalisme menyoroti institusi serta 

interdependensi; konstruktivisme menunjukkan bagaimana identitas, norma, dan penamaan kawasan 

membentuk kepentingan. Pendekatan ekonomi-politik menambahkan siapa yang memperoleh manfaat 

dan siapa menanggung biaya dari strategi negara. 

Bahaya analitis utama ialah menyamakan kapabilitas dengan niat atau menganggap deterrence selalu 

stabil. Penyederhanaan demikian mudah menghasilkan kebijakan yang tampak tegas tetapi tidak sesuai 

dengan kenyataan. Ia juga dapat menutup agensi negara menengah dan kecil yang menolak menjadi 

objek, membentuk koalisi isu, serta memanfaatkan persaingan untuk memperluas pilihan. 

Respons yang lebih tepat adalah memadukan kesiapan pertahanan dengan komunikasi krisis, 

transparansi, dan pembatasan risiko. Strategi harus menetapkan tujuan yang realistis, menghubungkan 

sarana dengan anggaran, membedakan kepentingan vital dari preferensi, dan menilai konsekuensi yang 

tidak dimaksudkan. Instrumen ekonomi, diplomatik, teknologi, hukum, informasi, dan pertahanan perlu 

disusun sebagai portofolio. 

Kim (2024) menegaskan bahwa variasi persepsi ancaman memengaruhi pembangunan tatanan. Literatur 

tersebut membantu menghindari pandangan bahwa seluruh dinamika kawasan ditentukan oleh satu ibu 

kota. Tatanan regional muncul dari interaksi kekuatan besar, pilihan negara kawasan, institusi, 

perusahaan, masyarakat, serta kejutan yang tidak selalu dapat dikendalikan. 

Bagi Indonesia, isu distribusi kekuatan dan dilema keamanan harus selalu diuji dengan empat pertanyaan: 

apakah memperkuat kedaulatan; apakah meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan teknologi; 

apakah menjaga ASEAN serta ruang diplomasi; dan apakah risikonya dapat dikelola secara berkelanjutan. 

Keputusan yang hanya menjawab satu dimensi akan menciptakan ketergantungan baru. 

Ukuran keberhasilan bukan banyaknya pertemuan atau pernyataan, tetapi perubahan kemampuan dan 

perilaku: kesiapan maritim, keragaman pasar, kualitas infrastruktur, kepatuhan hukum, kepercayaan 

mitra, keselamatan warga, serta daya tahan terhadap tekanan. Dengan ukuran itu, geopolitik menjadi 

disiplin kebijakan, bukan retorika peta. 

4. Rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok 

Rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok harus dibaca melalui kekuatan militer, ekonomi, teknologi, diplomasi, 

ideologi, dan legitimasi regional. Geopolitik di sini bukan sekadar persaingan wilayah, tetapi proses 

mengorganisasi ruang dan ketergantungan. Laut menghubungkan produksi, energi, data, manusia, serta 

kekuatan militer; akibatnya, keamanan dan kemakmuran tidak dapat dipisahkan secara sederhana. 



Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD  |  Geopolitik Indo-Pasifik 

Halaman 9 

Aktor yang relevan mencakup Washington, Beijing, sekutu formal, mitra ekonomi, perusahaan, dan 

masyarakat kawasan. Masing-masing membawa sejarah, kepentingan domestik, kapabilitas, persepsi 

ancaman, dan legitimasi berbeda. Analisis yang hanya memakai ukuran militer akan mengabaikan daya 

tarik ekonomi, norma, teknologi, institusi, serta kemampuan mengubah koalisi dan agenda. 

Mekanisme utamanya ialah bahwa kompetisi berlangsung sekaligus melalui balancing, bargaining, 

interdependensi, dan pembentukan norma. Hubungan tersebut tidak selalu bersifat zero-sum. Negara 

dapat bersaing pada keamanan, bertransaksi dalam perdagangan, dan bekerja sama mengenai iklim atau 

bencana pada saat yang sama. Inilah sebabnya tatanan Indo-Pasifik berbentuk berlapis, tidak rapi, dan 

sering kontradiktif. 

Dari sudut teori, realisme menjelaskan balancing dan deterrence; liberalisme menyoroti institusi serta 

interdependensi; konstruktivisme menunjukkan bagaimana identitas, norma, dan penamaan kawasan 

membentuk kepentingan. Pendekatan ekonomi-politik menambahkan siapa yang memperoleh manfaat 

dan siapa menanggung biaya dari strategi negara. 

Bahaya analitis utama ialah memaksa semua negara memilih kubu dan mengabaikan ketergantungan 

silang. Penyederhanaan demikian mudah menghasilkan kebijakan yang tampak tegas tetapi tidak sesuai 

dengan kenyataan. Ia juga dapat menutup agensi negara menengah dan kecil yang menolak menjadi 

objek, membentuk koalisi isu, serta memanfaatkan persaingan untuk memperluas pilihan. 

Respons yang lebih tepat adalah menganalisis persaingan per isu serta menjaga ruang koeksistensi dan 

kepentingan bersama. Strategi harus menetapkan tujuan yang realistis, menghubungkan sarana dengan 

anggaran, membedakan kepentingan vital dari preferensi, dan menilai konsekuensi yang tidak 

dimaksudkan. Instrumen ekonomi, diplomatik, teknologi, hukum, informasi, dan pertahanan perlu 

disusun sebagai portofolio. 

Strategi AS 2022 menyebut kawasan bebas, terbuka, terhubung, sejahtera, aman, dan tangguh. Literatur 

tersebut membantu menghindari pandangan bahwa seluruh dinamika kawasan ditentukan oleh satu ibu 

kota. Tatanan regional muncul dari interaksi kekuatan besar, pilihan negara kawasan, institusi, 

perusahaan, masyarakat, serta kejutan yang tidak selalu dapat dikendalikan. 

Bagi Indonesia, isu rivalitas amerika serikat–tiongkok harus selalu diuji dengan empat pertanyaan: apakah 

memperkuat kedaulatan; apakah meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan teknologi; apakah 

menjaga ASEAN serta ruang diplomasi; dan apakah risikonya dapat dikelola secara berkelanjutan. 

Keputusan yang hanya menjawab satu dimensi akan menciptakan ketergantungan baru. 

Ukuran keberhasilan bukan banyaknya pertemuan atau pernyataan, tetapi perubahan kemampuan dan 

perilaku: kesiapan maritim, keragaman pasar, kualitas infrastruktur, kepatuhan hukum, kepercayaan 



Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD  |  Geopolitik Indo-Pasifik 

Halaman 10 

mitra, keselamatan warga, serta daya tahan terhadap tekanan. Dengan ukuran itu, geopolitik menjadi 

disiplin kebijakan, bukan retorika peta. 

5. Kebangkitan Tiongkok dan Kekuatan Maritim 

Kebangkitan Tiongkok dan Kekuatan Maritim harus dibaca melalui modernisasi PLA, coast guard, militia, 

pelabuhan, BRI, perdagangan, pembiayaan, dan diplomasi. Geopolitik di sini bukan sekadar persaingan 

wilayah, tetapi proses mengorganisasi ruang dan ketergantungan. Laut menghubungkan produksi, energi, 

data, manusia, serta kekuatan militer; akibatnya, keamanan dan kemakmuran tidak dapat dipisahkan 

secara sederhana. 

Aktor yang relevan mencakup Tiongkok, negara pantai, perusahaan negara, pelabuhan, diaspora bisnis, 

dan organisasi regional. Masing-masing membawa sejarah, kepentingan domestik, kapabilitas, persepsi 

ancaman, dan legitimasi berbeda. Analisis yang hanya memakai ukuran militer akan mengabaikan daya 

tarik ekonomi, norma, teknologi, institusi, serta kemampuan mengubah koalisi dan agenda. 

Mekanisme utamanya ialah bahwa kehadiran ekonomi dapat memberi pembangunan sekaligus leverage 

strategis. Hubungan tersebut tidak selalu bersifat zero-sum. Negara dapat bersaing pada keamanan, 

bertransaksi dalam perdagangan, dan bekerja sama mengenai iklim atau bencana pada saat yang sama. 

Inilah sebabnya tatanan Indo-Pasifik berbentuk berlapis, tidak rapi, dan sering kontradiktif. 

Dari sudut teori, realisme menjelaskan balancing dan deterrence; liberalisme menyoroti institusi serta 

interdependensi; konstruktivisme menunjukkan bagaimana identitas, norma, dan penamaan kawasan 

membentuk kepentingan. Pendekatan ekonomi-politik menambahkan siapa yang memperoleh manfaat 

dan siapa menanggung biaya dari strategi negara. 

Bahaya analitis utama ialah menganggap setiap proyek Tiongkok sebagai jebakan atau sebaliknya sebagai 

transaksi murni. Penyederhanaan demikian mudah menghasilkan kebijakan yang tampak tegas tetapi 

tidak sesuai dengan kenyataan. Ia juga dapat menutup agensi negara menengah dan kecil yang menolak 

menjadi objek, membentuk koalisi isu, serta memanfaatkan persaingan untuk memperluas pilihan. 

Respons yang lebih tepat adalah menilai proyek berdasarkan utang, transparansi, manfaat lokal, dual-use, 

dan kedaulatan keputusan. Strategi harus menetapkan tujuan yang realistis, menghubungkan sarana 

dengan anggaran, membedakan kepentingan vital dari preferensi, dan menilai konsekuensi yang tidak 

dimaksudkan. Instrumen ekonomi, diplomatik, teknologi, hukum, informasi, dan pertahanan perlu 

disusun sebagai portofolio. 

Gong (2020) memperlihatkan bahwa kerja sama nontradisional tidak otomatis menghasilkan dominasi 

strategis. Literatur tersebut membantu menghindari pandangan bahwa seluruh dinamika kawasan 
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ditentukan oleh satu ibu kota. Tatanan regional muncul dari interaksi kekuatan besar, pilihan negara 

kawasan, institusi, perusahaan, masyarakat, serta kejutan yang tidak selalu dapat dikendalikan. 

Bagi Indonesia, isu kebangkitan tiongkok dan kekuatan maritim harus selalu diuji dengan empat 

pertanyaan: apakah memperkuat kedaulatan; apakah meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan 

teknologi; apakah menjaga ASEAN serta ruang diplomasi; dan apakah risikonya dapat dikelola secara 

berkelanjutan. Keputusan yang hanya menjawab satu dimensi akan menciptakan ketergantungan baru. 

Ukuran keberhasilan bukan banyaknya pertemuan atau pernyataan, tetapi perubahan kemampuan dan 

perilaku: kesiapan maritim, keragaman pasar, kualitas infrastruktur, kepatuhan hukum, kepercayaan 

mitra, keselamatan warga, serta daya tahan terhadap tekanan. Dengan ukuran itu, geopolitik menjadi 

disiplin kebijakan, bukan retorika peta. 

6. Amerika Serikat, Aliansi, dan Integrated Deterrence 

Amerika Serikat, Aliansi, dan Integrated Deterrence harus dibaca melalui aliansi bilateral, akses pangkalan, 

interoperability, extended deterrence, teknologi, dan burden sharing. Geopolitik di sini bukan sekadar 

persaingan wilayah, tetapi proses mengorganisasi ruang dan ketergantungan. Laut menghubungkan 

produksi, energi, data, manusia, serta kekuatan militer; akibatnya, keamanan dan kemakmuran tidak 

dapat dipisahkan secara sederhana. 

Aktor yang relevan mencakup Jepang, Korea Selatan, Australia, Filipina, Thailand, India, dan mitra lainnya. 

Masing-masing membawa sejarah, kepentingan domestik, kapabilitas, persepsi ancaman, dan legitimasi 

berbeda. Analisis yang hanya memakai ukuran militer akan mengabaikan daya tarik ekonomi, norma, 

teknologi, institusi, serta kemampuan mengubah koalisi dan agenda. 

Mekanisme utamanya ialah bahwa jaringan hub-and-spokes berkembang menjadi jejaring yang lebih 

terhubung. Hubungan tersebut tidak selalu bersifat zero-sum. Negara dapat bersaing pada keamanan, 

bertransaksi dalam perdagangan, dan bekerja sama mengenai iklim atau bencana pada saat yang sama. 

Inilah sebabnya tatanan Indo-Pasifik berbentuk berlapis, tidak rapi, dan sering kontradiktif. 

Dari sudut teori, realisme menjelaskan balancing dan deterrence; liberalisme menyoroti institusi serta 

interdependensi; konstruktivisme menunjukkan bagaimana identitas, norma, dan penamaan kawasan 

membentuk kepentingan. Pendekatan ekonomi-politik menambahkan siapa yang memperoleh manfaat 

dan siapa menanggung biaya dari strategi negara. 

Bahaya analitis utama ialah mengutamakan deterrence militer tanpa proposisi ekonomi dan legitimasi 

politik. Penyederhanaan demikian mudah menghasilkan kebijakan yang tampak tegas tetapi tidak sesuai 
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dengan kenyataan. Ia juga dapat menutup agensi negara menengah dan kecil yang menolak menjadi 

objek, membentuk koalisi isu, serta memanfaatkan persaingan untuk memperluas pilihan. 

Respons yang lebih tepat adalah menyeimbangkan penangkalan, diplomasi, kehadiran ekonomi, serta 

kredibilitas komitmen. Strategi harus menetapkan tujuan yang realistis, menghubungkan sarana dengan 

anggaran, membedakan kepentingan vital dari preferensi, dan menilai konsekuensi yang tidak 

dimaksudkan. Instrumen ekonomi, diplomatik, teknologi, hukum, informasi, dan pertahanan perlu 

disusun sebagai portofolio. 

Koga (2022) mengingatkan bahwa strategi AS perlu menempatkan ASEAN secara tepat. Literatur tersebut 

membantu menghindari pandangan bahwa seluruh dinamika kawasan ditentukan oleh satu ibu kota. 

Tatanan regional muncul dari interaksi kekuatan besar, pilihan negara kawasan, institusi, perusahaan, 

masyarakat, serta kejutan yang tidak selalu dapat dikendalikan. 

Bagi Indonesia, isu amerika serikat, aliansi, dan integrated deterrence harus selalu diuji dengan empat 

pertanyaan: apakah memperkuat kedaulatan; apakah meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan 

teknologi; apakah menjaga ASEAN serta ruang diplomasi; dan apakah risikonya dapat dikelola secara 

berkelanjutan. Keputusan yang hanya menjawab satu dimensi akan menciptakan ketergantungan baru. 

Ukuran keberhasilan bukan banyaknya pertemuan atau pernyataan, tetapi perubahan kemampuan dan 

perilaku: kesiapan maritim, keragaman pasar, kualitas infrastruktur, kepatuhan hukum, kepercayaan 

mitra, keselamatan warga, serta daya tahan terhadap tekanan. Dengan ukuran itu, geopolitik menjadi 

disiplin kebijakan, bukan retorika peta. 

7. Jepang dan Free and Open Indo-Pacific 

Jepang dan Free and Open Indo-Pacific harus dibaca melalui rule of law, freedom of navigation, 

konektivitas berkualitas, ODA, pertahanan, dan capacity building. Geopolitik di sini bukan sekadar 

persaingan wilayah, tetapi proses mengorganisasi ruang dan ketergantungan. Laut menghubungkan 

produksi, energi, data, manusia, serta kekuatan militer; akibatnya, keamanan dan kemakmuran tidak 

dapat dipisahkan secara sederhana. 

Aktor yang relevan mencakup Jepang, negara ASEAN, India, Australia, Amerika Serikat, Afrika, dan 

Kepulauan Pasifik. Masing-masing membawa sejarah, kepentingan domestik, kapabilitas, persepsi 

ancaman, dan legitimasi berbeda. Analisis yang hanya memakai ukuran militer akan mengabaikan daya 

tarik ekonomi, norma, teknologi, institusi, serta kemampuan mengubah koalisi dan agenda. 

Mekanisme utamanya ialah bahwa instrumen ekonomi dan keamanan saling memperkuat dalam grand 

strategy Jepang. Hubungan tersebut tidak selalu bersifat zero-sum. Negara dapat bersaing pada 
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keamanan, bertransaksi dalam perdagangan, dan bekerja sama mengenai iklim atau bencana pada saat 

yang sama. Inilah sebabnya tatanan Indo-Pasifik berbentuk berlapis, tidak rapi, dan sering kontradiktif. 

Dari sudut teori, realisme menjelaskan balancing dan deterrence; liberalisme menyoroti institusi serta 

interdependensi; konstruktivisme menunjukkan bagaimana identitas, norma, dan penamaan kawasan 

membentuk kepentingan. Pendekatan ekonomi-politik menambahkan siapa yang memperoleh manfaat 

dan siapa menanggung biaya dari strategi negara. 

Bahaya analitis utama ialah membaca FOIP hanya sebagai slogan anti-Tiongkok. Penyederhanaan 

demikian mudah menghasilkan kebijakan yang tampak tegas tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Ia juga 

dapat menutup agensi negara menengah dan kecil yang menolak menjadi objek, membentuk koalisi isu, 

serta memanfaatkan persaingan untuk memperluas pilihan. 

Respons yang lebih tepat adalah menilai kesinambungan antara norma, pembiayaan, diplomasi, dan 

penerimaan kawasan. Strategi harus menetapkan tujuan yang realistis, menghubungkan sarana dengan 

anggaran, membedakan kepentingan vital dari preferensi, dan menilai konsekuensi yang tidak 

dimaksudkan. Instrumen ekonomi, diplomatik, teknologi, hukum, informasi, dan pertahanan perlu 

disusun sebagai portofolio. 

Scott (2013) menunjukkan perubahan istilah regional dapat mencerminkan strategi baru. Literatur 

tersebut membantu menghindari pandangan bahwa seluruh dinamika kawasan ditentukan oleh satu ibu 

kota. Tatanan regional muncul dari interaksi kekuatan besar, pilihan negara kawasan, institusi, 

perusahaan, masyarakat, serta kejutan yang tidak selalu dapat dikendalikan. 

Bagi Indonesia, isu jepang dan free and open indo-pacific harus selalu diuji dengan empat pertanyaan: 

apakah memperkuat kedaulatan; apakah meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan teknologi; 

apakah menjaga ASEAN serta ruang diplomasi; dan apakah risikonya dapat dikelola secara berkelanjutan. 

Keputusan yang hanya menjawab satu dimensi akan menciptakan ketergantungan baru. 

Ukuran keberhasilan bukan banyaknya pertemuan atau pernyataan, tetapi perubahan kemampuan dan 

perilaku: kesiapan maritim, keragaman pasar, kualitas infrastruktur, kepatuhan hukum, kepercayaan 

mitra, keselamatan warga, serta daya tahan terhadap tekanan. Dengan ukuran itu, geopolitik menjadi 

disiplin kebijakan, bukan retorika peta. 

8. India dan Otonomi Strategis 

India dan Otonomi Strategis harus dibaca melalui Samudra Hindia, perbatasan darat, Quad, Rusia, Global 

South, industri pertahanan, dan konektivitas. Geopolitik di sini bukan sekadar persaingan wilayah, tetapi 
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proses mengorganisasi ruang dan ketergantungan. Laut menghubungkan produksi, energi, data, manusia, 

serta kekuatan militer; akibatnya, keamanan dan kemakmuran tidak dapat dipisahkan secara sederhana. 

Aktor yang relevan mencakup New Delhi, negara Samudra Hindia, Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan 

ASEAN. Masing-masing membawa sejarah, kepentingan domestik, kapabilitas, persepsi ancaman, dan 

legitimasi berbeda. Analisis yang hanya memakai ukuran militer akan mengabaikan daya tarik ekonomi, 

norma, teknologi, institusi, serta kemampuan mengubah koalisi dan agenda. 

Mekanisme utamanya ialah bahwa India melakukan multi-alignment tanpa melepaskan otonomi dan 

prioritas kontinental. Hubungan tersebut tidak selalu bersifat zero-sum. Negara dapat bersaing pada 

keamanan, bertransaksi dalam perdagangan, dan bekerja sama mengenai iklim atau bencana pada saat 

yang sama. Inilah sebabnya tatanan Indo-Pasifik berbentuk berlapis, tidak rapi, dan sering kontradiktif. 

Dari sudut teori, realisme menjelaskan balancing dan deterrence; liberalisme menyoroti institusi serta 

interdependensi; konstruktivisme menunjukkan bagaimana identitas, norma, dan penamaan kawasan 

membentuk kepentingan. Pendekatan ekonomi-politik menambahkan siapa yang memperoleh manfaat 

dan siapa menanggung biaya dari strategi negara. 

Bahaya analitis utama ialah menganggap keanggotaan Quad berarti aliansi formal atau penyelarasan 

total. Penyederhanaan demikian mudah menghasilkan kebijakan yang tampak tegas tetapi tidak sesuai 

dengan kenyataan. Ia juga dapat menutup agensi negara menengah dan kecil yang menolak menjadi 

objek, membentuk koalisi isu, serta memanfaatkan persaingan untuk memperluas pilihan. 

Respons yang lebih tepat adalah memahami strategi India melalui kepentingan maritim, kontinental, 

ekonomi, dan domestik. Strategi harus menetapkan tujuan yang realistis, menghubungkan sarana dengan 

anggaran, membedakan kepentingan vital dari preferensi, dan menilai konsekuensi yang tidak 

dimaksudkan. Instrumen ekonomi, diplomatik, teknologi, hukum, informasi, dan pertahanan perlu 

disusun sebagai portofolio. 

Kaura (2020) menghubungkan Quad dengan kendala struktural hubungan India–Tiongkok. Literatur 

tersebut membantu menghindari pandangan bahwa seluruh dinamika kawasan ditentukan oleh satu ibu 

kota. Tatanan regional muncul dari interaksi kekuatan besar, pilihan negara kawasan, institusi, 

perusahaan, masyarakat, serta kejutan yang tidak selalu dapat dikendalikan. 

Bagi Indonesia, isu india dan otonomi strategis harus selalu diuji dengan empat pertanyaan: apakah 

memperkuat kedaulatan; apakah meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan teknologi; apakah 

menjaga ASEAN serta ruang diplomasi; dan apakah risikonya dapat dikelola secara berkelanjutan. 

Keputusan yang hanya menjawab satu dimensi akan menciptakan ketergantungan baru. 
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Ukuran keberhasilan bukan banyaknya pertemuan atau pernyataan, tetapi perubahan kemampuan dan 

perilaku: kesiapan maritim, keragaman pasar, kualitas infrastruktur, kepatuhan hukum, kepercayaan 

mitra, keselamatan warga, serta daya tahan terhadap tekanan. Dengan ukuran itu, geopolitik menjadi 

disiplin kebijakan, bukan retorika peta. 

9. Australia, AUKUS, dan Transformasi Pertahanan 

Australia, AUKUS, dan Transformasi Pertahanan harus dibaca melalui kapal selam bertenaga nuklir, 

teknologi lanjut, industrial base, aliansi, dan geopolitik Pasifik. Geopolitik di sini bukan sekadar persaingan 

wilayah, tetapi proses mengorganisasi ruang dan ketergantungan. Laut menghubungkan produksi, energi, 

data, manusia, serta kekuatan militer; akibatnya, keamanan dan kemakmuran tidak dapat dipisahkan 

secara sederhana. 

Aktor yang relevan mencakup Australia, Inggris, Amerika Serikat, Prancis, ASEAN, dan negara Kepulauan 

Pasifik. Masing-masing membawa sejarah, kepentingan domestik, kapabilitas, persepsi ancaman, dan 

legitimasi berbeda. Analisis yang hanya memakai ukuran militer akan mengabaikan daya tarik ekonomi, 

norma, teknologi, institusi, serta kemampuan mengubah koalisi dan agenda. 

Mekanisme utamanya ialah bahwa AUKUS memperdalam deterrence sekaligus menimbulkan pertanyaan 

biaya, waktu, dan nonproliferasi. Hubungan tersebut tidak selalu bersifat zero-sum. Negara dapat 

bersaing pada keamanan, bertransaksi dalam perdagangan, dan bekerja sama mengenai iklim atau 

bencana pada saat yang sama. Inilah sebabnya tatanan Indo-Pasifik berbentuk berlapis, tidak rapi, dan 

sering kontradiktif. 

Dari sudut teori, realisme menjelaskan balancing dan deterrence; liberalisme menyoroti institusi serta 

interdependensi; konstruktivisme menunjukkan bagaimana identitas, norma, dan penamaan kawasan 

membentuk kepentingan. Pendekatan ekonomi-politik menambahkan siapa yang memperoleh manfaat 

dan siapa menanggung biaya dari strategi negara. 

Bahaya analitis utama ialah mengukur keberhasilan hanya dari platform tanpa kapasitas industri dan 

legitimasi regional. Penyederhanaan demikian mudah menghasilkan kebijakan yang tampak tegas tetapi 

tidak sesuai dengan kenyataan. Ia juga dapat menutup agensi negara menengah dan kecil yang menolak 

menjadi objek, membentuk koalisi isu, serta memanfaatkan persaingan untuk memperluas pilihan. 

Respons yang lebih tepat adalah menganalisis capability, opportunity cost, safeguards, dan komunikasi 

dengan tetangga. Strategi harus menetapkan tujuan yang realistis, menghubungkan sarana dengan 

anggaran, membedakan kepentingan vital dari preferensi, dan menilai konsekuensi yang tidak 

dimaksudkan. Instrumen ekonomi, diplomatik, teknologi, hukum, informasi, dan pertahanan perlu 

disusun sebagai portofolio. 
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arsitektur baru menambah lapisan pada institusi regional yang sudah kompleks. Literatur tersebut 

membantu menghindari pandangan bahwa seluruh dinamika kawasan ditentukan oleh satu ibu kota. 

Tatanan regional muncul dari interaksi kekuatan besar, pilihan negara kawasan, institusi, perusahaan, 

masyarakat, serta kejutan yang tidak selalu dapat dikendalikan. 

Bagi Indonesia, isu australia, aukus, dan transformasi pertahanan harus selalu diuji dengan empat 

pertanyaan: apakah memperkuat kedaulatan; apakah meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan 

teknologi; apakah menjaga ASEAN serta ruang diplomasi; dan apakah risikonya dapat dikelola secara 

berkelanjutan. Keputusan yang hanya menjawab satu dimensi akan menciptakan ketergantungan baru. 

Ukuran keberhasilan bukan banyaknya pertemuan atau pernyataan, tetapi perubahan kemampuan dan 

perilaku: kesiapan maritim, keragaman pasar, kualitas infrastruktur, kepatuhan hukum, kepercayaan 

mitra, keselamatan warga, serta daya tahan terhadap tekanan. Dengan ukuran itu, geopolitik menjadi 

disiplin kebijakan, bukan retorika peta. 

10. Quad dan Minilateralisme 

Quad dan Minilateralisme harus dibaca melalui kelompok kecil, fleksibilitas, vaksin, teknologi, domain 

awareness, infrastruktur, dan keamanan. Geopolitik di sini bukan sekadar persaingan wilayah, tetapi 

proses mengorganisasi ruang dan ketergantungan. Laut menghubungkan produksi, energi, data, manusia, 

serta kekuatan militer; akibatnya, keamanan dan kemakmuran tidak dapat dipisahkan secara sederhana. 

Aktor yang relevan mencakup Amerika Serikat, Jepang, India, Australia, ASEAN, serta mitra fungsional. 

Masing-masing membawa sejarah, kepentingan domestik, kapabilitas, persepsi ancaman, dan legitimasi 

berbeda. Analisis yang hanya memakai ukuran militer akan mengabaikan daya tarik ekonomi, norma, 

teknologi, institusi, serta kemampuan mengubah koalisi dan agenda. 

Mekanisme utamanya ialah bahwa minilateralisme dapat bergerak cepat tetapi berisiko menduplikasi 

atau meminggirkan forum inklusif. Hubungan tersebut tidak selalu bersifat zero-sum. Negara dapat 

bersaing pada keamanan, bertransaksi dalam perdagangan, dan bekerja sama mengenai iklim atau 

bencana pada saat yang sama. Inilah sebabnya tatanan Indo-Pasifik berbentuk berlapis, tidak rapi, dan 

sering kontradiktif. 

Dari sudut teori, realisme menjelaskan balancing dan deterrence; liberalisme menyoroti institusi serta 

interdependensi; konstruktivisme menunjukkan bagaimana identitas, norma, dan penamaan kawasan 

membentuk kepentingan. Pendekatan ekonomi-politik menambahkan siapa yang memperoleh manfaat 

dan siapa menanggung biaya dari strategi negara. 
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Bahaya analitis utama ialah menganggap semua kelompok kecil sebagai NATO Asia. Penyederhanaan 

demikian mudah menghasilkan kebijakan yang tampak tegas tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Ia juga 

dapat menutup agensi negara menengah dan kecil yang menolak menjadi objek, membentuk koalisi isu, 

serta memanfaatkan persaingan untuk memperluas pilihan. 

Respons yang lebih tepat adalah menghubungkan output fungsional dengan kebutuhan kawasan dan 

transparansi tujuan. Strategi harus menetapkan tujuan yang realistis, menghubungkan sarana dengan 

anggaran, membedakan kepentingan vital dari preferensi, dan menilai konsekuensi yang tidak 

dimaksudkan. Instrumen ekonomi, diplomatik, teknologi, hukum, informasi, dan pertahanan perlu 

disusun sebagai portofolio. 

Jose (2022) menilai bagaimana minilateralisme memengaruhi sentralitas Indo-Pasifik. Literatur tersebut 

membantu menghindari pandangan bahwa seluruh dinamika kawasan ditentukan oleh satu ibu kota. 

Tatanan regional muncul dari interaksi kekuatan besar, pilihan negara kawasan, institusi, perusahaan, 

masyarakat, serta kejutan yang tidak selalu dapat dikendalikan. 

Bagi Indonesia, isu quad dan minilateralisme harus selalu diuji dengan empat pertanyaan: apakah 

memperkuat kedaulatan; apakah meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan teknologi; apakah 

menjaga ASEAN serta ruang diplomasi; dan apakah risikonya dapat dikelola secara berkelanjutan. 

Keputusan yang hanya menjawab satu dimensi akan menciptakan ketergantungan baru. 

Ukuran keberhasilan bukan banyaknya pertemuan atau pernyataan, tetapi perubahan kemampuan dan 

perilaku: kesiapan maritim, keragaman pasar, kualitas infrastruktur, kepatuhan hukum, kepercayaan 

mitra, keselamatan warga, serta daya tahan terhadap tekanan. Dengan ukuran itu, geopolitik menjadi 

disiplin kebijakan, bukan retorika peta. 

11. ASEAN Outlook dan Sentralitas ASEAN 

ASEAN Outlook dan Sentralitas ASEAN harus dibaca melalui keterbukaan, inklusivitas, sentralitas, 

UNCLOS, dialog, konektivitas, SDGs, dan kerja sama maritim. Geopolitik di sini bukan sekadar persaingan 

wilayah, tetapi proses mengorganisasi ruang dan ketergantungan. Laut menghubungkan produksi, energi, 

data, manusia, serta kekuatan militer; akibatnya, keamanan dan kemakmuran tidak dapat dipisahkan 

secara sederhana. 

Aktor yang relevan mencakup sebelas anggota ASEAN, mitra dialog, EAS, ARF, ADMM-Plus, dan pelaku 

ekonomi. Masing-masing membawa sejarah, kepentingan domestik, kapabilitas, persepsi ancaman, dan 

legitimasi berbeda. Analisis yang hanya memakai ukuran militer akan mengabaikan daya tarik ekonomi, 

norma, teknologi, institusi, serta kemampuan mengubah koalisi dan agenda. 
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Mekanisme utamanya ialah bahwa sentralitas adalah kemampuan mengatur agenda dan 

mempertemukan pihak, bukan status seremonial. Hubungan tersebut tidak selalu bersifat zero-sum. 

Negara dapat bersaing pada keamanan, bertransaksi dalam perdagangan, dan bekerja sama mengenai 

iklim atau bencana pada saat yang sama. Inilah sebabnya tatanan Indo-Pasifik berbentuk berlapis, tidak 

rapi, dan sering kontradiktif. 

Dari sudut teori, realisme menjelaskan balancing dan deterrence; liberalisme menyoroti institusi serta 

interdependensi; konstruktivisme menunjukkan bagaimana identitas, norma, dan penamaan kawasan 

membentuk kepentingan. Pendekatan ekonomi-politik menambahkan siapa yang memperoleh manfaat 

dan siapa menanggung biaya dari strategi negara. 

Bahaya analitis utama ialah mengulang istilah sentralitas tanpa persatuan, kapasitas, atau hasil praktis. 

Penyederhanaan demikian mudah menghasilkan kebijakan yang tampak tegas tetapi tidak sesuai dengan 

kenyataan. Ia juga dapat menutup agensi negara menengah dan kecil yang menolak menjadi objek, 

membentuk koalisi isu, serta memanfaatkan persaingan untuk memperluas pilihan. 

Respons yang lebih tepat adalah mengubah AOIP menjadi proyek, pembiayaan, standar, dan penyelesaian 

masalah. Strategi harus menetapkan tujuan yang realistis, menghubungkan sarana dengan anggaran, 

membedakan kepentingan vital dari preferensi, dan menilai konsekuensi yang tidak dimaksudkan. 

Instrumen ekonomi, diplomatik, teknologi, hukum, informasi, dan pertahanan perlu disusun sebagai 

portofolio. 

Anwar (2020) menjelaskan peran Indonesia dalam pembentukan interpretasi Indo-Pasifik ASEAN. 

Literatur tersebut membantu menghindari pandangan bahwa seluruh dinamika kawasan ditentukan oleh 

satu ibu kota. Tatanan regional muncul dari interaksi kekuatan besar, pilihan negara kawasan, institusi, 

perusahaan, masyarakat, serta kejutan yang tidak selalu dapat dikendalikan. 

Bagi Indonesia, isu asean outlook dan sentralitas asean harus selalu diuji dengan empat pertanyaan: 

apakah memperkuat kedaulatan; apakah meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan teknologi; 

apakah menjaga ASEAN serta ruang diplomasi; dan apakah risikonya dapat dikelola secara berkelanjutan. 

Keputusan yang hanya menjawab satu dimensi akan menciptakan ketergantungan baru. 

Ukuran keberhasilan bukan banyaknya pertemuan atau pernyataan, tetapi perubahan kemampuan dan 

perilaku: kesiapan maritim, keragaman pasar, kualitas infrastruktur, kepatuhan hukum, kepercayaan 

mitra, keselamatan warga, serta daya tahan terhadap tekanan. Dengan ukuran itu, geopolitik menjadi 

disiplin kebijakan, bukan retorika peta. 
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12. Hedging dan Agensi Asia Tenggara 

Hedging dan Agensi Asia Tenggara harus dibaca melalui diversifikasi, engagement, soft balancing, denial, 

insurance, dan avoidance of alignment. Geopolitik di sini bukan sekadar persaingan wilayah, tetapi proses 

mengorganisasi ruang dan ketergantungan. Laut menghubungkan produksi, energi, data, manusia, serta 

kekuatan militer; akibatnya, keamanan dan kemakmuran tidak dapat dipisahkan secara sederhana. 

Aktor yang relevan mencakup negara ASEAN dengan ancaman, rezim, ekonomi, sejarah, dan kedekatan 

geografis berbeda. Masing-masing membawa sejarah, kepentingan domestik, kapabilitas, persepsi 

ancaman, dan legitimasi berbeda. Analisis yang hanya memakai ukuran militer akan mengabaikan daya 

tarik ekonomi, norma, teknologi, institusi, serta kemampuan mengubah koalisi dan agenda. 

Mekanisme utamanya ialah bahwa negara menerima manfaat dari berbagai pihak sambil membatasi 

ketergantungan dan risiko. Hubungan tersebut tidak selalu bersifat zero-sum. Negara dapat bersaing pada 

keamanan, bertransaksi dalam perdagangan, dan bekerja sama mengenai iklim atau bencana pada saat 

yang sama. Inilah sebabnya tatanan Indo-Pasifik berbentuk berlapis, tidak rapi, dan sering kontradiktif. 

Dari sudut teori, realisme menjelaskan balancing dan deterrence; liberalisme menyoroti institusi serta 

interdependensi; konstruktivisme menunjukkan bagaimana identitas, norma, dan penamaan kawasan 

membentuk kepentingan. Pendekatan ekonomi-politik menambahkan siapa yang memperoleh manfaat 

dan siapa menanggung biaya dari strategi negara. 

Bahaya analitis utama ialah menilai hedging sebagai kebimbangan, oportunisme, atau netralitas pasif. 

Penyederhanaan demikian mudah menghasilkan kebijakan yang tampak tegas tetapi tidak sesuai dengan 

kenyataan. Ia juga dapat menutup agensi negara menengah dan kecil yang menolak menjadi objek, 

membentuk koalisi isu, serta memanfaatkan persaingan untuk memperluas pilihan. 

Respons yang lebih tepat adalah mengukur kombinasi instrumen, perubahan waktu, dan batas toleransi 

tiap negara. Strategi harus menetapkan tujuan yang realistis, menghubungkan sarana dengan anggaran, 

membedakan kepentingan vital dari preferensi, dan menilai konsekuensi yang tidak dimaksudkan. 

Instrumen ekonomi, diplomatik, teknologi, hukum, informasi, dan pertahanan perlu disusun sebagai 

portofolio. 

Wicaksana (2023) mengaitkan kelangsungan ASEAN dengan budaya diplomatik dan pengelolaan kekuatan 

besar. Literatur tersebut membantu menghindari pandangan bahwa seluruh dinamika kawasan 

ditentukan oleh satu ibu kota. Tatanan regional muncul dari interaksi kekuatan besar, pilihan negara 

kawasan, institusi, perusahaan, masyarakat, serta kejutan yang tidak selalu dapat dikendalikan. 

Bagi Indonesia, isu hedging dan agensi asia tenggara harus selalu diuji dengan empat pertanyaan: apakah 

memperkuat kedaulatan; apakah meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan teknologi; apakah 
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menjaga ASEAN serta ruang diplomasi; dan apakah risikonya dapat dikelola secara berkelanjutan. 

Keputusan yang hanya menjawab satu dimensi akan menciptakan ketergantungan baru. 

Ukuran keberhasilan bukan banyaknya pertemuan atau pernyataan, tetapi perubahan kemampuan dan 

perilaku: kesiapan maritim, keragaman pasar, kualitas infrastruktur, kepatuhan hukum, kepercayaan 

mitra, keselamatan warga, serta daya tahan terhadap tekanan. Dengan ukuran itu, geopolitik menjadi 

disiplin kebijakan, bukan retorika peta. 

13. Indonesia sebagai Poros Strategis 

Indonesia sebagai Poros Strategis harus dibaca melalui posisi silang, ALKI, Selat Malaka, Sunda, Lombok, 

Natuna, ekonomi, populasi, dan diplomasi. Geopolitik di sini bukan sekadar persaingan wilayah, tetapi 

proses mengorganisasi ruang dan ketergantungan. Laut menghubungkan produksi, energi, data, manusia, 

serta kekuatan militer; akibatnya, keamanan dan kemakmuran tidak dapat dipisahkan secara sederhana. 

Aktor yang relevan mencakup pemerintah, TNI, Bakamla, pelabuhan, nelayan, dunia usaha, ASEAN, dan 

mitra global. Masing-masing membawa sejarah, kepentingan domestik, kapabilitas, persepsi ancaman, 

dan legitimasi berbeda. Analisis yang hanya memakai ukuran militer akan mengabaikan daya tarik 

ekonomi, norma, teknologi, institusi, serta kemampuan mengubah koalisi dan agenda. 

Mekanisme utamanya ialah bahwa lokasi menjadi pengaruh hanya bila ditopang kapasitas, kejelasan 

tujuan, dan konsistensi. Hubungan tersebut tidak selalu bersifat zero-sum. Negara dapat bersaing pada 

keamanan, bertransaksi dalam perdagangan, dan bekerja sama mengenai iklim atau bencana pada saat 

yang sama. Inilah sebabnya tatanan Indo-Pasifik berbentuk berlapis, tidak rapi, dan sering kontradiktif. 

Dari sudut teori, realisme menjelaskan balancing dan deterrence; liberalisme menyoroti institusi serta 

interdependensi; konstruktivisme menunjukkan bagaimana identitas, norma, dan penamaan kawasan 

membentuk kepentingan. Pendekatan ekonomi-politik menambahkan siapa yang memperoleh manfaat 

dan siapa menanggung biaya dari strategi negara. 

Bahaya analitis utama ialah menganggap luas wilayah dan posisi otomatis menghasilkan daya tawar. 

Penyederhanaan demikian mudah menghasilkan kebijakan yang tampak tegas tetapi tidak sesuai dengan 

kenyataan. Ia juga dapat menutup agensi negara menengah dan kecil yang menolak menjadi objek, 

membentuk koalisi isu, serta memanfaatkan persaingan untuk memperluas pilihan. 

Respons yang lebih tepat adalah memperkuat sea power nasional dalam arti ekonomi, institusi, ilmu, 

diplomasi, dan pertahanan. Strategi harus menetapkan tujuan yang realistis, menghubungkan sarana 

dengan anggaran, membedakan kepentingan vital dari preferensi, dan menilai konsekuensi yang tidak 
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dimaksudkan. Instrumen ekonomi, diplomatik, teknologi, hukum, informasi, dan pertahanan perlu 

disusun sebagai portofolio. 

Anwar (2020) dan Santoso dkk. (2021) menempatkan Indonesia sebagai penggagas normatif AOIP. 

Literatur tersebut membantu menghindari pandangan bahwa seluruh dinamika kawasan ditentukan oleh 

satu ibu kota. Tatanan regional muncul dari interaksi kekuatan besar, pilihan negara kawasan, institusi, 

perusahaan, masyarakat, serta kejutan yang tidak selalu dapat dikendalikan. 

Bagi Indonesia, isu indonesia sebagai poros strategis harus selalu diuji dengan empat pertanyaan: apakah 

memperkuat kedaulatan; apakah meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan teknologi; apakah 

menjaga ASEAN serta ruang diplomasi; dan apakah risikonya dapat dikelola secara berkelanjutan. 

Keputusan yang hanya menjawab satu dimensi akan menciptakan ketergantungan baru. 

Ukuran keberhasilan bukan banyaknya pertemuan atau pernyataan, tetapi perubahan kemampuan dan 

perilaku: kesiapan maritim, keragaman pasar, kualitas infrastruktur, kepatuhan hukum, kepercayaan 

mitra, keselamatan warga, serta daya tahan terhadap tekanan. Dengan ukuran itu, geopolitik menjadi 

disiplin kebijakan, bukan retorika peta. 

14. Laut Cina Selatan dan Tata Kelola Sengketa 

Laut Cina Selatan dan Tata Kelola Sengketa harus dibaca melalui klaim tumpang tindih, UNCLOS, nine-

dash line, pulau buatan, coast guard, perikanan, dan energi. Geopolitik di sini bukan sekadar persaingan 

wilayah, tetapi proses mengorganisasi ruang dan ketergantungan. Laut menghubungkan produksi, energi, 

data, manusia, serta kekuatan militer; akibatnya, keamanan dan kemakmuran tidak dapat dipisahkan 

secara sederhana. 

Aktor yang relevan mencakup Tiongkok, negara pengklaim ASEAN, Indonesia, Amerika Serikat, dan 

pengguna jalur laut. Masing-masing membawa sejarah, kepentingan domestik, kapabilitas, persepsi 

ancaman, dan legitimasi berbeda. Analisis yang hanya memakai ukuran militer akan mengabaikan daya 

tarik ekonomi, norma, teknologi, institusi, serta kemampuan mengubah koalisi dan agenda. 

Mekanisme utamanya ialah bahwa grey-zone coercion mengubah fakta secara bertahap di bawah ambang 

perang. Hubungan tersebut tidak selalu bersifat zero-sum. Negara dapat bersaing pada keamanan, 

bertransaksi dalam perdagangan, dan bekerja sama mengenai iklim atau bencana pada saat yang sama. 

Inilah sebabnya tatanan Indo-Pasifik berbentuk berlapis, tidak rapi, dan sering kontradiktif. 

Dari sudut teori, realisme menjelaskan balancing dan deterrence; liberalisme menyoroti institusi serta 

interdependensi; konstruktivisme menunjukkan bagaimana identitas, norma, dan penamaan kawasan 
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membentuk kepentingan. Pendekatan ekonomi-politik menambahkan siapa yang memperoleh manfaat 

dan siapa menanggung biaya dari strategi negara. 

Bahaya analitis utama ialah menganggap Code of Conduct sebagai pengganti hak hukum atau solusi 

otomatis. Penyederhanaan demikian mudah menghasilkan kebijakan yang tampak tegas tetapi tidak 

sesuai dengan kenyataan. Ia juga dapat menutup agensi negara menengah dan kecil yang menolak 

menjadi objek, membentuk koalisi isu, serta memanfaatkan persaingan untuk memperluas pilihan. 

Respons yang lebih tepat adalah memperkuat domain awareness, diplomasi hukum, solidaritas, de-

eskalasi, dan penegakan proporsional. Strategi harus menetapkan tujuan yang realistis, menghubungkan 

sarana dengan anggaran, membedakan kepentingan vital dari preferensi, dan menilai konsekuensi yang 

tidak dimaksudkan. Instrumen ekonomi, diplomatik, teknologi, hukum, informasi, dan pertahanan perlu 

disusun sebagai portofolio. 

hukum internasional tetap penting meskipun implementasinya bergantung pada kuasa dan koalisi. 

Literatur tersebut membantu menghindari pandangan bahwa seluruh dinamika kawasan ditentukan oleh 

satu ibu kota. Tatanan regional muncul dari interaksi kekuatan besar, pilihan negara kawasan, institusi, 

perusahaan, masyarakat, serta kejutan yang tidak selalu dapat dikendalikan. 

Bagi Indonesia, isu laut cina selatan dan tata kelola sengketa harus selalu diuji dengan empat pertanyaan: 

apakah memperkuat kedaulatan; apakah meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan teknologi; 

apakah menjaga ASEAN serta ruang diplomasi; dan apakah risikonya dapat dikelola secara berkelanjutan. 

Keputusan yang hanya menjawab satu dimensi akan menciptakan ketergantungan baru. 

Ukuran keberhasilan bukan banyaknya pertemuan atau pernyataan, tetapi perubahan kemampuan dan 

perilaku: kesiapan maritim, keragaman pasar, kualitas infrastruktur, kepatuhan hukum, kepercayaan 

mitra, keselamatan warga, serta daya tahan terhadap tekanan. Dengan ukuran itu, geopolitik menjadi 

disiplin kebijakan, bukan retorika peta. 

15. Taiwan dan Risiko Konflik Sistemik 

Taiwan dan Risiko Konflik Sistemik harus dibaca melalui deterrence, ambiguity, coercion, blockade, 

semiconductor, alliance credibility, dan crisis stability. Geopolitik di sini bukan sekadar persaingan 

wilayah, tetapi proses mengorganisasi ruang dan ketergantungan. Laut menghubungkan produksi, energi, 

data, manusia, serta kekuatan militer; akibatnya, keamanan dan kemakmuran tidak dapat dipisahkan 

secara sederhana. 

Aktor yang relevan mencakup Tiongkok, Taiwan, Amerika Serikat, Jepang, pelaku industri, dan ekonomi 

global. Masing-masing membawa sejarah, kepentingan domestik, kapabilitas, persepsi ancaman, dan 
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legitimasi berbeda. Analisis yang hanya memakai ukuran militer akan mengabaikan daya tarik ekonomi, 

norma, teknologi, institusi, serta kemampuan mengubah koalisi dan agenda. 

Mekanisme utamanya ialah bahwa krisis dapat merambat melalui militer, perdagangan, asuransi, energi, 

dan teknologi. Hubungan tersebut tidak selalu bersifat zero-sum. Negara dapat bersaing pada keamanan, 

bertransaksi dalam perdagangan, dan bekerja sama mengenai iklim atau bencana pada saat yang sama. 

Inilah sebabnya tatanan Indo-Pasifik berbentuk berlapis, tidak rapi, dan sering kontradiktif. 

Dari sudut teori, realisme menjelaskan balancing dan deterrence; liberalisme menyoroti institusi serta 

interdependensi; konstruktivisme menunjukkan bagaimana identitas, norma, dan penamaan kawasan 

membentuk kepentingan. Pendekatan ekonomi-politik menambahkan siapa yang memperoleh manfaat 

dan siapa menanggung biaya dari strategi negara. 

Bahaya analitis utama ialah memperlakukan konflik sebagai tak terelakkan atau mengabaikan salah 

perhitungan. Penyederhanaan demikian mudah menghasilkan kebijakan yang tampak tegas tetapi tidak 

sesuai dengan kenyataan. Ia juga dapat menutup agensi negara menengah dan kecil yang menolak 

menjadi objek, membentuk koalisi isu, serta memanfaatkan persaingan untuk memperluas pilihan. 

Respons yang lebih tepat adalah mendorong komunikasi krisis, resilience supply chain, dan penolakan 

perubahan sepihak. Strategi harus menetapkan tujuan yang realistis, menghubungkan sarana dengan 

anggaran, membedakan kepentingan vital dari preferensi, dan menilai konsekuensi yang tidak 

dimaksudkan. Instrumen ekonomi, diplomatik, teknologi, hukum, informasi, dan pertahanan perlu 

disusun sebagai portofolio. 

kepentingan kawasan adalah mencegah perang sekaligus menjaga penyelesaian damai. Literatur tersebut 

membantu menghindari pandangan bahwa seluruh dinamika kawasan ditentukan oleh satu ibu kota. 

Tatanan regional muncul dari interaksi kekuatan besar, pilihan negara kawasan, institusi, perusahaan, 

masyarakat, serta kejutan yang tidak selalu dapat dikendalikan. 

Bagi Indonesia, isu taiwan dan risiko konflik sistemik harus selalu diuji dengan empat pertanyaan: apakah 

memperkuat kedaulatan; apakah meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan teknologi; apakah 

menjaga ASEAN serta ruang diplomasi; dan apakah risikonya dapat dikelola secara berkelanjutan. 

Keputusan yang hanya menjawab satu dimensi akan menciptakan ketergantungan baru. 

Ukuran keberhasilan bukan banyaknya pertemuan atau pernyataan, tetapi perubahan kemampuan dan 

perilaku: kesiapan maritim, keragaman pasar, kualitas infrastruktur, kepatuhan hukum, kepercayaan 

mitra, keselamatan warga, serta daya tahan terhadap tekanan. Dengan ukuran itu, geopolitik menjadi 

disiplin kebijakan, bukan retorika peta. 
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16. Semenanjung Korea dan Keamanan Nuklir 

Semenanjung Korea dan Keamanan Nuklir harus dibaca melalui senjata nuklir, misil, extended deterrence, 

sanksi, diplomasi, dan keterkaitan Rusia–Tiongkok. Geopolitik di sini bukan sekadar persaingan wilayah, 

tetapi proses mengorganisasi ruang dan ketergantungan. Laut menghubungkan produksi, energi, data, 

manusia, serta kekuatan militer; akibatnya, keamanan dan kemakmuran tidak dapat dipisahkan secara 

sederhana. 

Aktor yang relevan mencakup Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan Rusia. 

Masing-masing membawa sejarah, kepentingan domestik, kapabilitas, persepsi ancaman, dan legitimasi 

berbeda. Analisis yang hanya memakai ukuran militer akan mengabaikan daya tarik ekonomi, norma, 

teknologi, institusi, serta kemampuan mengubah koalisi dan agenda. 

Mekanisme utamanya ialah bahwa krisis lokal memiliki implikasi regional melalui perlombaan senjata dan 

persepsi kredibilitas. Hubungan tersebut tidak selalu bersifat zero-sum. Negara dapat bersaing pada 

keamanan, bertransaksi dalam perdagangan, dan bekerja sama mengenai iklim atau bencana pada saat 

yang sama. Inilah sebabnya tatanan Indo-Pasifik berbentuk berlapis, tidak rapi, dan sering kontradiktif. 

Dari sudut teori, realisme menjelaskan balancing dan deterrence; liberalisme menyoroti institusi serta 

interdependensi; konstruktivisme menunjukkan bagaimana identitas, norma, dan penamaan kawasan 

membentuk kepentingan. Pendekatan ekonomi-politik menambahkan siapa yang memperoleh manfaat 

dan siapa menanggung biaya dari strategi negara. 

Bahaya analitis utama ialah memisahkan isu Korea dari tatanan Indo-Pasifik yang lebih luas. 

Penyederhanaan demikian mudah menghasilkan kebijakan yang tampak tegas tetapi tidak sesuai dengan 

kenyataan. Ia juga dapat menutup agensi negara menengah dan kecil yang menolak menjadi objek, 

membentuk koalisi isu, serta memanfaatkan persaingan untuk memperluas pilihan. 

Respons yang lebih tepat adalah menggabungkan deterrence, arms control, humanitarian channels, dan 

manajemen eskalasi. Strategi harus menetapkan tujuan yang realistis, menghubungkan sarana dengan 

anggaran, membedakan kepentingan vital dari preferensi, dan menilai konsekuensi yang tidak 

dimaksudkan. Instrumen ekonomi, diplomatik, teknologi, hukum, informasi, dan pertahanan perlu 

disusun sebagai portofolio. 

arsitektur keamanan kawasan harus mampu menangani deterrence nuklir dan keamanan manusia. 

Literatur tersebut membantu menghindari pandangan bahwa seluruh dinamika kawasan ditentukan oleh 

satu ibu kota. Tatanan regional muncul dari interaksi kekuatan besar, pilihan negara kawasan, institusi, 

perusahaan, masyarakat, serta kejutan yang tidak selalu dapat dikendalikan. 
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Bagi Indonesia, isu semenanjung korea dan keamanan nuklir harus selalu diuji dengan empat pertanyaan: 

apakah memperkuat kedaulatan; apakah meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan teknologi; 

apakah menjaga ASEAN serta ruang diplomasi; dan apakah risikonya dapat dikelola secara berkelanjutan. 

Keputusan yang hanya menjawab satu dimensi akan menciptakan ketergantungan baru. 

Ukuran keberhasilan bukan banyaknya pertemuan atau pernyataan, tetapi perubahan kemampuan dan 

perilaku: kesiapan maritim, keragaman pasar, kualitas infrastruktur, kepatuhan hukum, kepercayaan 

mitra, keselamatan warga, serta daya tahan terhadap tekanan. Dengan ukuran itu, geopolitik menjadi 

disiplin kebijakan, bukan retorika peta. 

17. Geoeconomics, Perdagangan, dan Infrastruktur 

Geoeconomics, Perdagangan, dan Infrastruktur harus dibaca melalui RCEP, CPTPP, IPEF, BRI, supply 

chains, standards, sanctions, tariffs, dan economic security. Geopolitik di sini bukan sekadar persaingan 

wilayah, tetapi proses mengorganisasi ruang dan ketergantungan. Laut menghubungkan produksi, energi, 

data, manusia, serta kekuatan militer; akibatnya, keamanan dan kemakmuran tidak dapat dipisahkan 

secara sederhana. 

Aktor yang relevan mencakup negara, perusahaan multinasional, UMKM, lembaga pembiayaan, pekerja, 

dan konsumen. Masing-masing membawa sejarah, kepentingan domestik, kapabilitas, persepsi ancaman, 

dan legitimasi berbeda. Analisis yang hanya memakai ukuran militer akan mengabaikan daya tarik 

ekonomi, norma, teknologi, institusi, serta kemampuan mengubah koalisi dan agenda. 

Mekanisme utamanya ialah bahwa pasar dan aturan ekonomi menjadi instrumen pengaruh serta sumber 

kerentanan. Hubungan tersebut tidak selalu bersifat zero-sum. Negara dapat bersaing pada keamanan, 

bertransaksi dalam perdagangan, dan bekerja sama mengenai iklim atau bencana pada saat yang sama. 

Inilah sebabnya tatanan Indo-Pasifik berbentuk berlapis, tidak rapi, dan sering kontradiktif. 

Dari sudut teori, realisme menjelaskan balancing dan deterrence; liberalisme menyoroti institusi serta 

interdependensi; konstruktivisme menunjukkan bagaimana identitas, norma, dan penamaan kawasan 

membentuk kepentingan. Pendekatan ekonomi-politik menambahkan siapa yang memperoleh manfaat 

dan siapa menanggung biaya dari strategi negara. 

Bahaya analitis utama ialah menyamakan efisiensi dengan resiliensi atau securitization dengan 

kemandirian penuh. Penyederhanaan demikian mudah menghasilkan kebijakan yang tampak tegas tetapi 

tidak sesuai dengan kenyataan. Ia juga dapat menutup agensi negara menengah dan kecil yang menolak 

menjadi objek, membentuk koalisi isu, serta memanfaatkan persaingan untuk memperluas pilihan. 
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Respons yang lebih tepat adalah mengembangkan diversifikasi, redundancy selektif, keterbukaan, dan 

upgrading domestik. Strategi harus menetapkan tujuan yang realistis, menghubungkan sarana dengan 

anggaran, membedakan kepentingan vital dari preferensi, dan menilai konsekuensi yang tidak 

dimaksudkan. Instrumen ekonomi, diplomatik, teknologi, hukum, informasi, dan pertahanan perlu 

disusun sebagai portofolio. 

Abbondanza (2022) menunjukkan negara menengah membangun strategi berbeda dalam rivalitas. 

Literatur tersebut membantu menghindari pandangan bahwa seluruh dinamika kawasan ditentukan oleh 

satu ibu kota. Tatanan regional muncul dari interaksi kekuatan besar, pilihan negara kawasan, institusi, 

perusahaan, masyarakat, serta kejutan yang tidak selalu dapat dikendalikan. 

Bagi Indonesia, isu geoeconomics, perdagangan, dan infrastruktur harus selalu diuji dengan empat 

pertanyaan: apakah memperkuat kedaulatan; apakah meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan 

teknologi; apakah menjaga ASEAN serta ruang diplomasi; dan apakah risikonya dapat dikelola secara 

berkelanjutan. Keputusan yang hanya menjawab satu dimensi akan menciptakan ketergantungan baru. 

Ukuran keberhasilan bukan banyaknya pertemuan atau pernyataan, tetapi perubahan kemampuan dan 

perilaku: kesiapan maritim, keragaman pasar, kualitas infrastruktur, kepatuhan hukum, kepercayaan 

mitra, keselamatan warga, serta daya tahan terhadap tekanan. Dengan ukuran itu, geopolitik menjadi 

disiplin kebijakan, bukan retorika peta. 

18. Teknologi Strategis dan Kedaulatan Digital 

Teknologi Strategis dan Kedaulatan Digital harus dibaca melalui semikonduktor, AI, 5G/6G, cloud, satelit, 

quantum, cyber, data, standards, dan export controls. Geopolitik di sini bukan sekadar persaingan 

wilayah, tetapi proses mengorganisasi ruang dan ketergantungan. Laut menghubungkan produksi, energi, 

data, manusia, serta kekuatan militer; akibatnya, keamanan dan kemakmuran tidak dapat dipisahkan 

secara sederhana. 

Aktor yang relevan mencakup negara, perusahaan platform, universitas, pemasok chip, operator 

telekomunikasi, dan warga. Masing-masing membawa sejarah, kepentingan domestik, kapabilitas, 

persepsi ancaman, dan legitimasi berbeda. Analisis yang hanya memakai ukuran militer akan 

mengabaikan daya tarik ekonomi, norma, teknologi, institusi, serta kemampuan mengubah koalisi dan 

agenda. 

Mekanisme utamanya ialah bahwa kontrol chokepoint teknologi mengubah ketergantungan menjadi 

leverage. Hubungan tersebut tidak selalu bersifat zero-sum. Negara dapat bersaing pada keamanan, 

bertransaksi dalam perdagangan, dan bekerja sama mengenai iklim atau bencana pada saat yang sama. 

Inilah sebabnya tatanan Indo-Pasifik berbentuk berlapis, tidak rapi, dan sering kontradiktif. 
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Dari sudut teori, realisme menjelaskan balancing dan deterrence; liberalisme menyoroti institusi serta 

interdependensi; konstruktivisme menunjukkan bagaimana identitas, norma, dan penamaan kawasan 

membentuk kepentingan. Pendekatan ekonomi-politik menambahkan siapa yang memperoleh manfaat 

dan siapa menanggung biaya dari strategi negara. 

Bahaya analitis utama ialah mengejar autarki digital atau mengadopsi teknologi tanpa audit keamanan 

dan tata kelola. Penyederhanaan demikian mudah menghasilkan kebijakan yang tampak tegas tetapi tidak 

sesuai dengan kenyataan. Ia juga dapat menutup agensi negara menengah dan kecil yang menolak 

menjadi objek, membentuk koalisi isu, serta memanfaatkan persaingan untuk memperluas pilihan. 

Respons yang lebih tepat adalah membangun kapasitas nasional, interoperabilitas aman, talenta, dan 

diplomasi standar. Strategi harus menetapkan tujuan yang realistis, menghubungkan sarana dengan 

anggaran, membedakan kepentingan vital dari preferensi, dan menilai konsekuensi yang tidak 

dimaksudkan. Instrumen ekonomi, diplomatik, teknologi, hukum, informasi, dan pertahanan perlu 

disusun sebagai portofolio. 

kompetisi teknologi mengaburkan batas antara kebijakan industri dan keamanan nasional. Literatur 

tersebut membantu menghindari pandangan bahwa seluruh dinamika kawasan ditentukan oleh satu ibu 

kota. Tatanan regional muncul dari interaksi kekuatan besar, pilihan negara kawasan, institusi, 

perusahaan, masyarakat, serta kejutan yang tidak selalu dapat dikendalikan. 

Bagi Indonesia, isu teknologi strategis dan kedaulatan digital harus selalu diuji dengan empat pertanyaan: 

apakah memperkuat kedaulatan; apakah meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan teknologi; 

apakah menjaga ASEAN serta ruang diplomasi; dan apakah risikonya dapat dikelola secara berkelanjutan. 

Keputusan yang hanya menjawab satu dimensi akan menciptakan ketergantungan baru. 

Ukuran keberhasilan bukan banyaknya pertemuan atau pernyataan, tetapi perubahan kemampuan dan 

perilaku: kesiapan maritim, keragaman pasar, kualitas infrastruktur, kepatuhan hukum, kepercayaan 

mitra, keselamatan warga, serta daya tahan terhadap tekanan. Dengan ukuran itu, geopolitik menjadi 

disiplin kebijakan, bukan retorika peta. 

19. Jalur Laut, Chokepoint, dan Logistik 

Jalur Laut, Chokepoint, dan Logistik harus dibaca melalui Selat Malaka, Sunda, Lombok, Makassar, 

Hormuz, Bab el-Mandeb, pelabuhan, kapal, dan asuransi. Geopolitik di sini bukan sekadar persaingan 

wilayah, tetapi proses mengorganisasi ruang dan ketergantungan. Laut menghubungkan produksi, energi, 

data, manusia, serta kekuatan militer; akibatnya, keamanan dan kemakmuran tidak dapat dipisahkan 

secara sederhana. 
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Aktor yang relevan mencakup negara pantai, angkatan laut, penjaga pantai, perusahaan pelayaran, 

pelabuhan, dan pelaut. Masing-masing membawa sejarah, kepentingan domestik, kapabilitas, persepsi 

ancaman, dan legitimasi berbeda. Analisis yang hanya memakai ukuran militer akan mengabaikan daya 

tarik ekonomi, norma, teknologi, institusi, serta kemampuan mengubah koalisi dan agenda. 

Mekanisme utamanya ialah bahwa gangguan kecil dapat menimbulkan efek besar melalui jaringan just-

in-time. Hubungan tersebut tidak selalu bersifat zero-sum. Negara dapat bersaing pada keamanan, 

bertransaksi dalam perdagangan, dan bekerja sama mengenai iklim atau bencana pada saat yang sama. 

Inilah sebabnya tatanan Indo-Pasifik berbentuk berlapis, tidak rapi, dan sering kontradiktif. 

Dari sudut teori, realisme menjelaskan balancing dan deterrence; liberalisme menyoroti institusi serta 

interdependensi; konstruktivisme menunjukkan bagaimana identitas, norma, dan penamaan kawasan 

membentuk kepentingan. Pendekatan ekonomi-politik menambahkan siapa yang memperoleh manfaat 

dan siapa menanggung biaya dari strategi negara. 

Bahaya analitis utama ialah menganggap kebebasan navigasi hanya persoalan militer. Penyederhanaan 

demikian mudah menghasilkan kebijakan yang tampak tegas tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Ia juga 

dapat menutup agensi negara menengah dan kecil yang menolak menjadi objek, membentuk koalisi isu, 

serta memanfaatkan persaingan untuk memperluas pilihan. 

Respons yang lebih tepat adalah menggabungkan keselamatan, keamanan, lingkungan, SAR, capacity 

building, dan efisiensi. Strategi harus menetapkan tujuan yang realistis, menghubungkan sarana dengan 

anggaran, membedakan kepentingan vital dari preferensi, dan menilai konsekuensi yang tidak 

dimaksudkan. Instrumen ekonomi, diplomatik, teknologi, hukum, informasi, dan pertahanan perlu 

disusun sebagai portofolio. 

jalur Indonesia memberi posisi strategis sekaligus kewajiban menyediakan tata kelola yang andal. Literatur 

tersebut membantu menghindari pandangan bahwa seluruh dinamika kawasan ditentukan oleh satu ibu 

kota. Tatanan regional muncul dari interaksi kekuatan besar, pilihan negara kawasan, institusi, 

perusahaan, masyarakat, serta kejutan yang tidak selalu dapat dikendalikan. 

Bagi Indonesia, isu jalur laut, chokepoint, dan logistik harus selalu diuji dengan empat pertanyaan: apakah 

memperkuat kedaulatan; apakah meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan teknologi; apakah 

menjaga ASEAN serta ruang diplomasi; dan apakah risikonya dapat dikelola secara berkelanjutan. 

Keputusan yang hanya menjawab satu dimensi akan menciptakan ketergantungan baru. 

Ukuran keberhasilan bukan banyaknya pertemuan atau pernyataan, tetapi perubahan kemampuan dan 

perilaku: kesiapan maritim, keragaman pasar, kualitas infrastruktur, kepatuhan hukum, kepercayaan 

mitra, keselamatan warga, serta daya tahan terhadap tekanan. Dengan ukuran itu, geopolitik menjadi 

disiplin kebijakan, bukan retorika peta. 
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20. Energi, Mineral Kritis, dan Transisi Hijau 

Energi, Mineral Kritis, dan Transisi Hijau harus dibaca melalui minyak, LNG, nikel, kobalt, rare earths, 

baterai, renewable, grids, dan industrial policy. Geopolitik di sini bukan sekadar persaingan wilayah, tetapi 

proses mengorganisasi ruang dan ketergantungan. Laut menghubungkan produksi, energi, data, manusia, 

serta kekuatan militer; akibatnya, keamanan dan kemakmuran tidak dapat dipisahkan secara sederhana. 

Aktor yang relevan mencakup produsen, konsumen, perusahaan tambang, komunitas, investor, dan 

negara teknologi. Masing-masing membawa sejarah, kepentingan domestik, kapabilitas, persepsi 

ancaman, dan legitimasi berbeda. Analisis yang hanya memakai ukuran militer akan mengabaikan daya 

tarik ekonomi, norma, teknologi, institusi, serta kemampuan mengubah koalisi dan agenda. 

Mekanisme utamanya ialah bahwa transisi energi mengurangi ketergantungan tertentu namun 

menciptakan rantai pasok baru. Hubungan tersebut tidak selalu bersifat zero-sum. Negara dapat bersaing 

pada keamanan, bertransaksi dalam perdagangan, dan bekerja sama mengenai iklim atau bencana pada 

saat yang sama. Inilah sebabnya tatanan Indo-Pasifik berbentuk berlapis, tidak rapi, dan sering 

kontradiktif. 

Dari sudut teori, realisme menjelaskan balancing dan deterrence; liberalisme menyoroti institusi serta 

interdependensi; konstruktivisme menunjukkan bagaimana identitas, norma, dan penamaan kawasan 

membentuk kepentingan. Pendekatan ekonomi-politik menambahkan siapa yang memperoleh manfaat 

dan siapa menanggung biaya dari strategi negara. 

Bahaya analitis utama ialah menyebut mineral strategis sebagai berkah tanpa menghitung ekologi dan 

nilai tambah. Penyederhanaan demikian mudah menghasilkan kebijakan yang tampak tegas tetapi tidak 

sesuai dengan kenyataan. Ia juga dapat menutup agensi negara menengah dan kecil yang menolak 

menjadi objek, membentuk koalisi isu, serta memanfaatkan persaingan untuk memperluas pilihan. 

Respons yang lebih tepat adalah menghubungkan hilirisasi, diversifikasi, ESG, inovasi, dan keadilan 

antargenerasi. Strategi harus menetapkan tujuan yang realistis, menghubungkan sarana dengan 

anggaran, membedakan kepentingan vital dari preferensi, dan menilai konsekuensi yang tidak 

dimaksudkan. Instrumen ekonomi, diplomatik, teknologi, hukum, informasi, dan pertahanan perlu 

disusun sebagai portofolio. 

Indonesia dapat memperoleh pengaruh bila mineral diubah menjadi kemampuan industri dan teknologi. 

Literatur tersebut membantu menghindari pandangan bahwa seluruh dinamika kawasan ditentukan oleh 

satu ibu kota. Tatanan regional muncul dari interaksi kekuatan besar, pilihan negara kawasan, institusi, 

perusahaan, masyarakat, serta kejutan yang tidak selalu dapat dikendalikan. 
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Bagi Indonesia, isu energi, mineral kritis, dan transisi hijau harus selalu diuji dengan empat pertanyaan: 

apakah memperkuat kedaulatan; apakah meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan teknologi; 

apakah menjaga ASEAN serta ruang diplomasi; dan apakah risikonya dapat dikelola secara berkelanjutan. 

Keputusan yang hanya menjawab satu dimensi akan menciptakan ketergantungan baru. 

Ukuran keberhasilan bukan banyaknya pertemuan atau pernyataan, tetapi perubahan kemampuan dan 

perilaku: kesiapan maritim, keragaman pasar, kualitas infrastruktur, kepatuhan hukum, kepercayaan 

mitra, keselamatan warga, serta daya tahan terhadap tekanan. Dengan ukuran itu, geopolitik menjadi 

disiplin kebijakan, bukan retorika peta. 

21. Kepulauan Pasifik, Iklim, dan Agensi Negara Kecil 

Kepulauan Pasifik, Iklim, dan Agensi Negara Kecil harus dibaca melalui zona ekonomi eksklusif, perikanan, 

perubahan iklim, bantuan, Compact, diplomasi, dan blue economy. Geopolitik di sini bukan sekadar 

persaingan wilayah, tetapi proses mengorganisasi ruang dan ketergantungan. Laut menghubungkan 

produksi, energi, data, manusia, serta kekuatan militer; akibatnya, keamanan dan kemakmuran tidak 

dapat dipisahkan secara sederhana. 

Aktor yang relevan mencakup negara Kepulauan Pasifik, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, 

Tiongkok, Jepang, dan Indonesia. Masing-masing membawa sejarah, kepentingan domestik, kapabilitas, 

persepsi ancaman, dan legitimasi berbeda. Analisis yang hanya memakai ukuran militer akan 

mengabaikan daya tarik ekonomi, norma, teknologi, institusi, serta kemampuan mengubah koalisi dan 

agenda. 

Mekanisme utamanya ialah bahwa negara kecil menggunakan suara diplomatik, lokasi, hukum laut, dan 

koalisi iklim. Hubungan tersebut tidak selalu bersifat zero-sum. Negara dapat bersaing pada keamanan, 

bertransaksi dalam perdagangan, dan bekerja sama mengenai iklim atau bencana pada saat yang sama. 

Inilah sebabnya tatanan Indo-Pasifik berbentuk berlapis, tidak rapi, dan sering kontradiktif. 

Dari sudut teori, realisme menjelaskan balancing dan deterrence; liberalisme menyoroti institusi serta 

interdependensi; konstruktivisme menunjukkan bagaimana identitas, norma, dan penamaan kawasan 

membentuk kepentingan. Pendekatan ekonomi-politik menambahkan siapa yang memperoleh manfaat 

dan siapa menanggung biaya dari strategi negara. 

Bahaya analitis utama ialah mereduksi Pasifik menjadi papan catur kekuatan besar. Penyederhanaan 

demikian mudah menghasilkan kebijakan yang tampak tegas tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Ia juga 

dapat menutup agensi negara menengah dan kecil yang menolak menjadi objek, membentuk koalisi isu, 

serta memanfaatkan persaingan untuk memperluas pilihan. 
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Respons yang lebih tepat adalah mendengar prioritas Blue Pacific: iklim, pembangunan, mobilitas, laut, 

dan kedaulatan. Strategi harus menetapkan tujuan yang realistis, menghubungkan sarana dengan 

anggaran, membedakan kepentingan vital dari preferensi, dan menilai konsekuensi yang tidak 

dimaksudkan. Instrumen ekonomi, diplomatik, teknologi, hukum, informasi, dan pertahanan perlu 

disusun sebagai portofolio. 

Wallis (2025) menelaah kuasa Tiongkok melalui kehadiran, pengaruh, dan potensi interferensi. Literatur 

tersebut membantu menghindari pandangan bahwa seluruh dinamika kawasan ditentukan oleh satu ibu 

kota. Tatanan regional muncul dari interaksi kekuatan besar, pilihan negara kawasan, institusi, 

perusahaan, masyarakat, serta kejutan yang tidak selalu dapat dikendalikan. 

Bagi Indonesia, isu kepulauan pasifik, iklim, dan agensi negara kecil harus selalu diuji dengan empat 

pertanyaan: apakah memperkuat kedaulatan; apakah meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan 

teknologi; apakah menjaga ASEAN serta ruang diplomasi; dan apakah risikonya dapat dikelola secara 

berkelanjutan. Keputusan yang hanya menjawab satu dimensi akan menciptakan ketergantungan baru. 

Ukuran keberhasilan bukan banyaknya pertemuan atau pernyataan, tetapi perubahan kemampuan dan 

perilaku: kesiapan maritim, keragaman pasar, kualitas infrastruktur, kepatuhan hukum, kepercayaan 

mitra, keselamatan warga, serta daya tahan terhadap tekanan. Dengan ukuran itu, geopolitik menjadi 

disiplin kebijakan, bukan retorika peta. 

22. Perubahan Iklim sebagai Geopolitik 

Perubahan Iklim sebagai Geopolitik harus dibaca melalui kenaikan muka laut, bencana, pangan, air, 

migrasi, pangkalan, perikanan, dan maritime entitlements. Geopolitik di sini bukan sekadar persaingan 

wilayah, tetapi proses mengorganisasi ruang dan ketergantungan. Laut menghubungkan produksi, energi, 

data, manusia, serta kekuatan militer; akibatnya, keamanan dan kemakmuran tidak dapat dipisahkan 

secara sederhana. 

Aktor yang relevan mencakup negara pulau, kota pesisir, militer, lembaga iklim, masyarakat adat, dan 

generasi mendatang. Masing-masing membawa sejarah, kepentingan domestik, kapabilitas, persepsi 

ancaman, dan legitimasi berbeda. Analisis yang hanya memakai ukuran militer akan mengabaikan daya 

tarik ekonomi, norma, teknologi, institusi, serta kemampuan mengubah koalisi dan agenda. 

Mekanisme utamanya ialah bahwa iklim mengubah kondisi material serta pertanyaan hukum tentang 

batas dan kenegaraan. Hubungan tersebut tidak selalu bersifat zero-sum. Negara dapat bersaing pada 

keamanan, bertransaksi dalam perdagangan, dan bekerja sama mengenai iklim atau bencana pada saat 

yang sama. Inilah sebabnya tatanan Indo-Pasifik berbentuk berlapis, tidak rapi, dan sering kontradiktif. 
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Dari sudut teori, realisme menjelaskan balancing dan deterrence; liberalisme menyoroti institusi serta 

interdependensi; konstruktivisme menunjukkan bagaimana identitas, norma, dan penamaan kawasan 

membentuk kepentingan. Pendekatan ekonomi-politik menambahkan siapa yang memperoleh manfaat 

dan siapa menanggung biaya dari strategi negara. 

Bahaya analitis utama ialah memperlakukan iklim sebagai isu lunak yang terpisah dari strategi. 

Penyederhanaan demikian mudah menghasilkan kebijakan yang tampak tegas tetapi tidak sesuai dengan 

kenyataan. Ia juga dapat menutup agensi negara menengah dan kecil yang menolak menjadi objek, 

membentuk koalisi isu, serta memanfaatkan persaingan untuk memperluas pilihan. 

Respons yang lebih tepat adalah mengintegrasikan adaptasi, loss and damage, batas maritim, dan 

keamanan manusia. Strategi harus menetapkan tujuan yang realistis, menghubungkan sarana dengan 

anggaran, membedakan kepentingan vital dari preferensi, dan menilai konsekuensi yang tidak 

dimaksudkan. Instrumen ekonomi, diplomatik, teknologi, hukum, informasi, dan pertahanan perlu 

disusun sebagai portofolio. 

Mizo (2025) menghubungkan perubahan iklim dengan keamanan maritim dan agenda Quad. Literatur 

tersebut membantu menghindari pandangan bahwa seluruh dinamika kawasan ditentukan oleh satu ibu 

kota. Tatanan regional muncul dari interaksi kekuatan besar, pilihan negara kawasan, institusi, 

perusahaan, masyarakat, serta kejutan yang tidak selalu dapat dikendalikan. 

Bagi Indonesia, isu perubahan iklim sebagai geopolitik harus selalu diuji dengan empat pertanyaan: 

apakah memperkuat kedaulatan; apakah meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan teknologi; 

apakah menjaga ASEAN serta ruang diplomasi; dan apakah risikonya dapat dikelola secara berkelanjutan. 

Keputusan yang hanya menjawab satu dimensi akan menciptakan ketergantungan baru. 

Ukuran keberhasilan bukan banyaknya pertemuan atau pernyataan, tetapi perubahan kemampuan dan 

perilaku: kesiapan maritim, keragaman pasar, kualitas infrastruktur, kepatuhan hukum, kepercayaan 

mitra, keselamatan warga, serta daya tahan terhadap tekanan. Dengan ukuran itu, geopolitik menjadi 

disiplin kebijakan, bukan retorika peta. 

23. Hukum Laut, Norma, dan Perebutan Legitimasi 

Hukum Laut, Norma, dan Perebutan Legitimasi harus dibaca melalui UNCLOS, yurisdiksi, navigasi, EEZ, 

landas kontinen, dispute settlement, dan state practice. Geopolitik di sini bukan sekadar persaingan 

wilayah, tetapi proses mengorganisasi ruang dan ketergantungan. Laut menghubungkan produksi, energi, 

data, manusia, serta kekuatan militer; akibatnya, keamanan dan kemakmuran tidak dapat dipisahkan 

secara sederhana. 
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Aktor yang relevan mencakup negara pantai, negara pengguna, tribunal, organisasi internasional, dan 

komunitas maritim. Masing-masing membawa sejarah, kepentingan domestik, kapabilitas, persepsi 

ancaman, dan legitimasi berbeda. Analisis yang hanya memakai ukuran militer akan mengabaikan daya 

tarik ekonomi, norma, teknologi, institusi, serta kemampuan mengubah koalisi dan agenda. 

Mekanisme utamanya ialah bahwa hukum menyediakan bahasa klaim dan koordinasi, tetapi 

penegakannya bersifat politik. Hubungan tersebut tidak selalu bersifat zero-sum. Negara dapat bersaing 

pada keamanan, bertransaksi dalam perdagangan, dan bekerja sama mengenai iklim atau bencana pada 

saat yang sama. Inilah sebabnya tatanan Indo-Pasifik berbentuk berlapis, tidak rapi, dan sering 

kontradiktif. 

Dari sudut teori, realisme menjelaskan balancing dan deterrence; liberalisme menyoroti institusi serta 

interdependensi; konstruktivisme menunjukkan bagaimana identitas, norma, dan penamaan kawasan 

membentuk kepentingan. Pendekatan ekonomi-politik menambahkan siapa yang memperoleh manfaat 

dan siapa menanggung biaya dari strategi negara. 

Bahaya analitis utama ialah menggunakan hukum secara selektif sambil mengabaikan kewajiban sendiri. 

Penyederhanaan demikian mudah menghasilkan kebijakan yang tampak tegas tetapi tidak sesuai dengan 

kenyataan. Ia juga dapat menutup agensi negara menengah dan kecil yang menolak menjadi objek, 

membentuk koalisi isu, serta memanfaatkan persaingan untuk memperluas pilihan. 

Respons yang lebih tepat adalah membangun konsistensi, dokumentasi, capacity building, dan koalisi 

kepatuhan. Strategi harus menetapkan tujuan yang realistis, menghubungkan sarana dengan anggaran, 

membedakan kepentingan vital dari preferensi, dan menilai konsekuensi yang tidak dimaksudkan. 

Instrumen ekonomi, diplomatik, teknologi, hukum, informasi, dan pertahanan perlu disusun sebagai 

portofolio. 

AOIP secara eksplisit menempatkan penghormatan hukum internasional sebagai prinsip kerja sama. 

Literatur tersebut membantu menghindari pandangan bahwa seluruh dinamika kawasan ditentukan oleh 

satu ibu kota. Tatanan regional muncul dari interaksi kekuatan besar, pilihan negara kawasan, institusi, 

perusahaan, masyarakat, serta kejutan yang tidak selalu dapat dikendalikan. 

Bagi Indonesia, isu hukum laut, norma, dan perebutan legitimasi harus selalu diuji dengan empat 

pertanyaan: apakah memperkuat kedaulatan; apakah meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan 

teknologi; apakah menjaga ASEAN serta ruang diplomasi; dan apakah risikonya dapat dikelola secara 

berkelanjutan. Keputusan yang hanya menjawab satu dimensi akan menciptakan ketergantungan baru. 

Ukuran keberhasilan bukan banyaknya pertemuan atau pernyataan, tetapi perubahan kemampuan dan 

perilaku: kesiapan maritim, keragaman pasar, kualitas infrastruktur, kepatuhan hukum, kepercayaan 
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mitra, keselamatan warga, serta daya tahan terhadap tekanan. Dengan ukuran itu, geopolitik menjadi 

disiplin kebijakan, bukan retorika peta. 

24. Keamanan Nontradisional dan Keamanan Manusia 

Keamanan Nontradisional dan Keamanan Manusia harus dibaca melalui IUU fishing, piracy, trafficking, 

pandemi, bencana, cyber, pencemaran, dan ketahanan pangan. Geopolitik di sini bukan sekadar 

persaingan wilayah, tetapi proses mengorganisasi ruang dan ketergantungan. Laut menghubungkan 

produksi, energi, data, manusia, serta kekuatan militer; akibatnya, keamanan dan kemakmuran tidak 

dapat dipisahkan secara sederhana. 

Aktor yang relevan mencakup penjaga pantai, polisi, nelayan, organisasi kesehatan, masyarakat sipil, dan 

lembaga regional. Masing-masing membawa sejarah, kepentingan domestik, kapabilitas, persepsi 

ancaman, dan legitimasi berbeda. Analisis yang hanya memakai ukuran militer akan mengabaikan daya 

tarik ekonomi, norma, teknologi, institusi, serta kemampuan mengubah koalisi dan agenda. 

Mekanisme utamanya ialah bahwa ancaman lintas batas memerlukan kepercayaan dan kerja sama 

operasional. Hubungan tersebut tidak selalu bersifat zero-sum. Negara dapat bersaing pada keamanan, 

bertransaksi dalam perdagangan, dan bekerja sama mengenai iklim atau bencana pada saat yang sama. 

Inilah sebabnya tatanan Indo-Pasifik berbentuk berlapis, tidak rapi, dan sering kontradiktif. 

Dari sudut teori, realisme menjelaskan balancing dan deterrence; liberalisme menyoroti institusi serta 

interdependensi; konstruktivisme menunjukkan bagaimana identitas, norma, dan penamaan kawasan 

membentuk kepentingan. Pendekatan ekonomi-politik menambahkan siapa yang memperoleh manfaat 

dan siapa menanggung biaya dari strategi negara. 

Bahaya analitis utama ialah mensekuritisasi semua persoalan sehingga menutup transparansi dan 

partisipasi. Penyederhanaan demikian mudah menghasilkan kebijakan yang tampak tegas tetapi tidak 

sesuai dengan kenyataan. Ia juga dapat menutup agensi negara menengah dan kecil yang menolak 

menjadi objek, membentuk koalisi isu, serta memanfaatkan persaingan untuk memperluas pilihan. 

Respons yang lebih tepat adalah menggunakan respons sipil-militer yang proporsional, berbasis hak, dan 

lintas sektor. Strategi harus menetapkan tujuan yang realistis, menghubungkan sarana dengan anggaran, 

membedakan kepentingan vital dari preferensi, dan menilai konsekuensi yang tidak dimaksudkan. 

Instrumen ekonomi, diplomatik, teknologi, hukum, informasi, dan pertahanan perlu disusun sebagai 

portofolio. 

kerja sama praktis sering menjadi titik masuk ketika konsensus strategis sulit dicapai. Literatur tersebut 

membantu menghindari pandangan bahwa seluruh dinamika kawasan ditentukan oleh satu ibu kota. 
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Tatanan regional muncul dari interaksi kekuatan besar, pilihan negara kawasan, institusi, perusahaan, 

masyarakat, serta kejutan yang tidak selalu dapat dikendalikan. 

Bagi Indonesia, isu keamanan nontradisional dan keamanan manusia harus selalu diuji dengan empat 

pertanyaan: apakah memperkuat kedaulatan; apakah meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan 

teknologi; apakah menjaga ASEAN serta ruang diplomasi; dan apakah risikonya dapat dikelola secara 

berkelanjutan. Keputusan yang hanya menjawab satu dimensi akan menciptakan ketergantungan baru. 

Ukuran keberhasilan bukan banyaknya pertemuan atau pernyataan, tetapi perubahan kemampuan dan 

perilaku: kesiapan maritim, keragaman pasar, kualitas infrastruktur, kepatuhan hukum, kepercayaan 

mitra, keselamatan warga, serta daya tahan terhadap tekanan. Dengan ukuran itu, geopolitik menjadi 

disiplin kebijakan, bukan retorika peta. 

25. Skenario Tatanan Indo-Pasifik 2030–2045 

Skenario Tatanan Indo-Pasifik 2030–2045 harus dibaca melalui multipolaritas, bipolaritas, concert, 

spheres of influence, fragmentation, dan cooperative security. Geopolitik di sini bukan sekadar persaingan 

wilayah, tetapi proses mengorganisasi ruang dan ketergantungan. Laut menghubungkan produksi, energi, 

data, manusia, serta kekuatan militer; akibatnya, keamanan dan kemakmuran tidak dapat dipisahkan 

secara sederhana. 

Aktor yang relevan mencakup kekuatan besar, negara menengah, ASEAN, organisasi, perusahaan, serta 

masyarakat. Masing-masing membawa sejarah, kepentingan domestik, kapabilitas, persepsi ancaman, 

dan legitimasi berbeda. Analisis yang hanya memakai ukuran militer akan mengabaikan daya tarik 

ekonomi, norma, teknologi, institusi, serta kemampuan mengubah koalisi dan agenda. 

Mekanisme utamanya ialah bahwa masa depan dibentuk interaksi struktur, keputusan, kejutan, teknologi, 

dan legitimasi. Hubungan tersebut tidak selalu bersifat zero-sum. Negara dapat bersaing pada keamanan, 

bertransaksi dalam perdagangan, dan bekerja sama mengenai iklim atau bencana pada saat yang sama. 

Inilah sebabnya tatanan Indo-Pasifik berbentuk berlapis, tidak rapi, dan sering kontradiktif. 

Dari sudut teori, realisme menjelaskan balancing dan deterrence; liberalisme menyoroti institusi serta 

interdependensi; konstruktivisme menunjukkan bagaimana identitas, norma, dan penamaan kawasan 

membentuk kepentingan. Pendekatan ekonomi-politik menambahkan siapa yang memperoleh manfaat 

dan siapa menanggung biaya dari strategi negara. 

Bahaya analitis utama ialah membuat satu ramalan linear dan mengabaikan indikator perubahan. 

Penyederhanaan demikian mudah menghasilkan kebijakan yang tampak tegas tetapi tidak sesuai dengan 
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kenyataan. Ia juga dapat menutup agensi negara menengah dan kecil yang menolak menjadi objek, 

membentuk koalisi isu, serta memanfaatkan persaingan untuk memperluas pilihan. 

Respons yang lebih tepat adalah menggunakan beberapa skenario, early warning, opsi robust, dan strategi 

adaptif. Strategi harus menetapkan tujuan yang realistis, menghubungkan sarana dengan anggaran, 

membedakan kepentingan vital dari preferensi, dan menilai konsekuensi yang tidak dimaksudkan. 

Instrumen ekonomi, diplomatik, teknologi, hukum, informasi, dan pertahanan perlu disusun sebagai 

portofolio. 

ketidakpastian menuntut kesiapan lintas skenario, bukan kepastian palsu. Literatur tersebut membantu 

menghindari pandangan bahwa seluruh dinamika kawasan ditentukan oleh satu ibu kota. Tatanan 

regional muncul dari interaksi kekuatan besar, pilihan negara kawasan, institusi, perusahaan, masyarakat, 

serta kejutan yang tidak selalu dapat dikendalikan. 

Bagi Indonesia, isu skenario tatanan indo-pasifik 2030–2045 harus selalu diuji dengan empat pertanyaan: 

apakah memperkuat kedaulatan; apakah meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan teknologi; 

apakah menjaga ASEAN serta ruang diplomasi; dan apakah risikonya dapat dikelola secara berkelanjutan. 

Keputusan yang hanya menjawab satu dimensi akan menciptakan ketergantungan baru. 

Ukuran keberhasilan bukan banyaknya pertemuan atau pernyataan, tetapi perubahan kemampuan dan 

perilaku: kesiapan maritim, keragaman pasar, kualitas infrastruktur, kepatuhan hukum, kepercayaan 

mitra, keselamatan warga, serta daya tahan terhadap tekanan. Dengan ukuran itu, geopolitik menjadi 

disiplin kebijakan, bukan retorika peta. 

26. Agenda Strategis Indonesia 

Agenda Strategis Indonesia harus dibaca melalui diplomasi bebas aktif, ASEAN, pertahanan maritim, 

ekonomi, teknologi, iklim, dan ketahanan nasional. Geopolitik di sini bukan sekadar persaingan wilayah, 

tetapi proses mengorganisasi ruang dan ketergantungan. Laut menghubungkan produksi, energi, data, 

manusia, serta kekuatan militer; akibatnya, keamanan dan kemakmuran tidak dapat dipisahkan secara 

sederhana. 

Aktor yang relevan mencakup Presiden, kementerian, DPR, TNI, Bakamla, daerah, universitas, industri, 

serta masyarakat. Masing-masing membawa sejarah, kepentingan domestik, kapabilitas, persepsi 

ancaman, dan legitimasi berbeda. Analisis yang hanya memakai ukuran militer akan mengabaikan daya 

tarik ekonomi, norma, teknologi, institusi, serta kemampuan mengubah koalisi dan agenda. 

Mekanisme utamanya ialah bahwa strategi nasional efektif bila tujuan, instrumen, anggaran, indikator, 

dan koordinasi selaras. Hubungan tersebut tidak selalu bersifat zero-sum. Negara dapat bersaing pada 
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keamanan, bertransaksi dalam perdagangan, dan bekerja sama mengenai iklim atau bencana pada saat 

yang sama. Inilah sebabnya tatanan Indo-Pasifik berbentuk berlapis, tidak rapi, dan sering kontradiktif. 

Dari sudut teori, realisme menjelaskan balancing dan deterrence; liberalisme menyoroti institusi serta 

interdependensi; konstruktivisme menunjukkan bagaimana identitas, norma, dan penamaan kawasan 

membentuk kepentingan. Pendekatan ekonomi-politik menambahkan siapa yang memperoleh manfaat 

dan siapa menanggung biaya dari strategi negara. 

Bahaya analitis utama ialah menghasilkan banyak dokumen tanpa prioritas, kemampuan, atau evaluasi. 

Penyederhanaan demikian mudah menghasilkan kebijakan yang tampak tegas tetapi tidak sesuai dengan 

kenyataan. Ia juga dapat menutup agensi negara menengah dan kecil yang menolak menjadi objek, 

membentuk koalisi isu, serta memanfaatkan persaingan untuk memperluas pilihan. 

Respons yang lebih tepat adalah mengubah posisi geografis menjadi kapasitas, kontribusi regional, dan 

manfaat bagi rakyat. Strategi harus menetapkan tujuan yang realistis, menghubungkan sarana dengan 

anggaran, membedakan kepentingan vital dari preferensi, dan menilai konsekuensi yang tidak 

dimaksudkan. Instrumen ekonomi, diplomatik, teknologi, hukum, informasi, dan pertahanan perlu 

disusun sebagai portofolio. 

Indonesia perlu menjadi bridge-builder yang kredibel sekaligus mampu melindungi kepentingannya. 

Literatur tersebut membantu menghindari pandangan bahwa seluruh dinamika kawasan ditentukan oleh 

satu ibu kota. Tatanan regional muncul dari interaksi kekuatan besar, pilihan negara kawasan, institusi, 

perusahaan, masyarakat, serta kejutan yang tidak selalu dapat dikendalikan. 

Bagi Indonesia, isu agenda strategis indonesia harus selalu diuji dengan empat pertanyaan: apakah 

memperkuat kedaulatan; apakah meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan teknologi; apakah 

menjaga ASEAN serta ruang diplomasi; dan apakah risikonya dapat dikelola secara berkelanjutan. 

Keputusan yang hanya menjawab satu dimensi akan menciptakan ketergantungan baru. 

Ukuran keberhasilan bukan banyaknya pertemuan atau pernyataan, tetapi perubahan kemampuan dan 

perilaku: kesiapan maritim, keragaman pasar, kualitas infrastruktur, kepatuhan hukum, kepercayaan 

mitra, keselamatan warga, serta daya tahan terhadap tekanan. Dengan ukuran itu, geopolitik menjadi 

disiplin kebijakan, bukan retorika peta. 

Kasus dan Skenario Strategis untuk Indonesia 

Natuna Utara: yurisdiksi tanpa provokasi. Indonesia bukan pengklaim kepulauan dalam sengketa Laut Cina 

Selatan, tetapi memiliki hak berdaulat di zona ekonomi eksklusif berdasarkan UNCLOS. Tantangannya 

adalah menjaga konsistensi hukum, kehadiran, keselamatan nelayan, komunikasi diplomatik, dan 
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pengendalian eskalasi. Langkah pertama ialah menyusun diagnosis yang membedakan ancaman, 

kerentanan, dan ketergantungan. Ancaman adalah aktor atau peristiwa yang dapat menimbulkan 

kerugian; kerentanan adalah kelemahan internal; sedangkan ketergantungan menjadi berbahaya apabila 

terkonsentrasi, tidak transparan, atau tidak memiliki alternatif. Perbedaan ini mencegah setiap masalah 

diperlakukan sebagai permusuhan eksternal. 

Langkah kedua ialah memetakan aktor, kewenangan, aset, data, dan insentif. Pemerintah pusat tidak 

dapat bekerja sendiri karena pelabuhan, industri, pemerintah daerah, universitas, nelayan, operator 

telekomunikasi, dan komunitas memiliki informasi serta kapasitas yang tersebar. Mekanisme koordinasi 

harus memiliki mandat keputusan, bukan hanya forum pertukaran pandangan. Tanggung jawab, 

anggaran, dan indikator perlu dinyatakan sejak awal. 

Langkah ketiga adalah menyusun beberapa skenario: kompetisi terkendali, tekanan grey-zone, gangguan 

rantai pasok, krisis terbatas, dan konflik berkepanjangan. Setiap skenario diuji terhadap keselamatan 

warga, pangan, energi, devisa, industri, komunikasi, layanan publik, serta posisi diplomatik. Kebijakan 

yang robust dipilih karena tetap berguna dalam banyak skenario, bukan karena bergantung pada satu 

ramalan. 

Langkah keempat ialah menyiapkan portofolio respons. Diplomasi mengurangi ketidakpastian dan 

membangun koalisi; hukum memperjelas klaim; pertahanan menaikkan biaya koersif; kebijakan industri 

mengurangi ketergantungan; cadangan dan redundansi menjaga kelangsungan layanan; sedangkan 

komunikasi publik mempertahankan kepercayaan. Seluruhnya harus proporsional agar tidak menciptakan 

eskalasi atau pemborosan. 

Langkah kelima ialah evaluasi. Indikator harus mencakup outcome, bukan hanya input: waktu respons, 

diversifikasi pemasok, tingkat kesiapan, kecelakaan, pelanggaran, nilai tambah domestik, kepatuhan 

standar, kepercayaan mitra, dan manfaat bagi masyarakat. Pelajaran dari latihan, insiden, dan perubahan 

teknologi perlu mengubah rencana. Dengan demikian, strategi Indonesia menjadi proses adaptif yang 

menyatukan kedaulatan, kemakmuran, dan perdamaian. 

Selat Malaka dan alternatif chokepoint. Kepadatan pelayaran, kecelakaan, pencemaran, piracy, digitalisasi 

pelabuhan, serta kompetisi konektivitas menunjukkan bahwa chokepoint bukan hanya jalur perang. 

Reputasi Indonesia bergantung pada keselamatan, efisiensi, penegakan, SAR, dan perlindungan 

lingkungan. Langkah pertama ialah menyusun diagnosis yang membedakan ancaman, kerentanan, dan 

ketergantungan. Ancaman adalah aktor atau peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian; kerentanan 

adalah kelemahan internal; sedangkan ketergantungan menjadi berbahaya apabila terkonsentrasi, tidak 

transparan, atau tidak memiliki alternatif. Perbedaan ini mencegah setiap masalah diperlakukan sebagai 

permusuhan eksternal. 
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Langkah kedua ialah memetakan aktor, kewenangan, aset, data, dan insentif. Pemerintah pusat tidak 

dapat bekerja sendiri karena pelabuhan, industri, pemerintah daerah, universitas, nelayan, operator 

telekomunikasi, dan komunitas memiliki informasi serta kapasitas yang tersebar. Mekanisme koordinasi 

harus memiliki mandat keputusan, bukan hanya forum pertukaran pandangan. Tanggung jawab, 

anggaran, dan indikator perlu dinyatakan sejak awal. 

Langkah ketiga adalah menyusun beberapa skenario: kompetisi terkendali, tekanan grey-zone, gangguan 

rantai pasok, krisis terbatas, dan konflik berkepanjangan. Setiap skenario diuji terhadap keselamatan 

warga, pangan, energi, devisa, industri, komunikasi, layanan publik, serta posisi diplomatik. Kebijakan 

yang robust dipilih karena tetap berguna dalam banyak skenario, bukan karena bergantung pada satu 

ramalan. 

Langkah keempat ialah menyiapkan portofolio respons. Diplomasi mengurangi ketidakpastian dan 

membangun koalisi; hukum memperjelas klaim; pertahanan menaikkan biaya koersif; kebijakan industri 

mengurangi ketergantungan; cadangan dan redundansi menjaga kelangsungan layanan; sedangkan 

komunikasi publik mempertahankan kepercayaan. Seluruhnya harus proporsional agar tidak menciptakan 

eskalasi atau pemborosan. 

Langkah kelima ialah evaluasi. Indikator harus mencakup outcome, bukan hanya input: waktu respons, 

diversifikasi pemasok, tingkat kesiapan, kecelakaan, pelanggaran, nilai tambah domestik, kepatuhan 

standar, kepercayaan mitra, dan manfaat bagi masyarakat. Pelajaran dari latihan, insiden, dan perubahan 

teknologi perlu mengubah rencana. Dengan demikian, strategi Indonesia menjadi proses adaptif yang 

menyatukan kedaulatan, kemakmuran, dan perdamaian. 

Hilirisasi nikel dalam geoeconomics. Permintaan baterai memberi peluang, tetapi ketergantungan modal, 

teknologi, pasar, energi, dan standar dapat membatasi kedaulatan. Nilai strategis muncul bila hilirisasi 

membangun inovasi, tenaga terampil, diversifikasi investor, daur ulang, dan tata kelola ekologis. Langkah 

pertama ialah menyusun diagnosis yang membedakan ancaman, kerentanan, dan ketergantungan. 

Ancaman adalah aktor atau peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian; kerentanan adalah kelemahan 

internal; sedangkan ketergantungan menjadi berbahaya apabila terkonsentrasi, tidak transparan, atau 

tidak memiliki alternatif. Perbedaan ini mencegah setiap masalah diperlakukan sebagai permusuhan 

eksternal. 

Langkah kedua ialah memetakan aktor, kewenangan, aset, data, dan insentif. Pemerintah pusat tidak 

dapat bekerja sendiri karena pelabuhan, industri, pemerintah daerah, universitas, nelayan, operator 

telekomunikasi, dan komunitas memiliki informasi serta kapasitas yang tersebar. Mekanisme koordinasi 

harus memiliki mandat keputusan, bukan hanya forum pertukaran pandangan. Tanggung jawab, 

anggaran, dan indikator perlu dinyatakan sejak awal. 
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Langkah ketiga adalah menyusun beberapa skenario: kompetisi terkendali, tekanan grey-zone, gangguan 

rantai pasok, krisis terbatas, dan konflik berkepanjangan. Setiap skenario diuji terhadap keselamatan 

warga, pangan, energi, devisa, industri, komunikasi, layanan publik, serta posisi diplomatik. Kebijakan 

yang robust dipilih karena tetap berguna dalam banyak skenario, bukan karena bergantung pada satu 

ramalan. 

Langkah keempat ialah menyiapkan portofolio respons. Diplomasi mengurangi ketidakpastian dan 

membangun koalisi; hukum memperjelas klaim; pertahanan menaikkan biaya koersif; kebijakan industri 

mengurangi ketergantungan; cadangan dan redundansi menjaga kelangsungan layanan; sedangkan 

komunikasi publik mempertahankan kepercayaan. Seluruhnya harus proporsional agar tidak menciptakan 

eskalasi atau pemborosan. 

Langkah kelima ialah evaluasi. Indikator harus mencakup outcome, bukan hanya input: waktu respons, 

diversifikasi pemasok, tingkat kesiapan, kecelakaan, pelanggaran, nilai tambah domestik, kepatuhan 

standar, kepercayaan mitra, dan manfaat bagi masyarakat. Pelajaran dari latihan, insiden, dan perubahan 

teknologi perlu mengubah rencana. Dengan demikian, strategi Indonesia menjadi proses adaptif yang 

menyatukan kedaulatan, kemakmuran, dan perdamaian. 

Kabel bawah laut dan pusat data. Sebagian besar arus data internasional bergerak melalui kabel bawah 

laut. Kerusakan, sabotase, konsentrasi rute, kepemilikan, landing stations, dan ketergantungan cloud 

membuat infrastruktur digital bagian dari keamanan maritim serta kebijakan industri. Langkah pertama 

ialah menyusun diagnosis yang membedakan ancaman, kerentanan, dan ketergantungan. Ancaman 

adalah aktor atau peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian; kerentanan adalah kelemahan internal; 

sedangkan ketergantungan menjadi berbahaya apabila terkonsentrasi, tidak transparan, atau tidak 

memiliki alternatif. Perbedaan ini mencegah setiap masalah diperlakukan sebagai permusuhan eksternal. 

Langkah kedua ialah memetakan aktor, kewenangan, aset, data, dan insentif. Pemerintah pusat tidak 

dapat bekerja sendiri karena pelabuhan, industri, pemerintah daerah, universitas, nelayan, operator 

telekomunikasi, dan komunitas memiliki informasi serta kapasitas yang tersebar. Mekanisme koordinasi 

harus memiliki mandat keputusan, bukan hanya forum pertukaran pandangan. Tanggung jawab, 

anggaran, dan indikator perlu dinyatakan sejak awal. 

Langkah ketiga adalah menyusun beberapa skenario: kompetisi terkendali, tekanan grey-zone, gangguan 

rantai pasok, krisis terbatas, dan konflik berkepanjangan. Setiap skenario diuji terhadap keselamatan 

warga, pangan, energi, devisa, industri, komunikasi, layanan publik, serta posisi diplomatik. Kebijakan 

yang robust dipilih karena tetap berguna dalam banyak skenario, bukan karena bergantung pada satu 

ramalan. 
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Langkah keempat ialah menyiapkan portofolio respons. Diplomasi mengurangi ketidakpastian dan 

membangun koalisi; hukum memperjelas klaim; pertahanan menaikkan biaya koersif; kebijakan industri 

mengurangi ketergantungan; cadangan dan redundansi menjaga kelangsungan layanan; sedangkan 

komunikasi publik mempertahankan kepercayaan. Seluruhnya harus proporsional agar tidak menciptakan 

eskalasi atau pemborosan. 

Langkah kelima ialah evaluasi. Indikator harus mencakup outcome, bukan hanya input: waktu respons, 

diversifikasi pemasok, tingkat kesiapan, kecelakaan, pelanggaran, nilai tambah domestik, kepatuhan 

standar, kepercayaan mitra, dan manfaat bagi masyarakat. Pelajaran dari latihan, insiden, dan perubahan 

teknologi perlu mengubah rencana. Dengan demikian, strategi Indonesia menjadi proses adaptif yang 

menyatukan kedaulatan, kemakmuran, dan perdamaian. 

ASEAN ketika anggota berbeda orientasi. Kedekatan ekonomi, ancaman, politik domestik, dan sejarah 

menghasilkan respons ASEAN yang beragam terhadap Tiongkok dan Amerika Serikat. Kepemimpinan 

Indonesia perlu membangun minimum common ground serta proyek yang memberi manfaat nyata, 

bukan menuntut keseragaman yang tidak realistis. Langkah pertama ialah menyusun diagnosis yang 

membedakan ancaman, kerentanan, dan ketergantungan. Ancaman adalah aktor atau peristiwa yang 

dapat menimbulkan kerugian; kerentanan adalah kelemahan internal; sedangkan ketergantungan 

menjadi berbahaya apabila terkonsentrasi, tidak transparan, atau tidak memiliki alternatif. Perbedaan ini 

mencegah setiap masalah diperlakukan sebagai permusuhan eksternal. 

Langkah kedua ialah memetakan aktor, kewenangan, aset, data, dan insentif. Pemerintah pusat tidak 

dapat bekerja sendiri karena pelabuhan, industri, pemerintah daerah, universitas, nelayan, operator 

telekomunikasi, dan komunitas memiliki informasi serta kapasitas yang tersebar. Mekanisme koordinasi 

harus memiliki mandat keputusan, bukan hanya forum pertukaran pandangan. Tanggung jawab, 

anggaran, dan indikator perlu dinyatakan sejak awal. 

Langkah ketiga adalah menyusun beberapa skenario: kompetisi terkendali, tekanan grey-zone, gangguan 

rantai pasok, krisis terbatas, dan konflik berkepanjangan. Setiap skenario diuji terhadap keselamatan 

warga, pangan, energi, devisa, industri, komunikasi, layanan publik, serta posisi diplomatik. Kebijakan 

yang robust dipilih karena tetap berguna dalam banyak skenario, bukan karena bergantung pada satu 

ramalan. 

Langkah keempat ialah menyiapkan portofolio respons. Diplomasi mengurangi ketidakpastian dan 

membangun koalisi; hukum memperjelas klaim; pertahanan menaikkan biaya koersif; kebijakan industri 

mengurangi ketergantungan; cadangan dan redundansi menjaga kelangsungan layanan; sedangkan 

komunikasi publik mempertahankan kepercayaan. Seluruhnya harus proporsional agar tidak menciptakan 

eskalasi atau pemborosan. 
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Langkah kelima ialah evaluasi. Indikator harus mencakup outcome, bukan hanya input: waktu respons, 

diversifikasi pemasok, tingkat kesiapan, kecelakaan, pelanggaran, nilai tambah domestik, kepatuhan 

standar, kepercayaan mitra, dan manfaat bagi masyarakat. Pelajaran dari latihan, insiden, dan perubahan 

teknologi perlu mengubah rencana. Dengan demikian, strategi Indonesia menjadi proses adaptif yang 

menyatukan kedaulatan, kemakmuran, dan perdamaian. 

AUKUS dan kawasan bebas senjata nuklir. Indonesia berkepentingan menjaga nonproliferasi, keselamatan 

nuklir, stabilitas, dan transparansi. Respons yang kredibel perlu membedakan propulsi nuklir dari senjata 

nuklir, menilai safeguards, serta menghindari retorika yang tidak diikuti diplomasi teknis. Langkah 

pertama ialah menyusun diagnosis yang membedakan ancaman, kerentanan, dan ketergantungan. 

Ancaman adalah aktor atau peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian; kerentanan adalah kelemahan 

internal; sedangkan ketergantungan menjadi berbahaya apabila terkonsentrasi, tidak transparan, atau 

tidak memiliki alternatif. Perbedaan ini mencegah setiap masalah diperlakukan sebagai permusuhan 

eksternal. 

Langkah kedua ialah memetakan aktor, kewenangan, aset, data, dan insentif. Pemerintah pusat tidak 

dapat bekerja sendiri karena pelabuhan, industri, pemerintah daerah, universitas, nelayan, operator 

telekomunikasi, dan komunitas memiliki informasi serta kapasitas yang tersebar. Mekanisme koordinasi 

harus memiliki mandat keputusan, bukan hanya forum pertukaran pandangan. Tanggung jawab, 

anggaran, dan indikator perlu dinyatakan sejak awal. 

Langkah ketiga adalah menyusun beberapa skenario: kompetisi terkendali, tekanan grey-zone, gangguan 

rantai pasok, krisis terbatas, dan konflik berkepanjangan. Setiap skenario diuji terhadap keselamatan 

warga, pangan, energi, devisa, industri, komunikasi, layanan publik, serta posisi diplomatik. Kebijakan 

yang robust dipilih karena tetap berguna dalam banyak skenario, bukan karena bergantung pada satu 

ramalan. 

Langkah keempat ialah menyiapkan portofolio respons. Diplomasi mengurangi ketidakpastian dan 

membangun koalisi; hukum memperjelas klaim; pertahanan menaikkan biaya koersif; kebijakan industri 

mengurangi ketergantungan; cadangan dan redundansi menjaga kelangsungan layanan; sedangkan 

komunikasi publik mempertahankan kepercayaan. Seluruhnya harus proporsional agar tidak menciptakan 

eskalasi atau pemborosan. 

Langkah kelima ialah evaluasi. Indikator harus mencakup outcome, bukan hanya input: waktu respons, 

diversifikasi pemasok, tingkat kesiapan, kecelakaan, pelanggaran, nilai tambah domestik, kepatuhan 

standar, kepercayaan mitra, dan manfaat bagi masyarakat. Pelajaran dari latihan, insiden, dan perubahan 

teknologi perlu mengubah rencana. Dengan demikian, strategi Indonesia menjadi proses adaptif yang 

menyatukan kedaulatan, kemakmuran, dan perdamaian. 
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Kepulauan Pasifik sebagai mitra, bukan halaman belakang. Hubungan Indonesia dengan Pasifik harus 

melampaui persaingan pengaruh. Konektivitas, pendidikan, perikanan, bencana, kesehatan, iklim, dan 

dialog budaya Melanesia memerlukan konsistensi serta sensitivitas politik. Langkah pertama ialah 

menyusun diagnosis yang membedakan ancaman, kerentanan, dan ketergantungan. Ancaman adalah 

aktor atau peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian; kerentanan adalah kelemahan internal; 

sedangkan ketergantungan menjadi berbahaya apabila terkonsentrasi, tidak transparan, atau tidak 

memiliki alternatif. Perbedaan ini mencegah setiap masalah diperlakukan sebagai permusuhan eksternal. 

Langkah kedua ialah memetakan aktor, kewenangan, aset, data, dan insentif. Pemerintah pusat tidak 

dapat bekerja sendiri karena pelabuhan, industri, pemerintah daerah, universitas, nelayan, operator 

telekomunikasi, dan komunitas memiliki informasi serta kapasitas yang tersebar. Mekanisme koordinasi 

harus memiliki mandat keputusan, bukan hanya forum pertukaran pandangan. Tanggung jawab, 

anggaran, dan indikator perlu dinyatakan sejak awal. 

Langkah ketiga adalah menyusun beberapa skenario: kompetisi terkendali, tekanan grey-zone, gangguan 

rantai pasok, krisis terbatas, dan konflik berkepanjangan. Setiap skenario diuji terhadap keselamatan 

warga, pangan, energi, devisa, industri, komunikasi, layanan publik, serta posisi diplomatik. Kebijakan 

yang robust dipilih karena tetap berguna dalam banyak skenario, bukan karena bergantung pada satu 

ramalan. 

Langkah keempat ialah menyiapkan portofolio respons. Diplomasi mengurangi ketidakpastian dan 

membangun koalisi; hukum memperjelas klaim; pertahanan menaikkan biaya koersif; kebijakan industri 

mengurangi ketergantungan; cadangan dan redundansi menjaga kelangsungan layanan; sedangkan 

komunikasi publik mempertahankan kepercayaan. Seluruhnya harus proporsional agar tidak menciptakan 

eskalasi atau pemborosan. 

Langkah kelima ialah evaluasi. Indikator harus mencakup outcome, bukan hanya input: waktu respons, 

diversifikasi pemasok, tingkat kesiapan, kecelakaan, pelanggaran, nilai tambah domestik, kepatuhan 

standar, kepercayaan mitra, dan manfaat bagi masyarakat. Pelajaran dari latihan, insiden, dan perubahan 

teknologi perlu mengubah rencana. Dengan demikian, strategi Indonesia menjadi proses adaptif yang 

menyatukan kedaulatan, kemakmuran, dan perdamaian. 

Skenario krisis Taiwan. Gangguan di Selat Taiwan dapat memukul perdagangan, semikonduktor, asuransi, 

energi, pelayaran, dan warga Indonesia. Perencanaan kontinjensi memerlukan pemetaan 

ketergantungan, jalur alternatif, stok kritis, evakuasi, komunikasi publik, dan koordinasi dengan mitra 

tanpa memprediksi perang sebagai kepastian. Langkah pertama ialah menyusun diagnosis yang 

membedakan ancaman, kerentanan, dan ketergantungan. Ancaman adalah aktor atau peristiwa yang 

dapat menimbulkan kerugian; kerentanan adalah kelemahan internal; sedangkan ketergantungan 
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menjadi berbahaya apabila terkonsentrasi, tidak transparan, atau tidak memiliki alternatif. Perbedaan ini 

mencegah setiap masalah diperlakukan sebagai permusuhan eksternal. 

Langkah kedua ialah memetakan aktor, kewenangan, aset, data, dan insentif. Pemerintah pusat tidak 

dapat bekerja sendiri karena pelabuhan, industri, pemerintah daerah, universitas, nelayan, operator 

telekomunikasi, dan komunitas memiliki informasi serta kapasitas yang tersebar. Mekanisme koordinasi 

harus memiliki mandat keputusan, bukan hanya forum pertukaran pandangan. Tanggung jawab, 

anggaran, dan indikator perlu dinyatakan sejak awal. 

Langkah ketiga adalah menyusun beberapa skenario: kompetisi terkendali, tekanan grey-zone, gangguan 

rantai pasok, krisis terbatas, dan konflik berkepanjangan. Setiap skenario diuji terhadap keselamatan 

warga, pangan, energi, devisa, industri, komunikasi, layanan publik, serta posisi diplomatik. Kebijakan 

yang robust dipilih karena tetap berguna dalam banyak skenario, bukan karena bergantung pada satu 

ramalan. 

Langkah keempat ialah menyiapkan portofolio respons. Diplomasi mengurangi ketidakpastian dan 

membangun koalisi; hukum memperjelas klaim; pertahanan menaikkan biaya koersif; kebijakan industri 

mengurangi ketergantungan; cadangan dan redundansi menjaga kelangsungan layanan; sedangkan 

komunikasi publik mempertahankan kepercayaan. Seluruhnya harus proporsional agar tidak menciptakan 

eskalasi atau pemborosan. 

Langkah kelima ialah evaluasi. Indikator harus mencakup outcome, bukan hanya input: waktu respons, 

diversifikasi pemasok, tingkat kesiapan, kecelakaan, pelanggaran, nilai tambah domestik, kepatuhan 

standar, kepercayaan mitra, dan manfaat bagi masyarakat. Pelajaran dari latihan, insiden, dan perubahan 

teknologi perlu mengubah rencana. Dengan demikian, strategi Indonesia menjadi proses adaptif yang 

menyatukan kedaulatan, kemakmuran, dan perdamaian. 

BRICS, OECD, dan multi-alignment. Keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum dapat memperluas 

pilihan bila didasarkan pada agenda nasional. Risikonya adalah pesan yang kabur atau komitmen yang 

saling bertentangan. Diplomasi bebas aktif memerlukan kejelasan isu, bukan jarak yang sama terhadap 

semua pihak. Langkah pertama ialah menyusun diagnosis yang membedakan ancaman, kerentanan, dan 

ketergantungan. Ancaman adalah aktor atau peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian; kerentanan 

adalah kelemahan internal; sedangkan ketergantungan menjadi berbahaya apabila terkonsentrasi, tidak 

transparan, atau tidak memiliki alternatif. Perbedaan ini mencegah setiap masalah diperlakukan sebagai 

permusuhan eksternal. 

Langkah kedua ialah memetakan aktor, kewenangan, aset, data, dan insentif. Pemerintah pusat tidak 

dapat bekerja sendiri karena pelabuhan, industri, pemerintah daerah, universitas, nelayan, operator 

telekomunikasi, dan komunitas memiliki informasi serta kapasitas yang tersebar. Mekanisme koordinasi 
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harus memiliki mandat keputusan, bukan hanya forum pertukaran pandangan. Tanggung jawab, 

anggaran, dan indikator perlu dinyatakan sejak awal. 

Langkah ketiga adalah menyusun beberapa skenario: kompetisi terkendali, tekanan grey-zone, gangguan 

rantai pasok, krisis terbatas, dan konflik berkepanjangan. Setiap skenario diuji terhadap keselamatan 

warga, pangan, energi, devisa, industri, komunikasi, layanan publik, serta posisi diplomatik. Kebijakan 

yang robust dipilih karena tetap berguna dalam banyak skenario, bukan karena bergantung pada satu 

ramalan. 

Langkah keempat ialah menyiapkan portofolio respons. Diplomasi mengurangi ketidakpastian dan 

membangun koalisi; hukum memperjelas klaim; pertahanan menaikkan biaya koersif; kebijakan industri 

mengurangi ketergantungan; cadangan dan redundansi menjaga kelangsungan layanan; sedangkan 

komunikasi publik mempertahankan kepercayaan. Seluruhnya harus proporsional agar tidak menciptakan 

eskalasi atau pemborosan. 

Langkah kelima ialah evaluasi. Indikator harus mencakup outcome, bukan hanya input: waktu respons, 

diversifikasi pemasok, tingkat kesiapan, kecelakaan, pelanggaran, nilai tambah domestik, kepatuhan 

standar, kepercayaan mitra, dan manfaat bagi masyarakat. Pelajaran dari latihan, insiden, dan perubahan 

teknologi perlu mengubah rencana. Dengan demikian, strategi Indonesia menjadi proses adaptif yang 

menyatukan kedaulatan, kemakmuran, dan perdamaian. 

Pertahanan pulau dan ketahanan masyarakat. Pangkalan, radar, kapal, dan rudal penting, tetapi 

deterrence nasional juga bertumpu pada pelabuhan, energi, komunikasi, industri perawatan, logistik 

antarpulau, tenaga kesehatan, pangan, serta kepercayaan masyarakat. Langkah pertama ialah menyusun 

diagnosis yang membedakan ancaman, kerentanan, dan ketergantungan. Ancaman adalah aktor atau 

peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian; kerentanan adalah kelemahan internal; sedangkan 

ketergantungan menjadi berbahaya apabila terkonsentrasi, tidak transparan, atau tidak memiliki 

alternatif. Perbedaan ini mencegah setiap masalah diperlakukan sebagai permusuhan eksternal. 

Langkah kedua ialah memetakan aktor, kewenangan, aset, data, dan insentif. Pemerintah pusat tidak 

dapat bekerja sendiri karena pelabuhan, industri, pemerintah daerah, universitas, nelayan, operator 

telekomunikasi, dan komunitas memiliki informasi serta kapasitas yang tersebar. Mekanisme koordinasi 

harus memiliki mandat keputusan, bukan hanya forum pertukaran pandangan. Tanggung jawab, 

anggaran, dan indikator perlu dinyatakan sejak awal. 

Langkah ketiga adalah menyusun beberapa skenario: kompetisi terkendali, tekanan grey-zone, gangguan 

rantai pasok, krisis terbatas, dan konflik berkepanjangan. Setiap skenario diuji terhadap keselamatan 

warga, pangan, energi, devisa, industri, komunikasi, layanan publik, serta posisi diplomatik. Kebijakan 
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yang robust dipilih karena tetap berguna dalam banyak skenario, bukan karena bergantung pada satu 

ramalan. 

Langkah keempat ialah menyiapkan portofolio respons. Diplomasi mengurangi ketidakpastian dan 

membangun koalisi; hukum memperjelas klaim; pertahanan menaikkan biaya koersif; kebijakan industri 

mengurangi ketergantungan; cadangan dan redundansi menjaga kelangsungan layanan; sedangkan 

komunikasi publik mempertahankan kepercayaan. Seluruhnya harus proporsional agar tidak menciptakan 

eskalasi atau pemborosan. 

Langkah kelima ialah evaluasi. Indikator harus mencakup outcome, bukan hanya input: waktu respons, 

diversifikasi pemasok, tingkat kesiapan, kecelakaan, pelanggaran, nilai tambah domestik, kepatuhan 

standar, kepercayaan mitra, dan manfaat bagi masyarakat. Pelajaran dari latihan, insiden, dan perubahan 

teknologi perlu mengubah rencana. Dengan demikian, strategi Indonesia menjadi proses adaptif yang 

menyatukan kedaulatan, kemakmuran, dan perdamaian. 

Natuna Utara: yurisdiksi tanpa provokasi. Indonesia bukan pengklaim kepulauan dalam sengketa Laut Cina 

Selatan, tetapi memiliki hak berdaulat di zona ekonomi eksklusif berdasarkan UNCLOS. Tantangannya 

adalah menjaga konsistensi hukum, kehadiran, keselamatan nelayan, komunikasi diplomatik, dan 

pengendalian eskalasi. Langkah pertama ialah menyusun diagnosis yang membedakan ancaman, 

kerentanan, dan ketergantungan. Ancaman adalah aktor atau peristiwa yang dapat menimbulkan 

kerugian; kerentanan adalah kelemahan internal; sedangkan ketergantungan menjadi berbahaya apabila 

terkonsentrasi, tidak transparan, atau tidak memiliki alternatif. Perbedaan ini mencegah setiap masalah 

diperlakukan sebagai permusuhan eksternal. 

Langkah kedua ialah memetakan aktor, kewenangan, aset, data, dan insentif. Pemerintah pusat tidak 

dapat bekerja sendiri karena pelabuhan, industri, pemerintah daerah, universitas, nelayan, operator 

telekomunikasi, dan komunitas memiliki informasi serta kapasitas yang tersebar. Mekanisme koordinasi 

harus memiliki mandat keputusan, bukan hanya forum pertukaran pandangan. Tanggung jawab, 

anggaran, dan indikator perlu dinyatakan sejak awal. 

Langkah ketiga adalah menyusun beberapa skenario: kompetisi terkendali, tekanan grey-zone, gangguan 

rantai pasok, krisis terbatas, dan konflik berkepanjangan. Setiap skenario diuji terhadap keselamatan 

warga, pangan, energi, devisa, industri, komunikasi, layanan publik, serta posisi diplomatik. Kebijakan 

yang robust dipilih karena tetap berguna dalam banyak skenario, bukan karena bergantung pada satu 

ramalan. 

Langkah keempat ialah menyiapkan portofolio respons. Diplomasi mengurangi ketidakpastian dan 

membangun koalisi; hukum memperjelas klaim; pertahanan menaikkan biaya koersif; kebijakan industri 

mengurangi ketergantungan; cadangan dan redundansi menjaga kelangsungan layanan; sedangkan 
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komunikasi publik mempertahankan kepercayaan. Seluruhnya harus proporsional agar tidak menciptakan 

eskalasi atau pemborosan. 

Langkah kelima ialah evaluasi. Indikator harus mencakup outcome, bukan hanya input: waktu respons, 

diversifikasi pemasok, tingkat kesiapan, kecelakaan, pelanggaran, nilai tambah domestik, kepatuhan 

standar, kepercayaan mitra, dan manfaat bagi masyarakat. Pelajaran dari latihan, insiden, dan perubahan 

teknologi perlu mengubah rencana. Dengan demikian, strategi Indonesia menjadi proses adaptif yang 

menyatukan kedaulatan, kemakmuran, dan perdamaian. 

Selat Malaka dan alternatif chokepoint. Kepadatan pelayaran, kecelakaan, pencemaran, piracy, digitalisasi 

pelabuhan, serta kompetisi konektivitas menunjukkan bahwa chokepoint bukan hanya jalur perang. 

Reputasi Indonesia bergantung pada keselamatan, efisiensi, penegakan, SAR, dan perlindungan 

lingkungan. Langkah pertama ialah menyusun diagnosis yang membedakan ancaman, kerentanan, dan 

ketergantungan. Ancaman adalah aktor atau peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian; kerentanan 

adalah kelemahan internal; sedangkan ketergantungan menjadi berbahaya apabila terkonsentrasi, tidak 

transparan, atau tidak memiliki alternatif. Perbedaan ini mencegah setiap masalah diperlakukan sebagai 

permusuhan eksternal. 

Langkah kedua ialah memetakan aktor, kewenangan, aset, data, dan insentif. Pemerintah pusat tidak 

dapat bekerja sendiri karena pelabuhan, industri, pemerintah daerah, universitas, nelayan, operator 

telekomunikasi, dan komunitas memiliki informasi serta kapasitas yang tersebar. Mekanisme koordinasi 

harus memiliki mandat keputusan, bukan hanya forum pertukaran pandangan. Tanggung jawab, 

anggaran, dan indikator perlu dinyatakan sejak awal. 

Langkah ketiga adalah menyusun beberapa skenario: kompetisi terkendali, tekanan grey-zone, gangguan 

rantai pasok, krisis terbatas, dan konflik berkepanjangan. Setiap skenario diuji terhadap keselamatan 

warga, pangan, energi, devisa, industri, komunikasi, layanan publik, serta posisi diplomatik. Kebijakan 

yang robust dipilih karena tetap berguna dalam banyak skenario, bukan karena bergantung pada satu 

ramalan. 

Langkah keempat ialah menyiapkan portofolio respons. Diplomasi mengurangi ketidakpastian dan 

membangun koalisi; hukum memperjelas klaim; pertahanan menaikkan biaya koersif; kebijakan industri 

mengurangi ketergantungan; cadangan dan redundansi menjaga kelangsungan layanan; sedangkan 

komunikasi publik mempertahankan kepercayaan. Seluruhnya harus proporsional agar tidak menciptakan 

eskalasi atau pemborosan. 

Langkah kelima ialah evaluasi. Indikator harus mencakup outcome, bukan hanya input: waktu respons, 

diversifikasi pemasok, tingkat kesiapan, kecelakaan, pelanggaran, nilai tambah domestik, kepatuhan 

standar, kepercayaan mitra, dan manfaat bagi masyarakat. Pelajaran dari latihan, insiden, dan perubahan 
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teknologi perlu mengubah rencana. Dengan demikian, strategi Indonesia menjadi proses adaptif yang 

menyatukan kedaulatan, kemakmuran, dan perdamaian. 

Hilirisasi nikel dalam geoeconomics. Permintaan baterai memberi peluang, tetapi ketergantungan modal, 

teknologi, pasar, energi, dan standar dapat membatasi kedaulatan. Nilai strategis muncul bila hilirisasi 

membangun inovasi, tenaga terampil, diversifikasi investor, daur ulang, dan tata kelola ekologis. Langkah 

pertama ialah menyusun diagnosis yang membedakan ancaman, kerentanan, dan ketergantungan. 

Ancaman adalah aktor atau peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian; kerentanan adalah kelemahan 

internal; sedangkan ketergantungan menjadi berbahaya apabila terkonsentrasi, tidak transparan, atau 

tidak memiliki alternatif. Perbedaan ini mencegah setiap masalah diperlakukan sebagai permusuhan 

eksternal. 

Langkah kedua ialah memetakan aktor, kewenangan, aset, data, dan insentif. Pemerintah pusat tidak 

dapat bekerja sendiri karena pelabuhan, industri, pemerintah daerah, universitas, nelayan, operator 

telekomunikasi, dan komunitas memiliki informasi serta kapasitas yang tersebar. Mekanisme koordinasi 

harus memiliki mandat keputusan, bukan hanya forum pertukaran pandangan. Tanggung jawab, 

anggaran, dan indikator perlu dinyatakan sejak awal. 

Langkah ketiga adalah menyusun beberapa skenario: kompetisi terkendali, tekanan grey-zone, gangguan 

rantai pasok, krisis terbatas, dan konflik berkepanjangan. Setiap skenario diuji terhadap keselamatan 

warga, pangan, energi, devisa, industri, komunikasi, layanan publik, serta posisi diplomatik. Kebijakan 

yang robust dipilih karena tetap berguna dalam banyak skenario, bukan karena bergantung pada satu 

ramalan. 

Langkah keempat ialah menyiapkan portofolio respons. Diplomasi mengurangi ketidakpastian dan 

membangun koalisi; hukum memperjelas klaim; pertahanan menaikkan biaya koersif; kebijakan industri 

mengurangi ketergantungan; cadangan dan redundansi menjaga kelangsungan layanan; sedangkan 

komunikasi publik mempertahankan kepercayaan. Seluruhnya harus proporsional agar tidak menciptakan 

eskalasi atau pemborosan. 

Langkah kelima ialah evaluasi. Indikator harus mencakup outcome, bukan hanya input: waktu respons, 

diversifikasi pemasok, tingkat kesiapan, kecelakaan, pelanggaran, nilai tambah domestik, kepatuhan 

standar, kepercayaan mitra, dan manfaat bagi masyarakat. Pelajaran dari latihan, insiden, dan perubahan 

teknologi perlu mengubah rencana. Dengan demikian, strategi Indonesia menjadi proses adaptif yang 

menyatukan kedaulatan, kemakmuran, dan perdamaian. 

Kabel bawah laut dan pusat data. Sebagian besar arus data internasional bergerak melalui kabel bawah 

laut. Kerusakan, sabotase, konsentrasi rute, kepemilikan, landing stations, dan ketergantungan cloud 

membuat infrastruktur digital bagian dari keamanan maritim serta kebijakan industri. Langkah pertama 



Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD  |  Geopolitik Indo-Pasifik 

Halaman 49 

ialah menyusun diagnosis yang membedakan ancaman, kerentanan, dan ketergantungan. Ancaman 

adalah aktor atau peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian; kerentanan adalah kelemahan internal; 

sedangkan ketergantungan menjadi berbahaya apabila terkonsentrasi, tidak transparan, atau tidak 

memiliki alternatif. Perbedaan ini mencegah setiap masalah diperlakukan sebagai permusuhan eksternal. 

Langkah kedua ialah memetakan aktor, kewenangan, aset, data, dan insentif. Pemerintah pusat tidak 

dapat bekerja sendiri karena pelabuhan, industri, pemerintah daerah, universitas, nelayan, operator 

telekomunikasi, dan komunitas memiliki informasi serta kapasitas yang tersebar. Mekanisme koordinasi 

harus memiliki mandat keputusan, bukan hanya forum pertukaran pandangan. Tanggung jawab, 

anggaran, dan indikator perlu dinyatakan sejak awal. 

Langkah ketiga adalah menyusun beberapa skenario: kompetisi terkendali, tekanan grey-zone, gangguan 

rantai pasok, krisis terbatas, dan konflik berkepanjangan. Setiap skenario diuji terhadap keselamatan 

warga, pangan, energi, devisa, industri, komunikasi, layanan publik, serta posisi diplomatik. Kebijakan 

yang robust dipilih karena tetap berguna dalam banyak skenario, bukan karena bergantung pada satu 

ramalan. 

Langkah keempat ialah menyiapkan portofolio respons. Diplomasi mengurangi ketidakpastian dan 

membangun koalisi; hukum memperjelas klaim; pertahanan menaikkan biaya koersif; kebijakan industri 

mengurangi ketergantungan; cadangan dan redundansi menjaga kelangsungan layanan; sedangkan 

komunikasi publik mempertahankan kepercayaan. Seluruhnya harus proporsional agar tidak menciptakan 

eskalasi atau pemborosan. 

Langkah kelima ialah evaluasi. Indikator harus mencakup outcome, bukan hanya input: waktu respons, 

diversifikasi pemasok, tingkat kesiapan, kecelakaan, pelanggaran, nilai tambah domestik, kepatuhan 

standar, kepercayaan mitra, dan manfaat bagi masyarakat. Pelajaran dari latihan, insiden, dan perubahan 

teknologi perlu mengubah rencana. Dengan demikian, strategi Indonesia menjadi proses adaptif yang 

menyatukan kedaulatan, kemakmuran, dan perdamaian. 

ASEAN ketika anggota berbeda orientasi. Kedekatan ekonomi, ancaman, politik domestik, dan sejarah 

menghasilkan respons ASEAN yang beragam terhadap Tiongkok dan Amerika Serikat. Kepemimpinan 

Indonesia perlu membangun minimum common ground serta proyek yang memberi manfaat nyata, 

bukan menuntut keseragaman yang tidak realistis. Langkah pertama ialah menyusun diagnosis yang 

membedakan ancaman, kerentanan, dan ketergantungan. Ancaman adalah aktor atau peristiwa yang 

dapat menimbulkan kerugian; kerentanan adalah kelemahan internal; sedangkan ketergantungan 

menjadi berbahaya apabila terkonsentrasi, tidak transparan, atau tidak memiliki alternatif. Perbedaan ini 

mencegah setiap masalah diperlakukan sebagai permusuhan eksternal. 
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Langkah kedua ialah memetakan aktor, kewenangan, aset, data, dan insentif. Pemerintah pusat tidak 

dapat bekerja sendiri karena pelabuhan, industri, pemerintah daerah, universitas, nelayan, operator 

telekomunikasi, dan komunitas memiliki informasi serta kapasitas yang tersebar. Mekanisme koordinasi 

harus memiliki mandat keputusan, bukan hanya forum pertukaran pandangan. Tanggung jawab, 

anggaran, dan indikator perlu dinyatakan sejak awal. 

Langkah ketiga adalah menyusun beberapa skenario: kompetisi terkendali, tekanan grey-zone, gangguan 

rantai pasok, krisis terbatas, dan konflik berkepanjangan. Setiap skenario diuji terhadap keselamatan 

warga, pangan, energi, devisa, industri, komunikasi, layanan publik, serta posisi diplomatik. Kebijakan 

yang robust dipilih karena tetap berguna dalam banyak skenario, bukan karena bergantung pada satu 

ramalan. 

Langkah keempat ialah menyiapkan portofolio respons. Diplomasi mengurangi ketidakpastian dan 

membangun koalisi; hukum memperjelas klaim; pertahanan menaikkan biaya koersif; kebijakan industri 

mengurangi ketergantungan; cadangan dan redundansi menjaga kelangsungan layanan; sedangkan 

komunikasi publik mempertahankan kepercayaan. Seluruhnya harus proporsional agar tidak menciptakan 

eskalasi atau pemborosan. 

Langkah kelima ialah evaluasi. Indikator harus mencakup outcome, bukan hanya input: waktu respons, 

diversifikasi pemasok, tingkat kesiapan, kecelakaan, pelanggaran, nilai tambah domestik, kepatuhan 

standar, kepercayaan mitra, dan manfaat bagi masyarakat. Pelajaran dari latihan, insiden, dan perubahan 

teknologi perlu mengubah rencana. Dengan demikian, strategi Indonesia menjadi proses adaptif yang 

menyatukan kedaulatan, kemakmuran, dan perdamaian. 

AUKUS dan kawasan bebas senjata nuklir. Indonesia berkepentingan menjaga nonproliferasi, keselamatan 

nuklir, stabilitas, dan transparansi. Respons yang kredibel perlu membedakan propulsi nuklir dari senjata 

nuklir, menilai safeguards, serta menghindari retorika yang tidak diikuti diplomasi teknis. Langkah 

pertama ialah menyusun diagnosis yang membedakan ancaman, kerentanan, dan ketergantungan. 

Ancaman adalah aktor atau peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian; kerentanan adalah kelemahan 

internal; sedangkan ketergantungan menjadi berbahaya apabila terkonsentrasi, tidak transparan, atau 

tidak memiliki alternatif. Perbedaan ini mencegah setiap masalah diperlakukan sebagai permusuhan 

eksternal. 

Langkah kedua ialah memetakan aktor, kewenangan, aset, data, dan insentif. Pemerintah pusat tidak 

dapat bekerja sendiri karena pelabuhan, industri, pemerintah daerah, universitas, nelayan, operator 

telekomunikasi, dan komunitas memiliki informasi serta kapasitas yang tersebar. Mekanisme koordinasi 

harus memiliki mandat keputusan, bukan hanya forum pertukaran pandangan. Tanggung jawab, 

anggaran, dan indikator perlu dinyatakan sejak awal. 
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Langkah ketiga adalah menyusun beberapa skenario: kompetisi terkendali, tekanan grey-zone, gangguan 

rantai pasok, krisis terbatas, dan konflik berkepanjangan. Setiap skenario diuji terhadap keselamatan 

warga, pangan, energi, devisa, industri, komunikasi, layanan publik, serta posisi diplomatik. Kebijakan 

yang robust dipilih karena tetap berguna dalam banyak skenario, bukan karena bergantung pada satu 

ramalan. 

Langkah keempat ialah menyiapkan portofolio respons. Diplomasi mengurangi ketidakpastian dan 

membangun koalisi; hukum memperjelas klaim; pertahanan menaikkan biaya koersif; kebijakan industri 

mengurangi ketergantungan; cadangan dan redundansi menjaga kelangsungan layanan; sedangkan 

komunikasi publik mempertahankan kepercayaan. Seluruhnya harus proporsional agar tidak menciptakan 

eskalasi atau pemborosan. 

Langkah kelima ialah evaluasi. Indikator harus mencakup outcome, bukan hanya input: waktu respons, 

diversifikasi pemasok, tingkat kesiapan, kecelakaan, pelanggaran, nilai tambah domestik, kepatuhan 

standar, kepercayaan mitra, dan manfaat bagi masyarakat. Pelajaran dari latihan, insiden, dan perubahan 

teknologi perlu mengubah rencana. Dengan demikian, strategi Indonesia menjadi proses adaptif yang 

menyatukan kedaulatan, kemakmuran, dan perdamaian. 

Kepulauan Pasifik sebagai mitra, bukan halaman belakang. Hubungan Indonesia dengan Pasifik harus 

melampaui persaingan pengaruh. Konektivitas, pendidikan, perikanan, bencana, kesehatan, iklim, dan 

dialog budaya Melanesia memerlukan konsistensi serta sensitivitas politik. Langkah pertama ialah 

menyusun diagnosis yang membedakan ancaman, kerentanan, dan ketergantungan. Ancaman adalah 

aktor atau peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian; kerentanan adalah kelemahan internal; 

sedangkan ketergantungan menjadi berbahaya apabila terkonsentrasi, tidak transparan, atau tidak 

memiliki alternatif. Perbedaan ini mencegah setiap masalah diperlakukan sebagai permusuhan eksternal. 

Langkah kedua ialah memetakan aktor, kewenangan, aset, data, dan insentif. Pemerintah pusat tidak 

dapat bekerja sendiri karena pelabuhan, industri, pemerintah daerah, universitas, nelayan, operator 

telekomunikasi, dan komunitas memiliki informasi serta kapasitas yang tersebar. Mekanisme koordinasi 

harus memiliki mandat keputusan, bukan hanya forum pertukaran pandangan. Tanggung jawab, 

anggaran, dan indikator perlu dinyatakan sejak awal. 

Langkah ketiga adalah menyusun beberapa skenario: kompetisi terkendali, tekanan grey-zone, gangguan 

rantai pasok, krisis terbatas, dan konflik berkepanjangan. Setiap skenario diuji terhadap keselamatan 

warga, pangan, energi, devisa, industri, komunikasi, layanan publik, serta posisi diplomatik. Kebijakan 

yang robust dipilih karena tetap berguna dalam banyak skenario, bukan karena bergantung pada satu 

ramalan. 
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Langkah keempat ialah menyiapkan portofolio respons. Diplomasi mengurangi ketidakpastian dan 

membangun koalisi; hukum memperjelas klaim; pertahanan menaikkan biaya koersif; kebijakan industri 

mengurangi ketergantungan; cadangan dan redundansi menjaga kelangsungan layanan; sedangkan 

komunikasi publik mempertahankan kepercayaan. Seluruhnya harus proporsional agar tidak menciptakan 

eskalasi atau pemborosan. 

Langkah kelima ialah evaluasi. Indikator harus mencakup outcome, bukan hanya input: waktu respons, 

diversifikasi pemasok, tingkat kesiapan, kecelakaan, pelanggaran, nilai tambah domestik, kepatuhan 

standar, kepercayaan mitra, dan manfaat bagi masyarakat. Pelajaran dari latihan, insiden, dan perubahan 

teknologi perlu mengubah rencana. Dengan demikian, strategi Indonesia menjadi proses adaptif yang 

menyatukan kedaulatan, kemakmuran, dan perdamaian. 

Skenario krisis Taiwan. Gangguan di Selat Taiwan dapat memukul perdagangan, semikonduktor, asuransi, 

energi, pelayaran, dan warga Indonesia. Perencanaan kontinjensi memerlukan pemetaan 

ketergantungan, jalur alternatif, stok kritis, evakuasi, komunikasi publik, dan koordinasi dengan mitra 

tanpa memprediksi perang sebagai kepastian. Langkah pertama ialah menyusun diagnosis yang 

membedakan ancaman, kerentanan, dan ketergantungan. Ancaman adalah aktor atau peristiwa yang 

dapat menimbulkan kerugian; kerentanan adalah kelemahan internal; sedangkan ketergantungan 

menjadi berbahaya apabila terkonsentrasi, tidak transparan, atau tidak memiliki alternatif. Perbedaan ini 

mencegah setiap masalah diperlakukan sebagai permusuhan eksternal. 

Langkah kedua ialah memetakan aktor, kewenangan, aset, data, dan insentif. Pemerintah pusat tidak 

dapat bekerja sendiri karena pelabuhan, industri, pemerintah daerah, universitas, nelayan, operator 

telekomunikasi, dan komunitas memiliki informasi serta kapasitas yang tersebar. Mekanisme koordinasi 

harus memiliki mandat keputusan, bukan hanya forum pertukaran pandangan. Tanggung jawab, 

anggaran, dan indikator perlu dinyatakan sejak awal. 

Langkah ketiga adalah menyusun beberapa skenario: kompetisi terkendali, tekanan grey-zone, gangguan 

rantai pasok, krisis terbatas, dan konflik berkepanjangan. Setiap skenario diuji terhadap keselamatan 

warga, pangan, energi, devisa, industri, komunikasi, layanan publik, serta posisi diplomatik. Kebijakan 

yang robust dipilih karena tetap berguna dalam banyak skenario, bukan karena bergantung pada satu 

ramalan. 

Langkah keempat ialah menyiapkan portofolio respons. Diplomasi mengurangi ketidakpastian dan 

membangun koalisi; hukum memperjelas klaim; pertahanan menaikkan biaya koersif; kebijakan industri 

mengurangi ketergantungan; cadangan dan redundansi menjaga kelangsungan layanan; sedangkan 

komunikasi publik mempertahankan kepercayaan. Seluruhnya harus proporsional agar tidak menciptakan 

eskalasi atau pemborosan. 
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Langkah kelima ialah evaluasi. Indikator harus mencakup outcome, bukan hanya input: waktu respons, 

diversifikasi pemasok, tingkat kesiapan, kecelakaan, pelanggaran, nilai tambah domestik, kepatuhan 

standar, kepercayaan mitra, dan manfaat bagi masyarakat. Pelajaran dari latihan, insiden, dan perubahan 

teknologi perlu mengubah rencana. Dengan demikian, strategi Indonesia menjadi proses adaptif yang 

menyatukan kedaulatan, kemakmuran, dan perdamaian. 

BRICS, OECD, dan multi-alignment. Keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum dapat memperluas 

pilihan bila didasarkan pada agenda nasional. Risikonya adalah pesan yang kabur atau komitmen yang 

saling bertentangan. Diplomasi bebas aktif memerlukan kejelasan isu, bukan jarak yang sama terhadap 

semua pihak. Langkah pertama ialah menyusun diagnosis yang membedakan ancaman, kerentanan, dan 

ketergantungan. Ancaman adalah aktor atau peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian; kerentanan 

adalah kelemahan internal; sedangkan ketergantungan menjadi berbahaya apabila terkonsentrasi, tidak 

transparan, atau tidak memiliki alternatif. Perbedaan ini mencegah setiap masalah diperlakukan sebagai 

permusuhan eksternal. 

Langkah kedua ialah memetakan aktor, kewenangan, aset, data, dan insentif. Pemerintah pusat tidak 

dapat bekerja sendiri karena pelabuhan, industri, pemerintah daerah, universitas, nelayan, operator 

telekomunikasi, dan komunitas memiliki informasi serta kapasitas yang tersebar. Mekanisme koordinasi 

harus memiliki mandat keputusan, bukan hanya forum pertukaran pandangan. Tanggung jawab, 

anggaran, dan indikator perlu dinyatakan sejak awal. 

Langkah ketiga adalah menyusun beberapa skenario: kompetisi terkendali, tekanan grey-zone, gangguan 

rantai pasok, krisis terbatas, dan konflik berkepanjangan. Setiap skenario diuji terhadap keselamatan 

warga, pangan, energi, devisa, industri, komunikasi, layanan publik, serta posisi diplomatik. Kebijakan 

yang robust dipilih karena tetap berguna dalam banyak skenario, bukan karena bergantung pada satu 

ramalan. 

Langkah keempat ialah menyiapkan portofolio respons. Diplomasi mengurangi ketidakpastian dan 

membangun koalisi; hukum memperjelas klaim; pertahanan menaikkan biaya koersif; kebijakan industri 

mengurangi ketergantungan; cadangan dan redundansi menjaga kelangsungan layanan; sedangkan 

komunikasi publik mempertahankan kepercayaan. Seluruhnya harus proporsional agar tidak menciptakan 

eskalasi atau pemborosan. 

Langkah kelima ialah evaluasi. Indikator harus mencakup outcome, bukan hanya input: waktu respons, 

diversifikasi pemasok, tingkat kesiapan, kecelakaan, pelanggaran, nilai tambah domestik, kepatuhan 

standar, kepercayaan mitra, dan manfaat bagi masyarakat. Pelajaran dari latihan, insiden, dan perubahan 

teknologi perlu mengubah rencana. Dengan demikian, strategi Indonesia menjadi proses adaptif yang 

menyatukan kedaulatan, kemakmuran, dan perdamaian. 
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Pertahanan pulau dan ketahanan masyarakat. Pangkalan, radar, kapal, dan rudal penting, tetapi 

deterrence nasional juga bertumpu pada pelabuhan, energi, komunikasi, industri perawatan, logistik 

antarpulau, tenaga kesehatan, pangan, serta kepercayaan masyarakat. Langkah pertama ialah menyusun 

diagnosis yang membedakan ancaman, kerentanan, dan ketergantungan. Ancaman adalah aktor atau 

peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian; kerentanan adalah kelemahan internal; sedangkan 

ketergantungan menjadi berbahaya apabila terkonsentrasi, tidak transparan, atau tidak memiliki 

alternatif. Perbedaan ini mencegah setiap masalah diperlakukan sebagai permusuhan eksternal. 

Langkah kedua ialah memetakan aktor, kewenangan, aset, data, dan insentif. Pemerintah pusat tidak 

dapat bekerja sendiri karena pelabuhan, industri, pemerintah daerah, universitas, nelayan, operator 

telekomunikasi, dan komunitas memiliki informasi serta kapasitas yang tersebar. Mekanisme koordinasi 

harus memiliki mandat keputusan, bukan hanya forum pertukaran pandangan. Tanggung jawab, 

anggaran, dan indikator perlu dinyatakan sejak awal. 

Langkah ketiga adalah menyusun beberapa skenario: kompetisi terkendali, tekanan grey-zone, gangguan 

rantai pasok, krisis terbatas, dan konflik berkepanjangan. Setiap skenario diuji terhadap keselamatan 

warga, pangan, energi, devisa, industri, komunikasi, layanan publik, serta posisi diplomatik. Kebijakan 

yang robust dipilih karena tetap berguna dalam banyak skenario, bukan karena bergantung pada satu 

ramalan. 

Langkah keempat ialah menyiapkan portofolio respons. Diplomasi mengurangi ketidakpastian dan 

membangun koalisi; hukum memperjelas klaim; pertahanan menaikkan biaya koersif; kebijakan industri 

mengurangi ketergantungan; cadangan dan redundansi menjaga kelangsungan layanan; sedangkan 

komunikasi publik mempertahankan kepercayaan. Seluruhnya harus proporsional agar tidak menciptakan 

eskalasi atau pemborosan. 

Langkah kelima ialah evaluasi. Indikator harus mencakup outcome, bukan hanya input: waktu respons, 

diversifikasi pemasok, tingkat kesiapan, kecelakaan, pelanggaran, nilai tambah domestik, kepatuhan 

standar, kepercayaan mitra, dan manfaat bagi masyarakat. Pelajaran dari latihan, insiden, dan perubahan 

teknologi perlu mengubah rencana. Dengan demikian, strategi Indonesia menjadi proses adaptif yang 

menyatukan kedaulatan, kemakmuran, dan perdamaian. 

Natuna Utara: yurisdiksi tanpa provokasi. Indonesia bukan pengklaim kepulauan dalam sengketa Laut Cina 

Selatan, tetapi memiliki hak berdaulat di zona ekonomi eksklusif berdasarkan UNCLOS. Tantangannya 

adalah menjaga konsistensi hukum, kehadiran, keselamatan nelayan, komunikasi diplomatik, dan 

pengendalian eskalasi. Langkah pertama ialah menyusun diagnosis yang membedakan ancaman, 

kerentanan, dan ketergantungan. Ancaman adalah aktor atau peristiwa yang dapat menimbulkan 

kerugian; kerentanan adalah kelemahan internal; sedangkan ketergantungan menjadi berbahaya apabila 



Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD  |  Geopolitik Indo-Pasifik 

Halaman 55 

terkonsentrasi, tidak transparan, atau tidak memiliki alternatif. Perbedaan ini mencegah setiap masalah 

diperlakukan sebagai permusuhan eksternal. 

Langkah kedua ialah memetakan aktor, kewenangan, aset, data, dan insentif. Pemerintah pusat tidak 

dapat bekerja sendiri karena pelabuhan, industri, pemerintah daerah, universitas, nelayan, operator 

telekomunikasi, dan komunitas memiliki informasi serta kapasitas yang tersebar. Mekanisme koordinasi 

harus memiliki mandat keputusan, bukan hanya forum pertukaran pandangan. Tanggung jawab, 

anggaran, dan indikator perlu dinyatakan sejak awal. 

Langkah ketiga adalah menyusun beberapa skenario: kompetisi terkendali, tekanan grey-zone, gangguan 

rantai pasok, krisis terbatas, dan konflik berkepanjangan. Setiap skenario diuji terhadap keselamatan 

warga, pangan, energi, devisa, industri, komunikasi, layanan publik, serta posisi diplomatik. Kebijakan 

yang robust dipilih karena tetap berguna dalam banyak skenario, bukan karena bergantung pada satu 

ramalan. 

Langkah keempat ialah menyiapkan portofolio respons. Diplomasi mengurangi ketidakpastian dan 

membangun koalisi; hukum memperjelas klaim; pertahanan menaikkan biaya koersif; kebijakan industri 

mengurangi ketergantungan; cadangan dan redundansi menjaga kelangsungan layanan; sedangkan 

komunikasi publik mempertahankan kepercayaan. Seluruhnya harus proporsional agar tidak menciptakan 

eskalasi atau pemborosan. 

Langkah kelima ialah evaluasi. Indikator harus mencakup outcome, bukan hanya input: waktu respons, 

diversifikasi pemasok, tingkat kesiapan, kecelakaan, pelanggaran, nilai tambah domestik, kepatuhan 

standar, kepercayaan mitra, dan manfaat bagi masyarakat. Pelajaran dari latihan, insiden, dan perubahan 

teknologi perlu mengubah rencana. Dengan demikian, strategi Indonesia menjadi proses adaptif yang 

menyatukan kedaulatan, kemakmuran, dan perdamaian. 

Selat Malaka dan alternatif chokepoint. Kepadatan pelayaran, kecelakaan, pencemaran, piracy, digitalisasi 

pelabuhan, serta kompetisi konektivitas menunjukkan bahwa chokepoint bukan hanya jalur perang. 

Reputasi Indonesia bergantung pada keselamatan, efisiensi, penegakan, SAR, dan perlindungan 

lingkungan. Langkah pertama ialah menyusun diagnosis yang membedakan ancaman, kerentanan, dan 

ketergantungan. Ancaman adalah aktor atau peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian; kerentanan 

adalah kelemahan internal; sedangkan ketergantungan menjadi berbahaya apabila terkonsentrasi, tidak 

transparan, atau tidak memiliki alternatif. Perbedaan ini mencegah setiap masalah diperlakukan sebagai 

permusuhan eksternal. 

Langkah kedua ialah memetakan aktor, kewenangan, aset, data, dan insentif. Pemerintah pusat tidak 

dapat bekerja sendiri karena pelabuhan, industri, pemerintah daerah, universitas, nelayan, operator 

telekomunikasi, dan komunitas memiliki informasi serta kapasitas yang tersebar. Mekanisme koordinasi 
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harus memiliki mandat keputusan, bukan hanya forum pertukaran pandangan. Tanggung jawab, 

anggaran, dan indikator perlu dinyatakan sejak awal. 

Langkah ketiga adalah menyusun beberapa skenario: kompetisi terkendali, tekanan grey-zone, gangguan 

rantai pasok, krisis terbatas, dan konflik berkepanjangan. Setiap skenario diuji terhadap keselamatan 

warga, pangan, energi, devisa, industri, komunikasi, layanan publik, serta posisi diplomatik. Kebijakan 

yang robust dipilih karena tetap berguna dalam banyak skenario, bukan karena bergantung pada satu 

ramalan. 

Langkah keempat ialah menyiapkan portofolio respons. Diplomasi mengurangi ketidakpastian dan 

membangun koalisi; hukum memperjelas klaim; pertahanan menaikkan biaya koersif; kebijakan industri 

mengurangi ketergantungan; cadangan dan redundansi menjaga kelangsungan layanan; sedangkan 

komunikasi publik mempertahankan kepercayaan. Seluruhnya harus proporsional agar tidak menciptakan 

eskalasi atau pemborosan. 

Langkah kelima ialah evaluasi. Indikator harus mencakup outcome, bukan hanya input: waktu respons, 

diversifikasi pemasok, tingkat kesiapan, kecelakaan, pelanggaran, nilai tambah domestik, kepatuhan 

standar, kepercayaan mitra, dan manfaat bagi masyarakat. Pelajaran dari latihan, insiden, dan perubahan 

teknologi perlu mengubah rencana. Dengan demikian, strategi Indonesia menjadi proses adaptif yang 

menyatukan kedaulatan, kemakmuran, dan perdamaian. 

Hilirisasi nikel dalam geoeconomics. Permintaan baterai memberi peluang, tetapi ketergantungan modal, 

teknologi, pasar, energi, dan standar dapat membatasi kedaulatan. Nilai strategis muncul bila hilirisasi 

membangun inovasi, tenaga terampil, diversifikasi investor, daur ulang, dan tata kelola ekologis. Langkah 

pertama ialah menyusun diagnosis yang membedakan ancaman, kerentanan, dan ketergantungan. 

Ancaman adalah aktor atau peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian; kerentanan adalah kelemahan 

internal; sedangkan ketergantungan menjadi berbahaya apabila terkonsentrasi, tidak transparan, atau 

tidak memiliki alternatif. Perbedaan ini mencegah setiap masalah diperlakukan sebagai permusuhan 

eksternal. 

Langkah kedua ialah memetakan aktor, kewenangan, aset, data, dan insentif. Pemerintah pusat tidak 

dapat bekerja sendiri karena pelabuhan, industri, pemerintah daerah, universitas, nelayan, operator 

telekomunikasi, dan komunitas memiliki informasi serta kapasitas yang tersebar. Mekanisme koordinasi 

harus memiliki mandat keputusan, bukan hanya forum pertukaran pandangan. Tanggung jawab, 

anggaran, dan indikator perlu dinyatakan sejak awal. 

Langkah ketiga adalah menyusun beberapa skenario: kompetisi terkendali, tekanan grey-zone, gangguan 

rantai pasok, krisis terbatas, dan konflik berkepanjangan. Setiap skenario diuji terhadap keselamatan 

warga, pangan, energi, devisa, industri, komunikasi, layanan publik, serta posisi diplomatik. Kebijakan 
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yang robust dipilih karena tetap berguna dalam banyak skenario, bukan karena bergantung pada satu 

ramalan. 

Langkah keempat ialah menyiapkan portofolio respons. Diplomasi mengurangi ketidakpastian dan 

membangun koalisi; hukum memperjelas klaim; pertahanan menaikkan biaya koersif; kebijakan industri 

mengurangi ketergantungan; cadangan dan redundansi menjaga kelangsungan layanan; sedangkan 

komunikasi publik mempertahankan kepercayaan. Seluruhnya harus proporsional agar tidak menciptakan 

eskalasi atau pemborosan. 

Langkah kelima ialah evaluasi. Indikator harus mencakup outcome, bukan hanya input: waktu respons, 

diversifikasi pemasok, tingkat kesiapan, kecelakaan, pelanggaran, nilai tambah domestik, kepatuhan 

standar, kepercayaan mitra, dan manfaat bagi masyarakat. Pelajaran dari latihan, insiden, dan perubahan 

teknologi perlu mengubah rencana. Dengan demikian, strategi Indonesia menjadi proses adaptif yang 

menyatukan kedaulatan, kemakmuran, dan perdamaian. 

Kabel bawah laut dan pusat data. Sebagian besar arus data internasional bergerak melalui kabel bawah 

laut. Kerusakan, sabotase, konsentrasi rute, kepemilikan, landing stations, dan ketergantungan cloud 

membuat infrastruktur digital bagian dari keamanan maritim serta kebijakan industri. Langkah pertama 

ialah menyusun diagnosis yang membedakan ancaman, kerentanan, dan ketergantungan. Ancaman 

adalah aktor atau peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian; kerentanan adalah kelemahan internal; 

sedangkan ketergantungan menjadi berbahaya apabila terkonsentrasi, tidak transparan, atau tidak 

memiliki alternatif. Perbedaan ini mencegah setiap masalah diperlakukan sebagai permusuhan eksternal. 

Langkah kedua ialah memetakan aktor, kewenangan, aset, data, dan insentif. Pemerintah pusat tidak 

dapat bekerja sendiri karena pelabuhan, industri, pemerintah daerah, universitas, nelayan, operator 

telekomunikasi, dan komunitas memiliki informasi serta kapasitas yang tersebar. Mekanisme koordinasi 

harus memiliki mandat keputusan, bukan hanya forum pertukaran pandangan. Tanggung jawab, 

anggaran, dan indikator perlu dinyatakan sejak awal. 

Langkah ketiga adalah menyusun beberapa skenario: kompetisi terkendali, tekanan grey-zone, gangguan 

rantai pasok, krisis terbatas, dan konflik berkepanjangan. Setiap skenario diuji terhadap keselamatan 

warga, pangan, energi, devisa, industri, komunikasi, layanan publik, serta posisi diplomatik. Kebijakan 

yang robust dipilih karena tetap berguna dalam banyak skenario, bukan karena bergantung pada satu 

ramalan. 

Langkah keempat ialah menyiapkan portofolio respons. Diplomasi mengurangi ketidakpastian dan 

membangun koalisi; hukum memperjelas klaim; pertahanan menaikkan biaya koersif; kebijakan industri 

mengurangi ketergantungan; cadangan dan redundansi menjaga kelangsungan layanan; sedangkan 
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komunikasi publik mempertahankan kepercayaan. Seluruhnya harus proporsional agar tidak menciptakan 

eskalasi atau pemborosan. 

Langkah kelima ialah evaluasi. Indikator harus mencakup outcome, bukan hanya input: waktu respons, 

diversifikasi pemasok, tingkat kesiapan, kecelakaan, pelanggaran, nilai tambah domestik, kepatuhan 

standar, kepercayaan mitra, dan manfaat bagi masyarakat. Pelajaran dari latihan, insiden, dan perubahan 

teknologi perlu mengubah rencana. Dengan demikian, strategi Indonesia menjadi proses adaptif yang 

menyatukan kedaulatan, kemakmuran, dan perdamaian. 

ASEAN ketika anggota berbeda orientasi. Kedekatan ekonomi, ancaman, politik domestik, dan sejarah 

menghasilkan respons ASEAN yang beragam terhadap Tiongkok dan Amerika Serikat. Kepemimpinan 

Indonesia perlu membangun minimum common ground serta proyek yang memberi manfaat nyata, 

bukan menuntut keseragaman yang tidak realistis. Langkah pertama ialah menyusun diagnosis yang 

membedakan ancaman, kerentanan, dan ketergantungan. Ancaman adalah aktor atau peristiwa yang 

dapat menimbulkan kerugian; kerentanan adalah kelemahan internal; sedangkan ketergantungan 

menjadi berbahaya apabila terkonsentrasi, tidak transparan, atau tidak memiliki alternatif. Perbedaan ini 

mencegah setiap masalah diperlakukan sebagai permusuhan eksternal. 

Langkah kedua ialah memetakan aktor, kewenangan, aset, data, dan insentif. Pemerintah pusat tidak 

dapat bekerja sendiri karena pelabuhan, industri, pemerintah daerah, universitas, nelayan, operator 

telekomunikasi, dan komunitas memiliki informasi serta kapasitas yang tersebar. Mekanisme koordinasi 

harus memiliki mandat keputusan, bukan hanya forum pertukaran pandangan. Tanggung jawab, 

anggaran, dan indikator perlu dinyatakan sejak awal. 

Langkah ketiga adalah menyusun beberapa skenario: kompetisi terkendali, tekanan grey-zone, gangguan 

rantai pasok, krisis terbatas, dan konflik berkepanjangan. Setiap skenario diuji terhadap keselamatan 

warga, pangan, energi, devisa, industri, komunikasi, layanan publik, serta posisi diplomatik. Kebijakan 

yang robust dipilih karena tetap berguna dalam banyak skenario, bukan karena bergantung pada satu 

ramalan. 

Langkah keempat ialah menyiapkan portofolio respons. Diplomasi mengurangi ketidakpastian dan 

membangun koalisi; hukum memperjelas klaim; pertahanan menaikkan biaya koersif; kebijakan industri 

mengurangi ketergantungan; cadangan dan redundansi menjaga kelangsungan layanan; sedangkan 

komunikasi publik mempertahankan kepercayaan. Seluruhnya harus proporsional agar tidak menciptakan 

eskalasi atau pemborosan. 

Langkah kelima ialah evaluasi. Indikator harus mencakup outcome, bukan hanya input: waktu respons, 

diversifikasi pemasok, tingkat kesiapan, kecelakaan, pelanggaran, nilai tambah domestik, kepatuhan 

standar, kepercayaan mitra, dan manfaat bagi masyarakat. Pelajaran dari latihan, insiden, dan perubahan 
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teknologi perlu mengubah rencana. Dengan demikian, strategi Indonesia menjadi proses adaptif yang 

menyatukan kedaulatan, kemakmuran, dan perdamaian. 

AUKUS dan kawasan bebas senjata nuklir. Indonesia berkepentingan menjaga nonproliferasi, keselamatan 

nuklir, stabilitas, dan transparansi. Respons yang kredibel perlu membedakan propulsi nuklir dari senjata 

nuklir, menilai safeguards, serta menghindari retorika yang tidak diikuti diplomasi teknis. Langkah 

pertama ialah menyusun diagnosis yang membedakan ancaman, kerentanan, dan ketergantungan. 

Ancaman adalah aktor atau peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian; kerentanan adalah kelemahan 

internal; sedangkan ketergantungan menjadi berbahaya apabila terkonsentrasi, tidak transparan, atau 

tidak memiliki alternatif. Perbedaan ini mencegah setiap masalah diperlakukan sebagai permusuhan 

eksternal. 

Langkah kedua ialah memetakan aktor, kewenangan, aset, data, dan insentif. Pemerintah pusat tidak 

dapat bekerja sendiri karena pelabuhan, industri, pemerintah daerah, universitas, nelayan, operator 

telekomunikasi, dan komunitas memiliki informasi serta kapasitas yang tersebar. Mekanisme koordinasi 

harus memiliki mandat keputusan, bukan hanya forum pertukaran pandangan. Tanggung jawab, 

anggaran, dan indikator perlu dinyatakan sejak awal. 

Langkah ketiga adalah menyusun beberapa skenario: kompetisi terkendali, tekanan grey-zone, gangguan 

rantai pasok, krisis terbatas, dan konflik berkepanjangan. Setiap skenario diuji terhadap keselamatan 

warga, pangan, energi, devisa, industri, komunikasi, layanan publik, serta posisi diplomatik. Kebijakan 

yang robust dipilih karena tetap berguna dalam banyak skenario, bukan karena bergantung pada satu 

ramalan. 

Langkah keempat ialah menyiapkan portofolio respons. Diplomasi mengurangi ketidakpastian dan 

membangun koalisi; hukum memperjelas klaim; pertahanan menaikkan biaya koersif; kebijakan industri 

mengurangi ketergantungan; cadangan dan redundansi menjaga kelangsungan layanan; sedangkan 

komunikasi publik mempertahankan kepercayaan. Seluruhnya harus proporsional agar tidak menciptakan 

eskalasi atau pemborosan. 

Langkah kelima ialah evaluasi. Indikator harus mencakup outcome, bukan hanya input: waktu respons, 

diversifikasi pemasok, tingkat kesiapan, kecelakaan, pelanggaran, nilai tambah domestik, kepatuhan 

standar, kepercayaan mitra, dan manfaat bagi masyarakat. Pelajaran dari latihan, insiden, dan perubahan 

teknologi perlu mengubah rencana. Dengan demikian, strategi Indonesia menjadi proses adaptif yang 

menyatukan kedaulatan, kemakmuran, dan perdamaian. 

Kepulauan Pasifik sebagai mitra, bukan halaman belakang. Hubungan Indonesia dengan Pasifik harus 

melampaui persaingan pengaruh. Konektivitas, pendidikan, perikanan, bencana, kesehatan, iklim, dan 

dialog budaya Melanesia memerlukan konsistensi serta sensitivitas politik. Langkah pertama ialah 
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menyusun diagnosis yang membedakan ancaman, kerentanan, dan ketergantungan. Ancaman adalah 

aktor atau peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian; kerentanan adalah kelemahan internal; 

sedangkan ketergantungan menjadi berbahaya apabila terkonsentrasi, tidak transparan, atau tidak 

memiliki alternatif. Perbedaan ini mencegah setiap masalah diperlakukan sebagai permusuhan eksternal. 

Langkah kedua ialah memetakan aktor, kewenangan, aset, data, dan insentif. Pemerintah pusat tidak 

dapat bekerja sendiri karena pelabuhan, industri, pemerintah daerah, universitas, nelayan, operator 

telekomunikasi, dan komunitas memiliki informasi serta kapasitas yang tersebar. Mekanisme koordinasi 

harus memiliki mandat keputusan, bukan hanya forum pertukaran pandangan. Tanggung jawab, 

anggaran, dan indikator perlu dinyatakan sejak awal. 

Langkah ketiga adalah menyusun beberapa skenario: kompetisi terkendali, tekanan grey-zone, gangguan 

rantai pasok, krisis terbatas, dan konflik berkepanjangan. Setiap skenario diuji terhadap keselamatan 

warga, pangan, energi, devisa, industri, komunikasi, layanan publik, serta posisi diplomatik. Kebijakan 

yang robust dipilih karena tetap berguna dalam banyak skenario, bukan karena bergantung pada satu 

ramalan. 

Langkah keempat ialah menyiapkan portofolio respons. Diplomasi mengurangi ketidakpastian dan 

membangun koalisi; hukum memperjelas klaim; pertahanan menaikkan biaya koersif; kebijakan industri 

mengurangi ketergantungan; cadangan dan redundansi menjaga kelangsungan layanan; sedangkan 

komunikasi publik mempertahankan kepercayaan. Seluruhnya harus proporsional agar tidak menciptakan 

eskalasi atau pemborosan. 

Langkah kelima ialah evaluasi. Indikator harus mencakup outcome, bukan hanya input: waktu respons, 

diversifikasi pemasok, tingkat kesiapan, kecelakaan, pelanggaran, nilai tambah domestik, kepatuhan 

standar, kepercayaan mitra, dan manfaat bagi masyarakat. Pelajaran dari latihan, insiden, dan perubahan 

teknologi perlu mengubah rencana. Dengan demikian, strategi Indonesia menjadi proses adaptif yang 

menyatukan kedaulatan, kemakmuran, dan perdamaian. 

Skenario krisis Taiwan. Gangguan di Selat Taiwan dapat memukul perdagangan, semikonduktor, asuransi, 

energi, pelayaran, dan warga Indonesia. Perencanaan kontinjensi memerlukan pemetaan 

ketergantungan, jalur alternatif, stok kritis, evakuasi, komunikasi publik, dan koordinasi dengan mitra 

tanpa memprediksi perang sebagai kepastian. Langkah pertama ialah menyusun diagnosis yang 

membedakan ancaman, kerentanan, dan ketergantungan. Ancaman adalah aktor atau peristiwa yang 

dapat menimbulkan kerugian; kerentanan adalah kelemahan internal; sedangkan ketergantungan 

menjadi berbahaya apabila terkonsentrasi, tidak transparan, atau tidak memiliki alternatif. Perbedaan ini 

mencegah setiap masalah diperlakukan sebagai permusuhan eksternal. 
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Langkah kedua ialah memetakan aktor, kewenangan, aset, data, dan insentif. Pemerintah pusat tidak 

dapat bekerja sendiri karena pelabuhan, industri, pemerintah daerah, universitas, nelayan, operator 

telekomunikasi, dan komunitas memiliki informasi serta kapasitas yang tersebar. Mekanisme koordinasi 

harus memiliki mandat keputusan, bukan hanya forum pertukaran pandangan. Tanggung jawab, 

anggaran, dan indikator perlu dinyatakan sejak awal. 

Langkah ketiga adalah menyusun beberapa skenario: kompetisi terkendali, tekanan grey-zone, gangguan 

rantai pasok, krisis terbatas, dan konflik berkepanjangan. Setiap skenario diuji terhadap keselamatan 

warga, pangan, energi, devisa, industri, komunikasi, layanan publik, serta posisi diplomatik. Kebijakan 

yang robust dipilih karena tetap berguna dalam banyak skenario, bukan karena bergantung pada satu 

ramalan. 

Langkah keempat ialah menyiapkan portofolio respons. Diplomasi mengurangi ketidakpastian dan 

membangun koalisi; hukum memperjelas klaim; pertahanan menaikkan biaya koersif; kebijakan industri 

mengurangi ketergantungan; cadangan dan redundansi menjaga kelangsungan layanan; sedangkan 

komunikasi publik mempertahankan kepercayaan. Seluruhnya harus proporsional agar tidak menciptakan 

eskalasi atau pemborosan. 

Langkah kelima ialah evaluasi. Indikator harus mencakup outcome, bukan hanya input: waktu respons, 

diversifikasi pemasok, tingkat kesiapan, kecelakaan, pelanggaran, nilai tambah domestik, kepatuhan 

standar, kepercayaan mitra, dan manfaat bagi masyarakat. Pelajaran dari latihan, insiden, dan perubahan 

teknologi perlu mengubah rencana. Dengan demikian, strategi Indonesia menjadi proses adaptif yang 

menyatukan kedaulatan, kemakmuran, dan perdamaian. 

BRICS, OECD, dan multi-alignment. Keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum dapat memperluas 

pilihan bila didasarkan pada agenda nasional. Risikonya adalah pesan yang kabur atau komitmen yang 

saling bertentangan. Diplomasi bebas aktif memerlukan kejelasan isu, bukan jarak yang sama terhadap 

semua pihak. Langkah pertama ialah menyusun diagnosis yang membedakan ancaman, kerentanan, dan 

ketergantungan. Ancaman adalah aktor atau peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian; kerentanan 

adalah kelemahan internal; sedangkan ketergantungan menjadi berbahaya apabila terkonsentrasi, tidak 

transparan, atau tidak memiliki alternatif. Perbedaan ini mencegah setiap masalah diperlakukan sebagai 

permusuhan eksternal. 

Langkah kedua ialah memetakan aktor, kewenangan, aset, data, dan insentif. Pemerintah pusat tidak 

dapat bekerja sendiri karena pelabuhan, industri, pemerintah daerah, universitas, nelayan, operator 

telekomunikasi, dan komunitas memiliki informasi serta kapasitas yang tersebar. Mekanisme koordinasi 

harus memiliki mandat keputusan, bukan hanya forum pertukaran pandangan. Tanggung jawab, 

anggaran, dan indikator perlu dinyatakan sejak awal. 
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Langkah ketiga adalah menyusun beberapa skenario: kompetisi terkendali, tekanan grey-zone, gangguan 

rantai pasok, krisis terbatas, dan konflik berkepanjangan. Setiap skenario diuji terhadap keselamatan 

warga, pangan, energi, devisa, industri, komunikasi, layanan publik, serta posisi diplomatik. Kebijakan 

yang robust dipilih karena tetap berguna dalam banyak skenario, bukan karena bergantung pada satu 

ramalan. 

Langkah keempat ialah menyiapkan portofolio respons. Diplomasi mengurangi ketidakpastian dan 

membangun koalisi; hukum memperjelas klaim; pertahanan menaikkan biaya koersif; kebijakan industri 

mengurangi ketergantungan; cadangan dan redundansi menjaga kelangsungan layanan; sedangkan 

komunikasi publik mempertahankan kepercayaan. Seluruhnya harus proporsional agar tidak menciptakan 

eskalasi atau pemborosan. 

Langkah kelima ialah evaluasi. Indikator harus mencakup outcome, bukan hanya input: waktu respons, 

diversifikasi pemasok, tingkat kesiapan, kecelakaan, pelanggaran, nilai tambah domestik, kepatuhan 

standar, kepercayaan mitra, dan manfaat bagi masyarakat. Pelajaran dari latihan, insiden, dan perubahan 

teknologi perlu mengubah rencana. Dengan demikian, strategi Indonesia menjadi proses adaptif yang 

menyatukan kedaulatan, kemakmuran, dan perdamaian. 

Pertahanan pulau dan ketahanan masyarakat. Pangkalan, radar, kapal, dan rudal penting, tetapi 

deterrence nasional juga bertumpu pada pelabuhan, energi, komunikasi, industri perawatan, logistik 

antarpulau, tenaga kesehatan, pangan, serta kepercayaan masyarakat. Langkah pertama ialah menyusun 

diagnosis yang membedakan ancaman, kerentanan, dan ketergantungan. Ancaman adalah aktor atau 

peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian; kerentanan adalah kelemahan internal; sedangkan 

ketergantungan menjadi berbahaya apabila terkonsentrasi, tidak transparan, atau tidak memiliki 

alternatif. Perbedaan ini mencegah setiap masalah diperlakukan sebagai permusuhan eksternal. 

Langkah kedua ialah memetakan aktor, kewenangan, aset, data, dan insentif. Pemerintah pusat tidak 

dapat bekerja sendiri karena pelabuhan, industri, pemerintah daerah, universitas, nelayan, operator 

telekomunikasi, dan komunitas memiliki informasi serta kapasitas yang tersebar. Mekanisme koordinasi 

harus memiliki mandat keputusan, bukan hanya forum pertukaran pandangan. Tanggung jawab, 

anggaran, dan indikator perlu dinyatakan sejak awal. 

Langkah ketiga adalah menyusun beberapa skenario: kompetisi terkendali, tekanan grey-zone, gangguan 

rantai pasok, krisis terbatas, dan konflik berkepanjangan. Setiap skenario diuji terhadap keselamatan 

warga, pangan, energi, devisa, industri, komunikasi, layanan publik, serta posisi diplomatik. Kebijakan 

yang robust dipilih karena tetap berguna dalam banyak skenario, bukan karena bergantung pada satu 

ramalan. 
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Langkah keempat ialah menyiapkan portofolio respons. Diplomasi mengurangi ketidakpastian dan 

membangun koalisi; hukum memperjelas klaim; pertahanan menaikkan biaya koersif; kebijakan industri 

mengurangi ketergantungan; cadangan dan redundansi menjaga kelangsungan layanan; sedangkan 

komunikasi publik mempertahankan kepercayaan. Seluruhnya harus proporsional agar tidak menciptakan 

eskalasi atau pemborosan. 

Langkah kelima ialah evaluasi. Indikator harus mencakup outcome, bukan hanya input: waktu respons, 

diversifikasi pemasok, tingkat kesiapan, kecelakaan, pelanggaran, nilai tambah domestik, kepatuhan 

standar, kepercayaan mitra, dan manfaat bagi masyarakat. Pelajaran dari latihan, insiden, dan perubahan 

teknologi perlu mengubah rencana. Dengan demikian, strategi Indonesia menjadi proses adaptif yang 

menyatukan kedaulatan, kemakmuran, dan perdamaian. 

Natuna Utara: yurisdiksi tanpa provokasi. Indonesia bukan pengklaim kepulauan dalam sengketa Laut Cina 

Selatan, tetapi memiliki hak berdaulat di zona ekonomi eksklusif berdasarkan UNCLOS. Tantangannya 

adalah menjaga konsistensi hukum, kehadiran, keselamatan nelayan, komunikasi diplomatik, dan 

pengendalian eskalasi. Langkah pertama ialah menyusun diagnosis yang membedakan ancaman, 

kerentanan, dan ketergantungan. Ancaman adalah aktor atau peristiwa yang dapat menimbulkan 

kerugian; kerentanan adalah kelemahan internal; sedangkan ketergantungan menjadi berbahaya apabila 

terkonsentrasi, tidak transparan, atau tidak memiliki alternatif. Perbedaan ini mencegah setiap masalah 

diperlakukan sebagai permusuhan eksternal. 

Langkah kedua ialah memetakan aktor, kewenangan, aset, data, dan insentif. Pemerintah pusat tidak 

dapat bekerja sendiri karena pelabuhan, industri, pemerintah daerah, universitas, nelayan, operator 

telekomunikasi, dan komunitas memiliki informasi serta kapasitas yang tersebar. Mekanisme koordinasi 

harus memiliki mandat keputusan, bukan hanya forum pertukaran pandangan. Tanggung jawab, 

anggaran, dan indikator perlu dinyatakan sejak awal. 

Langkah ketiga adalah menyusun beberapa skenario: kompetisi terkendali, tekanan grey-zone, gangguan 

rantai pasok, krisis terbatas, dan konflik berkepanjangan. Setiap skenario diuji terhadap keselamatan 

warga, pangan, energi, devisa, industri, komunikasi, layanan publik, serta posisi diplomatik. Kebijakan 

yang robust dipilih karena tetap berguna dalam banyak skenario, bukan karena bergantung pada satu 

ramalan. 

Langkah keempat ialah menyiapkan portofolio respons. Diplomasi mengurangi ketidakpastian dan 

membangun koalisi; hukum memperjelas klaim; pertahanan menaikkan biaya koersif; kebijakan industri 

mengurangi ketergantungan; cadangan dan redundansi menjaga kelangsungan layanan; sedangkan 

komunikasi publik mempertahankan kepercayaan. Seluruhnya harus proporsional agar tidak menciptakan 

eskalasi atau pemborosan. 
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Langkah kelima ialah evaluasi. Indikator harus mencakup outcome, bukan hanya input: waktu respons, 

diversifikasi pemasok, tingkat kesiapan, kecelakaan, pelanggaran, nilai tambah domestik, kepatuhan 

standar, kepercayaan mitra, dan manfaat bagi masyarakat. Pelajaran dari latihan, insiden, dan perubahan 

teknologi perlu mengubah rencana. Dengan demikian, strategi Indonesia menjadi proses adaptif yang 

menyatukan kedaulatan, kemakmuran, dan perdamaian. 

Selat Malaka dan alternatif chokepoint. Kepadatan pelayaran, kecelakaan, pencemaran, piracy, digitalisasi 

pelabuhan, serta kompetisi konektivitas menunjukkan bahwa chokepoint bukan hanya jalur perang. 

Reputasi Indonesia bergantung pada keselamatan, efisiensi, penegakan, SAR, dan perlindungan 

lingkungan. Langkah pertama ialah menyusun diagnosis yang membedakan ancaman, kerentanan, dan 

ketergantungan. Ancaman adalah aktor atau peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian; kerentanan 

adalah kelemahan internal; sedangkan ketergantungan menjadi berbahaya apabila terkonsentrasi, tidak 

transparan, atau tidak memiliki alternatif. Perbedaan ini mencegah setiap masalah diperlakukan sebagai 

permusuhan eksternal. 

Langkah kedua ialah memetakan aktor, kewenangan, aset, data, dan insentif. Pemerintah pusat tidak 

dapat bekerja sendiri karena pelabuhan, industri, pemerintah daerah, universitas, nelayan, operator 

telekomunikasi, dan komunitas memiliki informasi serta kapasitas yang tersebar. Mekanisme koordinasi 

harus memiliki mandat keputusan, bukan hanya forum pertukaran pandangan. Tanggung jawab, 

anggaran, dan indikator perlu dinyatakan sejak awal. 

Langkah ketiga adalah menyusun beberapa skenario: kompetisi terkendali, tekanan grey-zone, gangguan 

rantai pasok, krisis terbatas, dan konflik berkepanjangan. Setiap skenario diuji terhadap keselamatan 

warga, pangan, energi, devisa, industri, komunikasi, layanan publik, serta posisi diplomatik. Kebijakan 

yang robust dipilih karena tetap berguna dalam banyak skenario, bukan karena bergantung pada satu 

ramalan. 

Langkah keempat ialah menyiapkan portofolio respons. Diplomasi mengurangi ketidakpastian dan 

membangun koalisi; hukum memperjelas klaim; pertahanan menaikkan biaya koersif; kebijakan industri 

mengurangi ketergantungan; cadangan dan redundansi menjaga kelangsungan layanan; sedangkan 

komunikasi publik mempertahankan kepercayaan. Seluruhnya harus proporsional agar tidak menciptakan 

eskalasi atau pemborosan. 

Langkah kelima ialah evaluasi. Indikator harus mencakup outcome, bukan hanya input: waktu respons, 

diversifikasi pemasok, tingkat kesiapan, kecelakaan, pelanggaran, nilai tambah domestik, kepatuhan 

standar, kepercayaan mitra, dan manfaat bagi masyarakat. Pelajaran dari latihan, insiden, dan perubahan 

teknologi perlu mengubah rencana. Dengan demikian, strategi Indonesia menjadi proses adaptif yang 

menyatukan kedaulatan, kemakmuran, dan perdamaian. 
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Hilirisasi nikel dalam geoeconomics. Permintaan baterai memberi peluang, tetapi ketergantungan modal, 

teknologi, pasar, energi, dan standar dapat membatasi kedaulatan. Nilai strategis muncul bila hilirisasi 

membangun inovasi, tenaga terampil, diversifikasi investor, daur ulang, dan tata kelola ekologis. Langkah 

pertama ialah menyusun diagnosis yang membedakan ancaman, kerentanan, dan ketergantungan. 

Ancaman adalah aktor atau peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian; kerentanan adalah kelemahan 

internal; sedangkan ketergantungan menjadi berbahaya apabila terkonsentrasi, tidak transparan, atau 

tidak memiliki alternatif. Perbedaan ini mencegah setiap masalah diperlakukan sebagai permusuhan 

eksternal. 

Langkah kedua ialah memetakan aktor, kewenangan, aset, data, dan insentif. Pemerintah pusat tidak 

dapat bekerja sendiri karena pelabuhan, industri, pemerintah daerah, universitas, nelayan, operator 

telekomunikasi, dan komunitas memiliki informasi serta kapasitas yang tersebar. Mekanisme koordinasi 

harus memiliki mandat keputusan, bukan hanya forum pertukaran pandangan. Tanggung jawab, 

anggaran, dan indikator perlu dinyatakan sejak awal. 

Langkah ketiga adalah menyusun beberapa skenario: kompetisi terkendali, tekanan grey-zone, gangguan 

rantai pasok, krisis terbatas, dan konflik berkepanjangan. Setiap skenario diuji terhadap keselamatan 

warga, pangan, energi, devisa, industri, komunikasi, layanan publik, serta posisi diplomatik. Kebijakan 

yang robust dipilih karena tetap berguna dalam banyak skenario, bukan karena bergantung pada satu 

ramalan. 

Langkah keempat ialah menyiapkan portofolio respons. Diplomasi mengurangi ketidakpastian dan 

membangun koalisi; hukum memperjelas klaim; pertahanan menaikkan biaya koersif; kebijakan industri 

mengurangi ketergantungan; cadangan dan redundansi menjaga kelangsungan layanan; sedangkan 

komunikasi publik mempertahankan kepercayaan. Seluruhnya harus proporsional agar tidak menciptakan 

eskalasi atau pemborosan. 

Langkah kelima ialah evaluasi. Indikator harus mencakup outcome, bukan hanya input: waktu respons, 

diversifikasi pemasok, tingkat kesiapan, kecelakaan, pelanggaran, nilai tambah domestik, kepatuhan 

standar, kepercayaan mitra, dan manfaat bagi masyarakat. Pelajaran dari latihan, insiden, dan perubahan 

teknologi perlu mengubah rencana. Dengan demikian, strategi Indonesia menjadi proses adaptif yang 

menyatukan kedaulatan, kemakmuran, dan perdamaian. 

Kabel bawah laut dan pusat data. Sebagian besar arus data internasional bergerak melalui kabel bawah 

laut. Kerusakan, sabotase, konsentrasi rute, kepemilikan, landing stations, dan ketergantungan cloud 

membuat infrastruktur digital bagian dari keamanan maritim serta kebijakan industri. Langkah pertama 

ialah menyusun diagnosis yang membedakan ancaman, kerentanan, dan ketergantungan. Ancaman 

adalah aktor atau peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian; kerentanan adalah kelemahan internal; 



Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD  |  Geopolitik Indo-Pasifik 

Halaman 66 

sedangkan ketergantungan menjadi berbahaya apabila terkonsentrasi, tidak transparan, atau tidak 

memiliki alternatif. Perbedaan ini mencegah setiap masalah diperlakukan sebagai permusuhan eksternal. 

Langkah kedua ialah memetakan aktor, kewenangan, aset, data, dan insentif. Pemerintah pusat tidak 

dapat bekerja sendiri karena pelabuhan, industri, pemerintah daerah, universitas, nelayan, operator 

telekomunikasi, dan komunitas memiliki informasi serta kapasitas yang tersebar. Mekanisme koordinasi 

harus memiliki mandat keputusan, bukan hanya forum pertukaran pandangan. Tanggung jawab, 

anggaran, dan indikator perlu dinyatakan sejak awal. 

Langkah ketiga adalah menyusun beberapa skenario: kompetisi terkendali, tekanan grey-zone, gangguan 

rantai pasok, krisis terbatas, dan konflik berkepanjangan. Setiap skenario diuji terhadap keselamatan 

warga, pangan, energi, devisa, industri, komunikasi, layanan publik, serta posisi diplomatik. Kebijakan 

yang robust dipilih karena tetap berguna dalam banyak skenario, bukan karena bergantung pada satu 

ramalan. 

Langkah keempat ialah menyiapkan portofolio respons. Diplomasi mengurangi ketidakpastian dan 

membangun koalisi; hukum memperjelas klaim; pertahanan menaikkan biaya koersif; kebijakan industri 

mengurangi ketergantungan; cadangan dan redundansi menjaga kelangsungan layanan; sedangkan 

komunikasi publik mempertahankan kepercayaan. Seluruhnya harus proporsional agar tidak menciptakan 

eskalasi atau pemborosan. 

Langkah kelima ialah evaluasi. Indikator harus mencakup outcome, bukan hanya input: waktu respons, 

diversifikasi pemasok, tingkat kesiapan, kecelakaan, pelanggaran, nilai tambah domestik, kepatuhan 

standar, kepercayaan mitra, dan manfaat bagi masyarakat. Pelajaran dari latihan, insiden, dan perubahan 

teknologi perlu mengubah rencana. Dengan demikian, strategi Indonesia menjadi proses adaptif yang 

menyatukan kedaulatan, kemakmuran, dan perdamaian. 

Matriks Pilihan Strategis Indonesia 

Dimensi Tujuan Risiko Utama Arah Kebijakan 

Diplomasi Otonomi dan pengaruh Pesan kabur; forum berlebih Prioritas isu, ASEAN, dan koalisi 

fungsional 

Maritim Kedaulatan dan keselamatan Grey-zone; fragmentasi lembaga MDA terpadu, coast guard, AL, SAR, 

dan hukum 

Ekonomi Nilai tambah dan resiliensi Konsentrasi pasar, modal, 

teknologi 
Diversifikasi, upgrading, dan 

safeguard 

Teknologi Kapasitas dan keamanan Vendor lock-in; kesenjangan 

talenta 
R&D, audit, standar, dan kemitraan 

beragam 

Pertahanan Deterrence proporsional Arms race; belanja tak terarah Jointness, logistik, industri, dan 

latihan 
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Iklim Keamanan manusia Maladaptasi; pulau terpinggirkan Adaptasi, pembiayaan, dan diplomasi 

iklim 

ASEAN Sentralitas efektif Perpecahan; ritualisme Proyek AOIP, kapasitas, dan hasil 

terukur 

Penutup 

Indo-Pasifik adalah pusat perubahan tatanan dunia karena di dalamnya bertemu kekuatan militer besar, 

jaringan produksi, sumber energi, jalur perdagangan, pusat inovasi, dan masyarakat yang sangat beragam. 

Rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok membentuk tekanan struktural, tetapi hasilnya tidak ditentukan oleh 

dua negara itu saja. Negara menengah, ASEAN, negara pulau, perusahaan, institusi, dan masyarakat 

memiliki kemampuan membatasi, mengarahkan, atau mengubah kompetisi. 

Bagi Indonesia, kebijakan bebas aktif bukan sikap pasif dan bukan pula jarak matematis yang sama 

terhadap semua kekuatan. Ia adalah kebebasan menilai setiap isu berdasarkan kepentingan nasional serta 

keaktifan membentuk lingkungan regional. Kebebasan memerlukan kemampuan; keaktifan memerlukan 

gagasan, konsistensi, dan kontribusi yang dipercaya. Karena itu, diplomasi harus ditopang ekonomi 

produktif, teknologi, hukum, institusi maritim, pertahanan, dan ketahanan rakyat. 

Pilihan strategis Indonesia sebaiknya berangkat dari tujuan ganda: mencegah kawasan berubah menjadi 

arena konflik blok dan memastikan bahwa keterbukaan kawasan menghasilkan kesejahteraan yang adil. 

ASEAN tetap penting, tetapi sentralitas harus dibuktikan melalui hasil. Kedaulatan harus dijaga, tetapi 

tidak dipisahkan dari hukum dan kerja sama. Pertumbuhan harus dikejar, tetapi tidak dengan 

ketergantungan baru atau kerusakan ekologis. Dalam keseimbangan itulah Indonesia dapat mengubah 

posisi silang menjadi kepemimpinan Indo-Pasifik yang substantif. 

Glossarium 

ADMM-Plus: Forum menteri pertahanan ASEAN bersama delapan mitra dialog. 

ALKI: Alur Laut Kepulauan Indonesia yang dapat digunakan untuk pelayaran dan penerbangan sesuai hukum. 

AOIP: ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, kerangka ASEAN bagi kerja sama kawasan. 

AUKUS: Kemitraan keamanan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. 

Balancing: Upaya mengimbangi kekuatan melalui kapabilitas sendiri atau kerja sama eksternal. 

BRI: Belt and Road Initiative, program konektivitas dan pembiayaan infrastruktur Tiongkok. 

Chokepoint: Titik sempit strategis yang mengonsentrasikan arus pelayaran atau logistik. 

Code of Conduct: Aturan perilaku yang dinegosiasikan ASEAN dan Tiongkok untuk Laut Cina Selatan. 
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Deterrence: Pencegahan tindakan lawan dengan meyakinkan bahwa biaya atau kegagalannya akan tinggi. 

Domain awareness: Kemampuan memahami aktivitas, risiko, dan pola dalam suatu domain, khususnya 

maritim. 

EEZ/ZEE: Zona Ekonomi Eksklusif tempat negara pantai memiliki hak berdaulat tertentu. 

FOIP: Free and Open Indo-Pacific, visi kawasan yang bebas dan terbuka. 

Geoeconomics: Penggunaan instrumen ekonomi untuk tujuan geopolitik dan dampak geopolitik hubungan 

ekonomi. 

Grey-zone: Tindakan koersif di bawah ambang konflik bersenjata terbuka. 

Hedging: Strategi mengurangi risiko dengan menggabungkan engagement, diversifikasi, dan unsur balancing. 

Indo-Pasifik: Konstruksi geografis dan strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. 

Integrated deterrence: Penggabungan instrumen, domain, sekutu, dan mitra untuk menghasilkan deterrence. 

Interoperability: Kemampuan sistem atau angkatan dari pihak berbeda untuk beroperasi bersama. 

IPEF: Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity. 

IUU fishing: Penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur. 

Middle power: Negara berkekuatan menengah yang dapat membentuk koalisi, norma, dan agenda. 

Minilateralisme: Kerja sama sejumlah kecil negara yang berorientasi pada isu atau tujuan tertentu. 

Multi-alignment: Keterlibatan dengan beberapa kekuatan atau kelompok tanpa penyelarasan eksklusif. 

Quad: Dialog Keamanan Kuadrilateral antara Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat. 

RCEP: Regional Comprehensive Economic Partnership. 

Sea power: Kemampuan memanfaatkan laut untuk tujuan ekonomi, politik, diplomatik, dan pertahanan. 

Sentralitas ASEAN: Peran ASEAN sebagai penggerak, tuan rumah, dan pembentuk agenda arsitektur regional. 

Strategic autonomy: Kemampuan mengambil keputusan strategis tanpa ketergantungan menentukan pada 

pihak lain. 

UNCLOS: United Nations Convention on the Law of the Sea. 

Weaponized interdependence: Pemanfaatan posisi sentral dalam jaringan ekonomi atau teknologi sebagai 

leverage. 
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